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ABSTRAK

Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang diangkat oleh
pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas pemerintahan. Kinerja
merupakan hasil capaian kerja seorang aparatur yang penting untuk diketahui
sebagai tolak ukur kesuksesan suatu organisasi. Mencermati Dinas Syariat Islam
Aceh sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengatur jalannya pelaksanaan
Syariat Islam, tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja
Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Syariat Islam Aceh. Metode penelitian bersifat
deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunkan adalah data primer
dan sekunder melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian
antara lain faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
ASN, Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja Pegawai. Hasil penelitian secara
keseluruhan menunjukkan kinerja Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan
Tugas Pokok dan Fungsi ASN sudah baik dinilai berdasarkan mampu
menyelesaikan tugas sesuai dengan skill dan waktu yang ditentukan kepada setiap
ASN dengan adanya Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK).
Namun berdasarkan temuan peneliti, masih terdapat sejumlah ASN yang rendah
keinginan belajar, dan pelatihan yang tidak didapatkan semua ASN karena
anggaran yang kurang memadai, selanjutnya kendala dalam pelaksanaan tupoksi
adalah komputer yang kurang memadai sebagai alat pendukung pelaksanaan
tugas. Kemudian masih rendah komitmen bekerja, kurang dalam hal kedisiplinan
waktu bekerja dan tidak memanfaatkan e-absensi dengan baik, secara hal kerja
sama antara sesama ASN sudah terjalin baik dalam pelaksanaan pekerjaan.

Kata Kunci : Kinerja, ASN, Dinas Syariat Islam Aceh
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi
bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah (PPPK). Pegawai ASN (Aparatur
Sipil Negara) adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang—undangan.l

Pegawai Negeri Sipil atau disingkat dengan PNS adalah warga negara
Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat oleh pejabat Pembina
kepegawaian melalui seleksi dan tahapan yang berlaku untuk menempati suatu
jabatan sesuai skil yang dimiliki, bertugas untuk melaksanakan tugas negara
dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Aparatur Sipil Negara Dinas Syariat Islam adalah seperangkat alat
kelengkapan negara sebag ai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berada
dibawah Gubernur yang bertugas melaksanakan tugas umum dan khusus
Pemerintah Daerah serta bertanggung jawab dibidang pelaksanaan Syariat
Islam termasuk pembangunan daerah. Secara langsung dapat dikatakan bahwa
Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Syariat Islam memiliki peran yang

sangat strategis dalam menjalankan visi dan misi pemerintah Aceh untuk

! Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama
pasal 1 ayat (1) & (2).

? Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama
pasal 1 ayat 3.



menjadikan  Aceh lebih bermartabat terutama dalam mensukseskan
pelaksanaan Syariat Islam di Aceh secara sempurna.

Aparatur Sipil Negara pada Dinas Syariat Islam Aceh dituntut lebih
dulu sukses dalam penerapan Syariat Islam sehingga menjadi contoh teladan
dalam proses penegakan dan pelaksanaan Syariat Islam di lingkungan
pemerintah Aceh, serta mampu memberi pencerahan kepada seluruh pejabat
pemerintah, dan masyarakat bahwasanya Syariat Islam adalah point penting
yang harus diterapkan oleh semua kalangan dalam kehidupan bermasyarakat
dan bernegara.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai wahana pembinaan aparatur, agar
mampu menempatkan diri berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam
menjalankan amanah dalam pelaksanaan tugas yang diberikan oleh negara
sesuai peraturan yang sudah ditentukan.

Kinerja merupakan hasil capaian kerja dari tugas-tugas atau jabatan
yang dibebankan kepada pegawai atau karyawan berdasarkan skil,
pengetahuan, serta peraturan atau visi dan misi yang telah ditetapkan agar
mudah dalam mewujudkan tujuan dalam suatu organisasi. Kinerja pegawai
merupakan dasar dari kesuksesan suatu organisasi dalam mencapai tujuan.

Menurut Hasibuan “Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja

yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan



kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan
serta waktu yang telah ditetapkan dalam upaya mencapai tujuan organisasi”.’

Dalam menjaga kekuatan organisasi yang semakin hari semakin
terjadinya persaingan pesat, dimana pemerintah dalam pandangan masyarakat
sebagai unsur pemenuhan kebutuhan menuntut kinerja Aparatur Sipil Negara
yang berkualitas sehingga pembinaan sumber daya manusia menjadi point
penting dalam organisasi yang patut untuk dikelola dan dibina secara
maksimal sehingga mampu mengahasilkan sumber daya manusia yang
professional dan cakap dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu setiap
pegawai dalam suatu organisasi harus memahami dengan baik tugas pokok
dan fungsi jabatan yang mereka emban, standar kinerja, aplikasi dari
keterampilan dan langkah untuk mencapainya.

Dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Pasal 1 dimana Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan
kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan
khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
yang dipimpin oleh Gubernur.”

Berdasarkan data awal peneliti terhadap Analisis Kinerja Aparatur Sipil

Negara Pada Dinas Syariat Islam Aceh, peneliti mendapatkan masalah bahwa

3 Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT. Bumi Aksara), hal. 34.
* Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan.



masih banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Syariat Islam Aceh
yang belum memahami tugasnya dengan baik sebagai pelayan publik,
sehingga birokrasi tidak berjalan dengan baik, oleh karena itu perlu dilakukan
pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara.’

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat 4 Peraturan Pemerintah Indonesia
Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa
pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas salah satunya ayat
4 yaitu pembagian habis tugas. Sehingga dengan adanya pernyataan bahwa
Aparatur Sipil Negara pada Dinas Syariat Islam Aceh masih ada yang belum
memahami tugas pokok dan fungsinya dengan baik menjadi suatu
permasalahan yang patut untuk diteliti dan dicari tahu kebenarannya.®

Dinas Syariat Islam Aceh merupakan role model atau teladan yang
dapat dijadikan panutan bagi dinas-dinas lain yang ada di Aceh khususnya,
juga menjadi contoh teladan untuk kota-kota lainnya. Dinas Syariat Islam
Aceh sebagai role model yang bisa mempengaruhi dan diikuti oleh seluruh
aspek lingkungan Pemerintah Aceh dalam mewujudkan Syariat Islam secara
kaffah. Dimana Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang
diberikan hak istimewa untuk menerapkan Syariat Islam secara kaffah, Dinas
Syariat Islam hanya ada di Aceh juga sebagai hasil dari UUPA.

Mengingat pentingnya kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara agar

dapat menjalankan birokrasi dengan baik dan melaksanakan tugasnya sebagai

*Darjalil melalui https://dsi.acehprov.go.id/pegawai-dsi-aceh-perkuat-pemahaman-tupoksi-
pegawai/. Senin 7 November 2017, by Lilis Suriani.

® Pasal 2 ayat 4 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah


https://dsi.acehprov.go.id/pegawai-dsi-aceh-perkuat-pemahaman-tupoksi-pegawai/
https://dsi.acehprov.go.id/pegawai-dsi-aceh-perkuat-pemahaman-tupoksi-pegawai/

pelayan publik agar lebih teratur khususnya dalam pelaksanaan Syariat Islam
di Aceh, oleh karena itu penting dan menarik untuk dilakukan penelitian
mengenai Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Dinas Syariat Islam
Aceh sebagai lembaga yang berpengaruh besar terhadap Pemerintahan Aceh
dalam menjalankan visi misi Pemerintah Aceh yang secara khusus Dinas
Syariat Islam bertanggung jawab dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh
secara formal. Dalam upaya meningkatkan kualitas Syariat Islam
dilingkungan Pemerintah Aceh dan diseluruh Daerah Aceh perlu sumber
daya yang kompeten dan produktif sehingga menhasilkan kinerja yang
berkualitas, bermutu dan mampu menjalankan birokrasi dengan baik
sehingga pembagian kerjanya baik dan tugas-tugas yang dijalankan lebih
terarah dan teratur.

Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Dinas Syariat Islam Aceh jika
dilihat berdasarkan laporan kinerja Dinas Syariat Islam Aceh tahun 2020,
laporan yang diberitakan sudah baik, namun bagaimana implementasinya
perlu dilakukan penelitian terkait Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara pada
Dinas Syariat Islam Aceh secara mendalam oleh peneliti untuk mendapatkan
data yang sesuai dengan fakta dan realita yang terjadi di lapangan,
dikarenakan masih terdapat beberapa program yang masih gagal
diimplementasikan.’

Dengan adanya penelitian ini kita dapat mengetahui bahwa tidak hanya

persepsi, peraturan, dan lembaga saja namun sudah terlaksana secara kaffah

7 Laporan kinerja Dinas Syariat Islam Aceh tahun 2020, hal. 28.



Syariat Islam di kalangan Pemerintahan Aceh bahkan seluruh Aceh, karena
keberhasilan suatu kebijakan adalah terletak dari seberapa besar pemerintah
berusaha secara keras dan cerdas untuk memberikan yang terbaik kepada
masyarakat. Menerapkan strategi dalam pemerintahan dan sistem yang
pemerintahan yang baik untuk perbaikan kinerja adalah poin yang harus terus
didorong, sehingga bisa terus direalisasi dan tidak terjadinya krisis kinerja
secara kepanjangan. Karena hal tersebut berguna untuk menjaga nama baik
Aceh yang sudah terkenal dengan Syariat Islam yang kental adat dan
budayanya yang begitu disegani.
1.2.  Identifikasi dan Rumusan Masalah
1. Masih banyak pegawai atau Aparatur Sipil Negara Pada Dinas
Syariat Islam Aceh yang belum memahami tugas dan fungsinya
dengan baik.
2. Mengingat pentingnya kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara pada
Dinas Syariat Islam Aceh sebagai jembatan terlaksananya Syariat
Islam di Aceh dengan sempurna. Salah satu upaya memperbaiki
kinerja pegawai adalah dengan adanya analisis kinerja Aparatur
Sipil Negara pada Dinas Syariat Islam Aceh.
1.3. Rumusan Masalah
1. Bagaimanana Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi Aparatur Sipil
Negara Pada Dinas Syariat Islam Aceh?
2. Bagaimana kinerja Aparatur Sipil Negara pada Dinas Syariat Islam

Aceh?



1.4. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan
Fungsi Aparatur Sipil Negara pada Dinas Syariat Islam Aceh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Aparatur Sipil Negara
pada Dinas Syariat Islam Aceh.
1.5. Kegunaan Penelitian
1. Manfaat teoritis, dari penelitian ini diharapkan bahwa teori
Implementasi dan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada
Dinas Syariat Islam dapat menambah pengetahuan tentang
mempercepat tercapainya tujuan organisasi yang baik dan tepat
sasaran. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi
untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
evaluasi dan bahan pertimbangan untuk meningkatkan Kinerja
Aparatur Sipil Negara pada Dinas Syariat Islam Aceh dan juga
sebagai acuan keberhasilan kinerja organisasi pemerintahan
dimasa yang akan datang.
1.6.  Penjelasan Istilah
Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memakai
istilah-istilah dalam karya ilmiah ini, maka peneliti perlu menjelaskan istilah-
istilah yang ada di dalamnya:
1. Analisis merupakan suatu proses mengurai, memilah sesuatu

bertujuan untuk menelompokkan sesuatu berdasarkan kriteria tertentu



untuk dicari kaitannya dan dijelaskan maknanya agar mengetahui
keadaan, hasil, dan kejadian yang sebenarnya terjadi.”

2. Kinerja menurut Rivai, Basri, merupakan capaian hasil kerja atau
prestasi seseorang atau keseluruhan dari tugas-tugas yang sudah
dilaksanakan selama periode tertentu kemudian dibandingkan dengan
sasaran hasil kerja, target atau sasaran tertentu yang sudah disepakati
sebelumnya.’

3. Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan unsur pemeritah yang
bertugas untuk memberikan pelayan terhadap masyarakat. Aparatur
Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN merupakan profesi bagi
pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintahan ddengan
perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintahan. "

4. Dinas Syariat Islam Aceh merupakan perangkat daerah sebagai unsur
pelaksana Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang
pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sebagai panduan seluruh aspek

kehidupan masyarakat Aceh yang berada dibawah Gubernur. "'

¥ Makinuddin dan Tri Hadiyanto Sasongko, Analisis Sosial, (Bandung: Akatiga, 2006), him.
40.

° Lijan Poltak Sinambela, Kinerja Pegawai, Teori, Pengukuran, dan Implikasi,
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 6.

19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1
ayat (1).

' Pasal 4 ayat 1 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Sususnan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh.



1.7. Metodelogi Penelitian
1.7.1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian pada dasarnya sebagai acuan dasar
penggunaan metode yang digunakan peneliti, untuk itu dalam pembahasan ini
peneliti menggunakan metodelogi penelitian kualitatif (descriptive qualitative
research), yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pertimbangan bahwa
didalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk memperoleh gambaran
mengenai Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Syariat Islam
Aceh secara mendalam dan mencakup realita sosial berdasarkan fenomena dan
perilaku yang peneliti temui pada saat penelitian di lapangan.

Penelitian kualitatif menurut Nasution adalah suatu proses penelitian
yang menghasilkan data atau informasi dalam bentuk kata-kata yang tertulis
maupun lisan dari informan dan berdasarkan perilaku yang ditemui pada saat
penelitian berlangsung. Oleh karena itu dengan menggunakan penelitian
kualitatif dalam penelitian ini akan mengumpulkan informasi yang lebih
lengkap untuk dituangkan kedalam skripsi peneliti.'?

Metode penelitian kualitatif diyakini lebih dapat mengumpulkan
informasi, gambaran, fenomena, dan perilaku sosial yang lebih lengkap pada
saat penelitian berlangsung. Sejalan dengan hal tersebut maka aktifitas
kegiatan sumber daya manusia dan/atau Aparatur Sipil Negara yang
melakukan kegiatan sebagai pelayan publik dengan adanya analisis kinerja

dapat diketahui dengan baik bagaimana proses implementasi tugas pokok dan

12 Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 1996), Hal. 9.
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fungsi aparatur dan bagaimana capaian kinerja diteinjau dari pelaksanaan
tugas, sasaran kerja serta perilaku kerja aparatur sipil negara, kemudian
inergitas antara bawahan dan atasan atau sebabaliknya secara jelas.
1.7.2.  Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu hal yang dilakukan peneliti
untuk memusatkan pikiran terhadap suatu objek yang akan didapatkan pada
saaat penelitian dilapangan berdasarkan data dan fakta yang sebenarnya terjadi
sebagai hasil penelitian yang dibutuhkan dalam menciptakan analisa atau

penalaran secara komprehensif dan terpadu.

Tabel 1.1
Dimensi dan Indikator Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur
Sipil Negara (ASN)
No | Dimensi Indikator
1 Implementasi/pelaksanaan tugas | 1. Produktivitas
pokok dan fungsi 2. Responsivitas
3. Akuntabilitas

Sumber: Teori kinerja menurut Dwiyanto, Indikator dalam mengukur
kinerja dalam Desta Trianggoro, dkk. Amnalisis Kinerja Komisi
Pemilihan Umum Kota Semarang. 2014.

Tabel 1.2
Dimensi dan Indikator kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)

No Dimensi Indikator

—_—

. kuntitas
. kualitas
. waktu

2. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

W N

Perilaku Kerja . Orientasi Pelayanan
. Integritas

. komitmen

. Disiplin

. kerja sama

. Kepemimpinan

AN AW N~

Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 tahun 2011
Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
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1.7.3. Lokasi Penelitian
Berdasarkan dengan judul Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada

Dinas Syariat Islam, bahwasanya penelitian ini dilakukan pada Dinas Syariat
Islam Aceh, JI. Teku Nyak Arief No. 221, Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota
Banda Aceh, Aceh 23115. Dimana Aceh merupakan satu-satunya provinsi di
Indonesia yang diberikan hak istimewa untuk menerapkan Syariat Islam
secara kaffah, hadirnya Dinas Syariat Islam Aceh sebagai wadah
berlangsungnya proses penegakan Syariat Islam di Aceh. Oleh karena itu
kinerja aparatur sipil negara pada Dinas Syariat Islam Aceh sangat
berpengaruh terhadap tercapainya visi misi Dinas Syariat Islam Aceh dan juga
Pemerintah Aceh.
1.7.4 Jenis dan Sumber Data
1) Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang didapatkan langsung dari sumber pertamanya atau
sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul/observer atau
peneliti. Kemudian data-data yang terkumpul dari sumber ini disebut data
primer. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah
Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh,
Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset, dan Kepala Subbagian
Keuangan.
2) Sumber Data Sekunder

Data yang sudah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpulan

primer atau pihak lain. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan
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langsung oleh peneliti melalui dokumen atau observasi langsung ke lapangan.
Misalnya dari web resmi Dinas Syariat Islam Aceh, undang-undang, gambar
dan dokumen. Data sekunder yang peneliti kumpulkan berupa laporan kinerja
aparatur sipil negara dan lain sebagainya.

1.7.5. Informan Penelitian

Tabel 1.3
Informan penelitian
No Informan Jumlah Keterangan
1. | Sekretaris 1 Orang | Memberikan informasi terkait
kinerja ASN selaku
perwakilan dari bapak Kepala
Dinas
2. |Kepala Sub Bagian | 1 Orang | Sebagai atasan langsung dan
Umum dan Aset pengarah
3. | Kepala Sub Bagian 1 Orang | Sebagai bagian yang banyak
Kepegawaian dan Tata mengurus tentang kinerja
Laksana aparatur sipil negara
4. | Kepala Sub Bagian 1 Orang | Terkait program yang dapat
Perencanaan dan direalisasikan atau tidak
Program
5. | Staff 4 Orang | Pelaksana tugas pokok dan
fungsi
Jumlah 8 Orang

Sumber: Data di olah oleh peneliti, 2021.
1.7.6. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh dat-data yang dibutuhkan maka dalam penelitian
ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan terhadap objek
ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi
berada pada objek yang diteliti”."> Observasi dilakukan langsung

pada Dinas Syariat Islam Aceh sebagai jalan yang ditempuh

13 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka
cipta, 2002), hal 133
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peneliti untuk mendapatkan data dengan mengamati langsung
kegiatan-kegitan yang sedang berlangsung pada Dinas Syariat
Islam Aceh. Di dalam kegiatan observasi yang dilakukan oleh
peneliti, orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini adalah
Aparatur Sipil Negara pada Dinas Syariat Islam.

. Wawancara merupakan data yang dikumpulkan dalam bentuk data
tertulis, seperti berita, catatan, notulen, struktur organisasi dan lain
sebagainya. Ada dua alasan peneliti menggunakan teknik
wawancara, yaitu: Pertama, dengan wawancara peneliti dapat
menggali informasi, tidak saja apa yang diketahui dan dialami
subjek yang peneliti teliti, tetapi juga apa yang tersembunyi jauh di
dalam diri subjek tersebut. Kedua, apa yang peneliti tanyakan pada
informan/pihak bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu
yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang dan juga masa
akan datang. Adapun orang-orang yang akan diwawancarai dalam
penelitian ini jumlah keseluruhannya adalah 8 orang.

. Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk melihat
kinerja pegawai berupa dokumentasi data, jumlah pegawai,
wawancara, foto informan, profil dan struktur organisasi serta data-
data lainnnya yang berhubungan dengan fokus penelitian ini dari

kantor Dinas Syariat Islam Aceh.
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1.7.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
1. Reduksi Data (data reduction)

Data yang diperoleh peneliti melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan
memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian.
Pada tahap ini, Hasil dari data yang didapat dilapangan akan peneliti
kelompokkan dan membuat kategorisasi yang sesuai dengan apa yang
yang peneliti dapatkan dilapangan.

2. Penyajian Data (data display)

Setelah peneliti melakukan reduksi data, maka peneliti selanjutnya
akan melakukan penyajian data yaitu data/hasil yang didapat di
lapangan dan telah dikelompokkan atau dirangkumkan dengan lebih
spesifik dan jelas, peneliti akan melakukan penyajian data yang
sesuai dengan apa yang menjadi jawaban atau hasil dari yang telah
didapat, seperti hasil dari observasi, maka peneliti akan mengurutkan
observasi yang mana yang terlebih dahulu untuk disusun agar hasil
observasi yang dilakukan lebih memiliki hubungan yang saling
keterkaitan.

3. Penarikan Kesimpulan/verifikasi

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah
penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang
dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila

tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap



15

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang
dikemukakan pada tahap awal dan didukung oleh bukti-bukti yang
valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan
mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan

kesimpulan yang kredibel.



2.1.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Table 2.1
Penelitian terdahulu

Penulis dan tahun Judul Penelitian Hasil
Muhammad Analisis Kinerja | Kinerja aparatur sipil
miftah farid, Muh. | Aparatur Sipil Negara | negara (ASN) dalam
Jamal Amin, | (ASN)Dalam meningkatkan  kualitas
Burhanudin, 2019. | Meningkatkan Kualitas | lingkungan hidup pada
Lingkungan Hidup Pada | dinas lingkungan hidup
Dinas Lingkungan | kota  bontang secara
Hidup Kota Bontang. keseluruhan dapat
dikatakan sudah cukup
baik dengan melihat
pada indikator kinerja
meliputi: (a) kuantitas
kerja, (b) ketepatan
waktu, (c) kehadiran
atau absensi, (d) dan
kemampuan keja sama.
Persamaan penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian

Muhammad miftah farid, Muh. Jamal Amin, Burhanudin yaitu sama-sama

menganalisis kinerja Aparatur Sipil Negara dan sama-sama menggunakan

metode penelitian deskriptif kualitatif.

Perbedaan antara keduanya terletak pada objek penelitian serta pada

landasan teori yang dipakai, dan periode penelitian antara keduanya.

Penulis dan tahun Judul Penelitian Hasil

Abdul Nadjib, | Analisis Kinerja | Hasil penelitian
Aparatur Sipil Negara | menunjukkan bahwa

2020. Di Lingkungan | sebesar 59,4% kinerja
Sekretariat Daerah | pegawai dapat diterima
Kabupaten Muara Enim. | atau baik, artinya layak

16
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memenuhi kriteria : (a)
kualitas kerja, (b)
kuantitas pekerjaan, (c)
ketepatan  waktu, (d)
disiplin, (e) efektivitas,
() kemandirian, (g)
bekerja dalam tim dan

bertanggungjawab.
Sedangkan sisanya
sebesar 40% pegawai

memiliki kinerja belum
baik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Abdul Nadjib adalah pada

metodelogi penelitian yang bersifat deskriptif dan persamaan pada

beberapa kriteria kinerja yang dikatakan baik.

Perbedaan antara keduanya terdapat pada objek penelitian dan fokus

penelitian.

Penulis dan tahun

Judul Penelitian

Hasil

Yuliana K.
Manengkey,
Imran Ismail,

Nurkaidah, 2020.

Analisis

Pegawai
Pekejaan
Provinsi Sulawesi

Kinerja
Dinas
Umum

Pada

Hasil penelitian
menunjukkan sistem
penempatan dan sistem
kerja pegawai sangat
mempengaruhi  kinerja
pegawai pada  dinas
tersebut.  Berdasarkan
hasil analisi diketahui
kendala-kendala  yang
dihadapi pemimpin
dalam  mempengaruhi
pegawai adalah : (a) tipe
dan  karakter = yang
berbeda, (b) tingkat dan
pola pikir antar pegawai
berbeda-beda.

Persamaan penelitian terdapat pada metode penelitian yang sama-sama

menggunakan metode kualitatif dan sama-sama menganalisis kinerja
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pegawai pada Dinas.

Perbedaan terdapat pada objek penelitian.

2.2. Kinerja
2.2.1 Pengertian Kinerja

Kinerja menurut pendapat beberapa ahli:

1. Menurut Hasibuan “Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja
yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang
dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan,
pengalaman, dan kesungguhan serta waktu”."*

2. Menurut Bacal dalam Wibowo “Kinerja  merupakan tingkat
kontribusi yang diberikan pegawai terhadap tujuan
pekerjaannya atau unit kerja dan organisasi sebagai hasil
perilakunya dan aplikasi dari keterampilan, kemampuan dan
pengetahuannya”."

3. Adapun menurut Bastian, “kinerja adalah individu yang terlibat
dalam proses berlangsungnya pekerjaan dengan mendapatkan
imbalan atau upah berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah.
Orang yang bekerja sebagai pegawai dalam suatu wadah untuk
menjalankan roda organisasi penyelenggaraan pemerintahan sesuai

dengan yang diharapkan.”16

1 Wibowo, Manajemen Kinerja. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, thn 2016, hal. 153.

' Hasibuan, M. 2003. Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas,
Jakarta:Bumi Aksara, hal. 34

'% Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPFE, hal. 329.
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Dalam organisasi pemerintahan kinerja aparatur merupakan hal pokok
yang harus di diperhatikan oleh organisasi, baik pusat maupun daerah agar
dapat bersaing dengan daerah lain. Kemampuan karyawan bekerja sama dalam
kelompok, loyalitas, interaksi yang baik antar sesama pegawai serta cepat
tanggap dalam menyelesaikan tugas bersama maupun individu sangat
diperlukan sehingga menghasilkan hasil akhir sesuai dengan harapan yang
diinginkan. Bersaing dengan daerah lain yang sudah maju akan sulit jika tidak
dibarengi dengan kemampuan pegawai dalam bekerja dan berkontribusi
menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Begitu juga unit-unit kelembagaan
pada Dinas Syariat Islam Aceh harus terus di upgrade dan didorong agar lebih
tanggap, produktik, dan professional dalam menjalankan tugasnya sebagai
aparatur sipil negara.'’

Dalam menegakkan Syariat Islam secara kaffah di Aceh tidak bisa
dilakukan secara instan, adanya profesionalitas pegawai dalam bekerja sangat
mempengaruhi kinerja yang dihasilkan, kecakapan pegawai dalam bekerja
sehingga dapat mendorong terwujudnya visi dan misi pemerintah Aceh untuk
mensejahterakan masyarakat Aceh, salah satunya melalui pelaksanaan Syariat
Islam dilingkungan Pemerintah Aceh secara menyeluruh dan sempurna sesuai
ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Agama.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan
kemampuan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan

organisasi melalui strategi-strategi kerja, pengetahuan, kemauan serta skil

"Yuliana K. Manengkey, Imran Ismail, Nurkaidah. Analisis Kinerja Pegawai Pada Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat. J. Paradigma Administrasi Negara, Vol 3 (1): 49-56,
Desember 2020, hal 2.
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yang dimiliki untuk memberikan hasil akhir yang sesuai dengan harapan yang
diinginkan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang hendak dicapai.
Pengelolaan kinerja tidak hanya sebatas cara untuk mengevaluasi kinerja
namun juga penting untuk memotivasi dan meningkatkan produktivitas kerja
pegawai.
2.2.2. Indikator Kinerja
Adapun indikator kinerja didalam mengukur kinerja organisasi publik
di Indonesia, menurut Dwiyanto mengemukakan beberapa indikator yang
dapat digunakan dalam mengukur kinerja organisasi publik, yaitu:
1. Produktifitas, yaitu mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi pelayanan
serta output dan input yang di hasilkan oleh organisasi.
2. Responsivitas, yaitu kepekaan suatu organisasi dalam menjawab
kebutuhan masyarakat dengan sesuai dengan harapan masyarakat.
3. Akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban terhadap kebijakan dan berbagai
aktivitas pelayanan publik. '*
2.2.3 Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja atau prestasi kerja sebagai suatu hasil dari kesuksesan
seseorang setelah menyelesaikan suatu pekerjaan. Penilaian kinerja dalam
suatu organisasi merupakan hal penting yang harus ada untuk mengetahui
level kinerja pegawai dalam suatu organisasi. Penilaian kinerja merupakan
proses proses pengukuran kinerta seseorang atau pengawasan secara personal.

Oleh karena itu kinerja merupakan hasil atau prestasi yang dicapai oleh

"Desta Trianggoro, dkk. Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang (dalam
pemilihan umum 2014).
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seseorang berdasarkan ukuran, kurun wakktu tertentu, berkenaan dengan

pekerjaan serta perilaku dan tingkahnya.

Penilaian kinerja dilakukan oleh pejabat penilai atau atasan dari
Aparatur Sipil Negara yang berada didalam suatu instansi atau organisasi
tersebut. Selanjutnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi pada tanggal 3 Februari 2021 menerbitkan Surat Edaran Nomor 3
Tahun 2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian
Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021. Adapun Maksud diterbitkannya
surat edaran tersebut adalah sebagai kebijakan transisi/peralihan dari
ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian  Prestasi kerja  Pegawai  Negeri Sipil ke ketentuan
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian
Kinerja Pegawai Negeri Sipil, dimana Sasaran Kerja Pegawai (SKP) mengacu
pada beberapa unsur, yaitu:'’

1. Kuantitas, menurut Mangkunegara kuantitas yaitu seberapa lama seorang
karyawan dapat bekerja dalam suatu harinya, dan berapa jumlah hasil kerja
yang dicapai dalam ukuran dan waktu tertentu.

2. Kualitas, Mangkunegara menyebutkan kuantitas kerja merupakan ukuran
mutu baik dan hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan dalam
menyelesaikan tugas yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan yang

diinginkan atau yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga atau organisasi.

' Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021.


https://inspektorat.madiunkota.go.id/2021/04/01/pp-no-30-tahun-2019/
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3. Waktu, yaitu Waktu (Target Waktu) merupakan jumlah waktu yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, misalnya bulanan,
triwulan, kwartal, semester, dan tahunan.

Kemudian dalam penilaian kinerja juga menyangkut tentang perilaku
kerja pegawai atau Aparatur Sipil Negara sebagai mana diatur dalam Surat
Edaran Nomor 3 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:*

1. Orientasi pelayanan, yaitu sikap atau perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil
dalam bekerja yaitu memberikan jasa atau memberikan pelayanan terbaik
tanpa membedakan suku, ras, dan lainnya baik itu kepada masyarakat,
atasan, rekan kerja, tim atau instansi lainnya.

2. Integritas, yaitu mengarah kepada kepribadian seseorang dalam
menyelesaikan tugas sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam
organisasi yang dapat dipercaya, adanya kejujuran dalam bekerja, dan
lebih menekankan pada konsistensi moral didalam konteks organisasi.

3. Disiplin, yaitu mematuhi setiap peraturan dan tata tertib yang berlaku
dalam suatu tempat atau organisasi serta tanggungjawab seorang ASN
dalam bekerja, menyelesaikan tugas yang diemban sesuai dengan arahan
yang diberikan dalam suatu organisasi.

4. Komitmen, yaitu kemampuan seorang aparatur dalam mewujudkan tujuan
organisasi dengan meletakkan kepentingan Dinas diatas kepentingan

pribadi, dan/ atau golongan bahkan kepentingan lainnya.

Dalam Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2011 tentang Penilaian Perilaku kinerja
Pegawai Negeri Sipil.
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5. Kerja sama, yaitu kemauan dan kemampuan seorang ASN dalam suatu
organisasi untuk saling bekerja sama dengan tim, rekan kerja, atasan,
bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain guna untuk menyelesaikan
tugas organisasi dengan baik, sehingga mencapai hasil kerja yang baik dan
berkualitas.

6. Kepemimpinan, yaitu kemampuan dan kemauan untuk mempengaruhi
orang lain atau bawahan sebagai motivasi yang berkaitan denga tugas dan
fungsinya agar tercapai tujuan organisasi.

Menurut Gibson dalam jurnal Administrasi, terdapat tiga variable yang
mempengaruhi perilaku dan prestasi kerja (kinerja), yaitu:

1. Variable individual, terdiri dari:

a. Kemampuan dan keterampilan: mental dan fisik
b. Latar belakang: keluarga, tingkat sosial, penggajian
c. Demografis: umur, asal-usul, jenis kelamin
2. Variable Organisasional, terdiri dari:
a. Sumberdaya
b. Kepemimpinan
c. Imbalan
d. Struktur

e. Desain pekerjaan
3. Variable Psikologis

a. Persepsi

b. Sikap

c. Kepribadian
d. Belajar

e. Motivasi®'

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Sasaran

Kinerja Pegawai Dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021,

*'"Marhana, Analisis Variabel-variabel yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Pegawai Dinas
Pertanian dan Peternakan di Kabupater Kutai Timur, 2013. Hal 120.
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penilaian kinerja PNS tahun 2021 terbagi atas dua periode yaitu (1) penilaian
atas Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang disusun berdasarkan Peraturan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. (2) Penilaian Perilaku Kerja Berdasarkan
Ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun
2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.”

Penilaian prestasi kerja yang tercantum di dalam Undang-Undang
Aparatur Sipil Negara No. 5 Tahun 2014 Pasal 76 ayat 2 penilaian kinerja

PNS dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip berikut ini:

1. Objektif

2. Terukur

3. Akuntabel
4. Partisipasif
> Transparan23

2.4. Konsep Aparatur Sipil Negara (ASN)

Membahas tentang Aparatur Sipil Negara tidak terlepas dari Undang-
Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Aparatur Sipil
Negara adalah sebuah bentuk profesi yang merupakan penyelenggara tugas-
tugas negara yang terdapat dalam seluruh aspek pemerintahan. Pelaksanaan
kegiatan administrasi negara dilaksanakan oleh Apratur Sipil Negara sebagai

sumber daya manusia penggerak birokrasi. Oleh karena itu pengelolaan

2 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3
Tahun 2013 Tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Dan Penilaian Kinerja Pegawai
Negeri Sipil Tahun 2021.

*3 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara No. 5 Tahun 2014 Pasal 76 ayat 2 penilaian kinerja
Pegawai Negeri Sipil.
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aparatur sipil negara sangat penting untuk dilakukan salah satunya untuk
mewujudkan reformasi birokrasi. Sebagai aparatur sipil negara sudah menjadi
kewajibannya untu terus mengasah keahlian, mengelola kemampuan dirinya,
dan megembangkan potensi diri untuk dapat bersaing dalam organisasi serta
dapat mempertanggungjawabkan kinerj atnya.24

Beberapa para ahli juga berpendapat mengenai definisi Aparatur Sipil
Negara atau Pegawai Neger Sipil. A. W. Widjaja mendefinisikan pegawai
sebagai tenaga kerja manusia yang memberikan segenap mental dan
pikirannya dalam melaksanakan tugas negara oleh kaeran itu dalam mencapai
tujuannya dibutuhkan kerja sama yang maksimal.”

Sedangkan menurut Musanef, pegawai adalah orang-orang yang
melaksanakan tugas yang diemban dengan mendapatkan imbalan jasa berupa
gaji dan tunjangan dari pemerintah atau swasta. Dalam melaksakan tugas
tentunya diarahkan langsung oleh menejer sehingga dapat mengahsilkan
karya-karya yang sesuai dengan harapan suatu organisasi baik pemerintah
maupun swasta.*®
2.4.2. Jenis, Status, dan Kedudukan Pegawai ASN

a. Pegawai ASN terbagi kepada dua jenis, yaitu:

1) PNS (Pegawai Negeri Sipil), dan
2) PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
b. Status ASN adalah sebagai berikut:

1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pegawai ASN yang
diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat Pembina

**Muhammad Miftah Farid, Muh. Jamal Amin, Burhanudin. Analisis Kinerja Aparatur
Sipil Negara (ASN) Dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Pada Dinas Lingkungan
Hidup Kota Bontang. eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 7, Nomor 1, 2019. Hal, 3224.

2 A. W. Widjaja, 2006, Administrasi Kepegawaian, (Jakarta: Rajawali). Hal 113.

26 Rosdakarya Musanef, 2007, Manajemen Kepegawaian di Indonesia, (Jakarta: Gunung
Agung). Hal. 5.
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kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara
nasional.

2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai
dengan perjanjian kerja oleh pejabat Pembina kepegawaian
sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan
undang-undang ini.”’

Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur Aparatur Negara,
yaitu:

1) Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh
pimpinan instansi pemerintah.

2) Pegawai ASN harus bebas dari pengarus dan intervensi semua
golongan dan partai politik.

Dalam menjalankan profesinya segawai PNS, Pegawai ASN
berfungsi sebagai:

1. Pelaksana kebijakan publik, yaitu pegawai yang telah dipilih oleh
negara sebagai pelaksana tugas-tugas negara melalui suatu
kebijakan yang telah disusun untuk kesejahteraan negara dan
rakyatnya.

2. Pelayanan publik, yaitu penyelenggara negara yang bertugas
memenuhi kebutuhan masyarakat atau publik.

3. Perekat dan pemersatu bangsa.

Adapun tugas aparatur sipil negara (ASN) adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

b. Memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas
kepada masyarakat.

c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Dalam menjalankan profesinya, pegawai ASN mempunyai peran
sebagai berikut:

a. Perencana

b. Pelaksana

c. Pengawasan29

*7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Pasal 7, ayat 1-2.

*¥ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Pasal 10, ayat 1-3.
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2.4.3. Kewajiban Aparatur Sipil Negara
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 23 adalah sebagai berikut:

1) Sumpah atau janji PNS

2) Sumpah atau janji jabatan

3) Setia dan mentaati pancasila, Undang-undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Pemerintah.

4)  Menaati segala peraturan yang berlaku.

5) Melaksanakan tugas yang dibebankan kepada PNS dengan
penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.

6) Menjunjung tinggi kehormatan negara, dan martabat PNS.

7) Meletakkan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi.

8) Memegang rahasia jabatan menurut sifatnya atau menurut
perintah harus dirahasiakan.

9) Bekerja dengan jujur, cerdas, cermat, disiplin.

10) Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.

11) Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan.

12) Menggunakan dan menjaga barang negara dengan baik.

13) Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas.

14) Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk
mengembangkan karier.

15) Menaati peraturan kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang
berwenang.30

Manajemen aparatur sipil negara atau Manajemen ASN diharapkan
dapat memberikan pengelolaan yang baik terhadap aparatur sipil negara
untuk dapat menghasilkan kinerja aparatur sipil negara yang produktif,
professional, memiliki etika profesi, berkualitas dan bertanggung jawab.

Dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa aparatur sipil
negara merupakan penyelenggara tugas-tugas negara yang berkontribusi dan

memberikan jasanya terhadap kesejahteraan bangsa dan negara sesuai dengan

%% Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Pasal 11, ayat 1-3.

%% Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara pasal 23.
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peraturan atau perundang-undangan. Siapapun pemimpin suatu negara itu
tidak bermasalah, asalkan kinerjanya dan bagaimana dampaknya terhadap
bangsa dan negara.
2.5. Teori Disiplin

Handoko mengemukakan bahwasanya Disiplin adalah kegiatan
manajemen untuk menjalankan standar-standar organisasional. Dari pendapat
ini standar peraturan perusahaan akan ternilai dengan tingkat disiplin
karyawan, apakah karyawan sudah menjalankan standard dan prosedur yang
berlaku atau tidak, serta keefektifan standar perusahaan dalam dalam
menindaklanjuti hasil temuan disiplin kerja pegawai.”31

Kemudian Hasibuan menjelaskan juga bahwa “kedisiplinan
merupakan kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan-
tujuannya. Disiplin merupakan fungsi penting dalam sebuah organisasi
karena semakin baik kedisiplinan karyawan, semakin tinggi prestasi kerja
yang dapat dicapainya. Sebaliknya, tanpa disiplin, sulit bagi organisasi
perusahaan mencapai hasil yang optimal. Kedisiplinan harus diterapkan
dalam suatu perusahaan karena akan berdampak terhadap kinerja karyawan,
sehingga mempengaruhi kesuksesan dan keberhasilan dari perusahaan.”**
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpilkan

bahwa kedisiplinan merupakan kemampuan seseorang karyawan dalam

mengikuti peraturan yang dibuat oleh suatu organisasi untuk memudahkan

208.

3! Handoko, Manajemen Personalia Sumber Daya Manusia, 2014, (BPFE:Yogyakarta) Hal.

32 Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia. 2019, Edisi Revisi, (Jakarta:Bumi

Aksara). Hal 1-8
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dalam mencapai tujuan oranisasi dan menghasilkan kinerja karyawan yang
kompeten. Disiplin merupakan kunci sukses suatu organisasi, tanpa adanya
disiplin dalam suatu organisasi akan menghambat tercapainya tujuan dan
mengakibatkan hasil capaian kinerja tidak dioptimal.
2.5.1. Tujuan Kedisiplinan

Menurut Hasibuan, maksud dan sasaran dari disiplin kerja adalah
terpenuhinya beberapa tujuan seperti:

1. Tujuan umum disiplin kerja adalah demi kelangsungan perusahaan
sesuai dengan motif perusahaan yang bersangkutan, baik hari ini
maupun hari esok.

2. Tujuan khusus disiplin kerja

a. Agar para tenaga kerja menepati segala peraturan dan
kebijakan ketenagakerjaan maupun peraturan dan kebijakan
perusahaan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak
tertulis, serta melaksanakan perintah manajemen.

b. Dapat melaksanakan pekerjaan sebaik-baiknya serta mampu
meberikan servis yang maksimum kepada pihak tertentu yang
berkepentingan dengan perusahaan sesuai dengan bidang
pekerjaan yang diberikan kepadanya.

c. Dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana
barang dan jasa perusahaan dengan sebaik-baiknya.

d. Dapat bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma-norma
yang berlaku pada perusahaan.

e. Tenaga kerja mampu memperoleh tingkat produktivitas yang
tinggi sesuai dengan harapan perusahaan, baik dalam jangka
pendek maupun jangka panjang.*

2.6. Teori Pembinaan

Menurut Miftah Toha dalam Ridwan menyatakan bahwa pembinaan
adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam
hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi

atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuau

33 Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia. 2019, Edisi Revisi, (Jakarta:Bumi
Aksara). Hal 7-10.
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tindakan, proses, atau perntaan tujuan, dan pembinaan dapat menunjukkan
kepada perbaikan atas sesuatu.’*

Pengertian pembinaan berdasarkan pendapat para ahli dapat
disimpulkan bahwa pembinaan merupakan suatu cara yang dilakukan untuk
membawa kepada arah yang lebih baik untuk mendukung individu
melakukan apa yang diinginkan, dan dapat mengendalikan suatu
permasalahan yang terjadi.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan
bahwa manajemen pegawai negeri sipil adalah pengelolaan pegawai negeri
sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki
nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik
korupsi, kolusi, dan nepotisme.>

Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah lembaga pepemerintah
nonkementrian  yang  berwenang  melakukan = pembinaan  dan
menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur
dalam undang-undang. Adapun manajemen PNS meliputi penyusunan dan
penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir,

promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan,

** Miftah Thoha, Kepemimpinan dalam manajemen. 2003. (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada). Hal 182.

%% Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
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disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua,
perlindungan.*
2.7. Kerangka Pemikiran
Menurut Rianse dan Abdi mendefinisikan kerangka fikir sebagai
suatu konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah-masalah riset
berdasarkan fakta-fakta, observasi, telaah pustaka, dan landasan teori.”’
Untuk melihat Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi ASN, maka dalam
penelitian ini peneliti mengambil beberapa indikator kinerja berdasarkan
teori dari Dwiyanto, yaitu Produktivitas, Responsivitas, Akuntabilitas.
Sedangkan kinerja ASN dalam penelitian ini merujuk pada Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil
Negara, dengan dua indikator yaitu Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku
Kerja. Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 Dalam penelitian ini

kerangka fikirnya dapat digambarkan sebagai berikut:

3% Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

37 Rianse. Usman dan Abdi, Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi),
(Alfabeta: Bandung, 2008). Hal 85.
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BAB III
GAMBARAN UMUM PENELITIAN
3.1. Gambaran Umum Pemerintah Aceh

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang ibu kotanya
adalah Banda Aceh. Aceh juga merupakan salah satu provinsi yang diberikan
hak istimewa atau yang disebut otonomi khusus. Perjalanan ketatanegaraan
Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah
yang bersifat istimewa dan memiliki kewenangan khusus, terkait dengan
karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan
dan daya juang tinggi.

Sejalan dengan dilaksanakannya otonomi daerah maka tugas yang
diemban oleh pemerintah daerah sudah lebih berat dari sebelumnya. Tugas
yang dititik beratkan kepada derah kabupaten/kota sudah lebih komplesk
dengan adanya otonomi daerah. Aceh merupakan salah satu daerah yang
mendapatkan otonomi khusus, salah satu tugas yang diimplementasikan dari
hasil otonomi khusus adalah melaksanakan Syariat Islam di Aceh secara
kaffah atau sempurna. Oleh karena itu birokrasi dituntut lebih baik agar para
pejabat pemerintah atau Aparatur Pemerintah dapat memahami dan
menjalankan tugas dengan teratur.

Aceh terletak diujung utara pulau Sumatra dan merupakan Provinsi
paling barat Indonesia. Berikut merupakan peta dari Provinsi Aceh.
Berdasarkan letak Geografis, batas wilayah Aceh adalah Sebelah Utara:

berbatasan dengan Selat Malaka dan Laut Andaman. Sebelah Selatan:

33
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berbatasan dengan Samudera Hindia. Sebelah Timur: berbatasan dengan
Sumatera Utara. Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Hindia.

3.2. Gambaran Umum Dinas Syariat Islam Aceh

3.2.1. Sejarah Dinas Syariat Islam Aceh

Aceh merupakan salah satu provinsi yang diberikan otonomi khusus,
dan satu-satunya provinsi di Indonesia yang diberikan hak istimewa dalam hal
pelaksanaan Syariat Islam. Syariat Islam di Aceh sudah ada sejak dahulu,
namun kehadiran lembaga khusus untuk mewujudkan Syariat Islam secara
kaffah sebagai sistem hidup umat Islam yang mengerjakan kewajiban,
meninggalkan larangan, menaati perintah Allah, dan saling menghormati
sesama manusia, kelahiran lembaga yang mewadahi keberlangsungan
pelaksanaan Syariat di Aceh sudah sepatutnya ada, lahirnya wadah ini sesuai
dengan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 terwujudnya dalam bentuk
Dinas Syariat Islam.

Kemudian pembentukan Dinas Syariat Islam merupakan respon yang
akurat untuk pemberlakuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
pelaksanaan keistimewaan Aceh dan undang-undang nomor 18 tahun 2001
tentang otonomi khusus Nanggroe Aceh Darussalam.

Setelah Undang-undang No 44 Tahun 1999 yang memberi izin kepada
Aceh untuk melaksanakan empat keistimewaan yang disahkan, maka dirasa
perlu membentuk sebuah instansi yang secara khusus bertanggung jawab dan
melaksanakan pelaksanaan Syariat Islam, karena pekerjaan ini dirasa berat dan

perlu ditangani secara sungguh-sungguh yang tidak dapat dikerjakan secara
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sambil lalu. Begitu pula ada semacam keyakinan bahwa kegiatan besar ini
tidak dapat diwujudkan secara sempurna bila diurusi oleh berbagai instansi
secara sendiri-sendiri, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan.

Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Aceh dan DPRD mensahkan
PERDA Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Sususnan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada
tanggal 27 Agustus 2001 M. Bentuk Dinas ini dipilih atas dasar pertimbangan
yang matang dikarenakan melihat pekerjaan pekerjaan yang dibebankan
kepada instansi tidak dapat terealisasikan dengan maksimal apabila hanya
dikerjakan oleh sebuah instansi yang kewenangan dan susunan organisasinya
lebih rendah dan kecil seperti badan atau kantor.

Dinas Syariat Islam Aceh lahir pada tanggal 25 Januari 2002 Syariat
Islam di Aceh tidak bisa terlaksana secara instan, butuh persiapan dan proses,
terlalu banyak tuntutan dari masyarakat yang ingin segera terwujudakan,
namun sarana dan prasarana pada saat itu masih terbatas, sumber daya
manusia juga belum memadai. Oleh karena itu selain sarana, sumber daya
manusia yang kompeten, profesionl dan mempunyai kemampuan khusus
dibidangnya sangat berpengaruh dengan kualitas kinerja dalam hubungannya
dengan pelaksanaan Syariat Islam di lingkungan Pemerintah Acehterhadap
capaian kualitas kinerja untuk menyongsong terlaksananya Syariat Islam Aceh

secara menyeluruh. Memiliki sumber daya manusia yang handal, professional,
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kreatif, dan partisipasi dari masyarakat merupakan point penting dalam suatu

lembaga untuk merespon kebutuhan publik.

3.2.2  Visi dan Misi Dinas Syariat Islam Aceh

Dalam melaksanakan tugas-tugas yang di emban, Dinas Syariat Islam

Aceh Syariat Islam mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi Dinas Syariat Islam Aceh yaitu: Terwujudnya masyarakat Aceh

yang damai, adil, sejahtera dan bermartabat berdasarkan Syariat

Islam.

Adapun misi Dinas Syariat Islam Aceh adalah sebagai berikut:

a.

Membina kegiatan keagamaan ummat Islam dibidang aqidah,
ibadah dan akhlak.

Membina kelembagaan hukum, penataan Syariat Islam, aktifitas
peribadatan, memfasilitasi srana prasarana untuk kelancaran
proses pelaksanaan, membina lembaga pengembangan tilawah al
quran dan penerapan kehidupan sehari-hari berdasarkan al quran.
Penataan, dan pengelolaan masjid raya baiturrahman dalam
pelayanan umat.

Melakukan kajian, pelatithan atau training pengembangan
sumberdaya syariat.

Membina kemakmuran dan toleransi antar ummat.
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3.2.3. Tugas Dan Fungsi Dinas Syariat Islam
Berikut merupakan tugas dan fungsi Dinas Syariat Islam Aceh:
Tugas
a. Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan
khusus pemerintah daerah dan pembangunan serta bertanggung jawab

dibidang Pelaksanaan Syariat Islam.
Fungsi

b.  Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perancanaan, penyiapan
qanun yang berhubungan dengan Pelaksanaan Syariat Islam serta
mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya.

c.  Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyiapan dan pembinaan
sumber daya manusia yang berhubungan dengan Pelaksanaan Syariat
Islam.

d. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban
pelaksanaan peribadatan dan penataan sarananya serta pemarakkan syiar
Islam.

e. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bimbingan dan
pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam ditengah-tengah
masyarakat.

f.  Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembimbingan dan
penyuluhan Syariat Islam.**

3.2.4. Uraian Tugas Dinas Syariat Islam Aceh
Berikut ini merupakan uraian tugas Dinas Syariat Islam Aceh, antara
lain adalah sebagai berikut:
1. Kepala Dinas
Kepala dinas Syariat Islam Aceh mempunyai tugas memimpin dinas,

mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi, serta melaksanakan

*% Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh.Pasal 5 dan 6.
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tugas umum dan khusus pemerintahan Aceh dan pembangunan bidang

pelaksanaan Syariat Islam.

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan

administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan,

perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum,

perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Syariat

Islam, dengan uraian:

a. Pengelolaan administrasi dan pelayanan administrasi dilingkungan
Dinas Syariat Islam.

b. Penyususnan program kerja dan anggaran, informasi, kehumasan,
serta pelaporan.

c. Penyiapan data informasi dan pembinaan organisasi ketatalaksanaan.

d. Pelaksanan tugas-tugas kedinasan lain atas petunjuk Kepala Dinas.

Sekretaris membawahi:

Sub Bagian Umum

Melakukan wurusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan,

perpustakaan, dan kearsipan.

Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana

Melakukan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, dan perundang-

undangan.
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Sub Bagian Perencanaan dan Program

Mempunya tugas melakukan urusan perencanaan dan penyususnan
program, hubungan masyarakat, data, informasi, monitoring, evaluasi dan
pelaporan.

Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan keuangan dan
pengelolaan aset.

3. Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Azazi Manusia
Mempunyai tugas melakukan pembinaan, kerjasama dan peningkatan
hukum pelaksanaan Syariat Islam.

4. Bidang Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da’i
Mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pningkatan penyuluhan
agama islam, Pemberdayaan Tenaga Keamanan dan Pemberdayaan
tenaga da’i.

S. Bidang Peribadatan Syiar Islam dan Pengembangan Sarana
Keagamaan
Bidang ini mempunyai tugas melakukan pembinaan peribadatan

keagamaan dan Syiar kepada masyarakat.”’

3% Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh.
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BAB IV
DATA DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian
berdasarkan temuan peneliti pada saat penelitian langsung dilapangan.
Pembahasan mengenai Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas
Syariat Islam Aceh. Adapun uraian disesuaikan berdasarkan fokus
penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan rumusan
masalah yang ingin ditemukan hasil serta jawabannya. Maka oleh karena
itu secara ringkas akan disajikan hasil dan analisa penelitian ini sebagai
berikut:

Analisis adalah suatu proses yang memuat berbagai kegiatan
didalamnya untuk memecahkan suatu permasalahan seperti mengurai,
membedakan, dan memilah berdasarka kriteria tertentu untuk dapat di
peroleh maknanya. Adapun analisis kinerja adalah suatu proses kegiatan
mencari suatu fakta dalam suatu organisasi yang berkaitan dengan kinerja
Aparatur Sipil Negara. Maka dalam hal ini peneliti meneliti tentang
Analisis kinerja Aparatur Sipil Negara pada Dinas Syariat Islam Aceh.
4.1. Implementasi/Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur

Sipil Negara Pada Dinas Syariat Islam Aceh

Implementasi atau pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ditentukan
berdasarkan beberapa indicator yang telah ditentukan yaitu produktivitas,
responsivitas, dan akuntabilitas. Dari beberapa indicator tersebut peneliti

menganalisis bagaimana aparatur mengimplementasikan tugas pokok dan
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fungsinya masing-masing sesuai jabatan tertentu, baik dilihat berdasarkan
kecepatan atau kemampuan aparatur dalam memahami tugas dengan
cepat dan tanggap, upaya mengatasi kendala dalam bekerja, dan bentuk
pertanggungjawaban aparatur terhadap pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya masing-masing sesuai jabatan yang telah ditentukan untuk
menunjang kualitas kinerja aparatur sipil negara dalam memberikan
pelayanan publik.
4.1.1. Produktivitas
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mengahasilkan

produktivitas kerja, Aparatur Sipil Negara pada Dinas Syariat Islam Aceh
sudah ditempatkan berdasarkan latar belakang pendidikan, sesuai dengan
skill yang dimiliki untuk memudahkan memperoleh capaian kinerja sesuai
keinginan organisasi. Kemudian ada diadakan Diklat atau pelatihan
kepada aparatur sebagai suatu usaha meningkatkan skill sumber daya
yang ada pada organisasi pemerintahan. Berikut wawancara peneliti
dengan kepala subbagian kepegawaian dan tata laksana terkait
produktivitas kinerja, beliau mengatakan:

Ada, tapi tidak semua dikasih pelatihan, tergantung anggaran karena

terbatas, jadi hanya pilithan yang dibutuhkan saja yang dipanggil

untuk pelatihan. Kemudian kita ada sistem manajemen kinerja, dari

situlah penilaian kinerja langsung dari pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi masing-masing ASN. Kemudian ada analisis jabatan, analisis

beban kerja, sehingga penempatan pegawai pertama dilihat jenjang

pendidikan ASN, begitu juga dalam pelaksanaan tupoksinya jadi
semua ada sistem yang mengatur. Jadi insyaallah di DSI penempatan
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nya kita sesuaikan dulu dengan jenjang pendidikannya, kemudian
baru disesuaikan dengan Tusi masing-masing.

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan staff kepegawaian
terkait produktivitas kerja adalah sebagai berikut:

Pelatihan yang diberikan kalau kami di kepegawaian ada, ada diklat
kepegawaian diadakan oleh BPSDM biasanya adalah 1 atau 2 kali
dalam setahun, ada penyusunan ABK, Anjab, dan Bimtek di Badan
Kepegawaian Aceh itu tergantung kebutuhannya. Jadi dalam
pelaksanaan tugas masing-masing sudah ada pembagian tugas, yang
nantinya dinilai perbulan, namun pekerjaanya juga saling berkaitan
satu sama lain.*!

Berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala bagian umum dan
aset:

Pelatihan ada, cuman tergantung triwulan. Ada diklat seperti naskah,
keuangan, kepegawaian. Kemudian ada PPBJ. Tapi gak bisa dikasih
semua hanya prioritas saja. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ada
anjabnya, sehingga tidak sesuai skill dan tidak sembarangan
ditempatkan. Dengan ada rincian tugas pokok dan fungsi ASN lebih
mudah bekerja, tapi tetap saling berkaitan, ada ABK nya.42

Kemudian peneliti kembali bertanya terkait pelatihan kepada
Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh:

Pelatihan secara internal dari dinas hanya di laksanakan maksimal tiga
hari, namun lebih dari tiga hari, misalnya seperti sosialisasi, Bimtek,
dan pembinaan manajemen masjid. Namun jika lebih dari itu yang
berwenang memberikan pelatihan adalah BPSDM, BPK, dan lainnya.
Begitu juga dalam pelaksanaan tugas jika ada satu ASN saja yang
bermasalah, maka yang lainnya juga akan terhambat. Sehingga selalu
di arahkan dan diingatkan berulangkali.*

% Wawancara bersama kepala subbagian kepegawaian pada Dinas Syariat Islam Aceh
tanggal 7 November 2021.
*! Wawancara bersama staff kepegawaian Dinas Syariat Islam pada tanggal 8 november
2021.
“Wawancara bersama kepala bagian umum dan aset pada tanggal 5 november 2021,
# Wawancara bersama sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh pada tanggal 12 november 2021.
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Wawancara peneliti dengan kepala bagian perencanaan dan program:
Terkait dengan pelatihan, ada tapi tidak semua bisa dipanggil
meskipun secara aturan adalah semua ASN berhak mendapatkan
pelatihan 20 jam pelajaran setiap tahunnnya, namun yang dipanggil
hanya yang bersangkutan/prioritas saja, hal-hal tertentu yang terkait
dengan Dinas Syariat Islam, kalau tidak terkait ya tidak dipanggil oleh
BPSDM sebagai pihak yang berwenang, keterbatasan tersebut
dikarenakan anggaran yang tidak memadai.**
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Aparatur Sipil
Negara pada Dinas Syariat Islam Aceh, ada standar operasional prosedur
atau yang biasa disebut SOP sebagai dasar pelaksanaan tugas masing-masing
ASN. Dalam SOP tersebut memuat satuan hasil, waktu penyelesaian tugas
(menit), waktu kerja efektif (menit), beban kerja pegawai, dan pegawai yang
diburtuhkan, kemudian ada hasil kerja yang harus dicapai, salah satunya
seperti terpahaminya tugas dan petunjuk kerja, dan laporan. Dalam SOP
tersebut juga memuat bahanbahan yang dibutuhkan untuk menunjang
pelaksanaan kerja seperti alat perlengkapan kantor (ATK), selanjutnya
adaperangkat kerja yaitu SOP, Peraturan Perundang-undangan yang terkait,
data dan informasi. Kemudian adanya tanggungjawab atas keberhasilan
pelaksanaan tugas, dan penggunaan perlengkapan kendaraan dinas secara
efektif dan efisien. Selanjutnya ada wewenang untuk memberi saran kepada
atasan serta menjaga dan memelihara dokumen kedinasan dengan baik.
Standar Operasional Prosedur sebagai dasar pelaksanaan tugas Aparatur

Sipil Negara pada Dinas Syariat Islam Aceh diharapkan dapat terpahaminya

tugas dengan baik berdasarkan petunjuk kerja serta waktu yang telah

* Wawancara bersama Kepala Subbagian Perencanaan dan Program pada tanggal 22
November 2021
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ditentukan, kemudian tersedianya, laporan kerja, serta bertanggungjawab.

Berikut salah satu SOP sebagai dasar pelaksanaan tugas ASN:

Gambar 4.1
SOP Dasar Pelaksanaan Tugas ASN

TUGAS POKOK

Sat: Waktu “‘I(ak.t “ Pegawai
No Uraian Tugas atuan | penyelesaian €12 | Beban Kerja Yang Keterangan
Hasil N Efektif "
(M enit) " Dibutuhkan
(M enit)
Mempelajari tugas dan petunjuk kerja
yang diberikan atasan untuk
1 : . Dokumen 15 300 2 0.1
menghindari kesalahan dalam
pelaksanaan kegiatan.
Mempersiapkan bahan dan peralatan
, |sesuai dengan kebutuhan untuk Kegiatan e T b 0.094
mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas.
Mempersiapkan data dan peralatan
publikasi kegiatan SKPA sebagai
3 |bahan kliping koran untuk| Dokumen 45 75000 470 0.282
mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas.
Melakukan pemilahan-pemilahan
4 |[PoiptEmEikEm - cEa BB [ ) 120 75000 72 0.1152
perbidang sesuai dengan petunjuk
untuk mendapatkan data yang akurat
Melaksanakan  pengelolaan  data
dengan cara mengklarifikasi,
5 |mentabulasi dan mengkapitulasi data| Dokumen 45 75000 705 0.423
berdasarkan  hasil  pengumpulan
untuk ditindaklanjuti.
Menyampaikan hasil olahan data
kepada atasan untuk dapat
© |dipergunakan oleh pihak-pihak yang| Dekumen 29 20 = 0.0024
membutuhkan.
Melaksanakan tugas-tugas kedinasan
7 |lainnya sesuai instruksi atasan agar| Kegiatan 300 75000 20 0.08
tugas terbagi habis; dan
Membuat laporan hasil pelaksanaan
s tugas kepada atasan sebagai bahan Kegiaiit 300 75000 1 0.004
untuk penyusunan program
selanjutnya.
Jumlah 1.101
Pembulatan
HASIL KERJA H
1) Terpahaminya tugas dan petunjuk kerja
2) Tersedianya bahan dan kebutuhan kerja
3) Tersedianyadata dan peralatan publikasi kegiatan SKPA
4) Terpilahnya data kegiatan per bidang
5) Terkelolanya data
6) Tersampaikannya hasil olahan data
7) Terlaksananya tugas tugas kedinasan lainnya
8) Tersedianya Laporan.
BAHAN KERJA :
No Bahan Kerja Penggunaan Dalam Tugas
Alat Perlengkapan Kantor Fasilitasi Berkerja
b. |ATK Peralatan bekerja
PERANGKAT KERJA :
No Perangkat Kerja Penggunaan Dalam Tugas
a. |SOP Dasar Pelaksanaan Pekerjaan
b. |Peraturan Perundang-Undangan yang terkait Dasar Pelaksanaan Pekerjaan
Data dan Informasi Bahan Pelaksanaan Tugas

TANGGUNG JAWAB :

No Uraian
a. |Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas.
Penggunaan perlengkapan kenderaan dinas secara efektif dan efisien

WEWENANG H

No Uraian

a. |Memberi saran kepada atasan.

. |Mepjaga dapimemelihpra dol en kedippsan. . 7 g 4 7 Aann1 45
oumoer.” Ddld ddrt DInds Syaridl 15iamn Acerl, zUZ1.

* Dinas Syariat Islam Aceh, 2021.
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Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa aparatur
sipil negara pada Dinas Syariat Islam Aceh sebagian besar sudah mampu
memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing
dengan baik berdasarkan tugas masing-masing sesuai jabatan berdasarkan
ANJAB dan ABK, namun sebagaian aparatur masih perlu perhatian lebih
berupa motivasi, arahan serta bimbingan langsung dari atasan langsung
atau dari Dinas Syariat Islam. Kemudian dengan adanya dasar
pelaksanaan tugas atau SOP juga semakin memudahkan aparatur untuk
mengasilkan produktivitas kerja.

Terkait pelatihan untuk meningkatkan produktivitas atau skill
dalam bekerja belum diberikan pelatihan untuk semuanya dan hanya
diberikan pelatihan tergantung prioritas/kebutuhan serta tergantung
ketersediaan anggaran. Namun untuk pelatihan yang diselenggarakan dari
Dinas (internal) jarang berdasarkan analisa peneliti dari hasil wawancara
beberapa informan diatas. Sehingga hal ini sangat menekan produktivitas
kinerja Pegawai untuk menghasilkan capaian kinerja (hasil kerja).

4.1.2. Responsivitas

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah bagian yang sangat
penting dalam suatu organisasi untuk menghasilkan kualitas kinerja ASN
yang berkualitas agar mampu merespon dengan baik berbagai kebutuhan
masyarakat. Namun tidak dipungkiri dalam pelaksanaan tersebut juga

terdapat beberapa kendala baik dari internal maupun eksternal.
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Adapun kendala dalam menjalankan tugas berdasarkan hasil
wawancara bersama beberapa informan pada Dinas Syariat Islam Aceh
dan analisa peneliti adalah sarana/fasilitas yang kurang memadai seperti
keterbatasan komputer dimana tidak semua aparatur memilikinya sebagai
salah satu pendukung pelaksanaan kerja ASN, sehingga terpaksa
membawa laptop pribadi. Kemudian kendala eksternal bisa terjadi
dikoordinasi/hubungan dengan lembaga lainnya. Berikut wawancara
peneliti dengan staff kepegawaian pada Dinas Syariat Islam Aceh.

Kendala dalam melaksanakan tupoksi ada di koordinasi, seperti
pengurusan SK pensiun yang terhambat dan lama prosesnya di
BKA, terhambat proses administrasi tersebut karena berhubungan
dengan SKPA lain, sehingga pekerjaan diselesaikan tidak tepat
waktu atau tidak sesuai dengan waktu normal. Kalau kendala
internal ada juga biasanya protes absen, ngeluhnya saya lupa
absen, jadi itu cuman bisa toleransi hari pertama diberlakukan
absen online misalnya, karena kalau lupa tidak bisa ditolerir.*°

Kemudian saya lanjut menanyakan apa kendala dalam
melaksanakan tupoksi dan bagaimana upaya mengatasinya kepada kepala
bagian umum dan aset, beliau mengatakan:

Kendala dalam bekerja komputer tidak memadai, belum semua

pegawai mendapatkannya untuk mendukung aktivitas kerja

mereka. Sehingga mau tidak mau ya harus bawa laptop pribadi.

Jadi upaya untuk mengatasi mengusahakan perangkat ada untuk

satu orang satu agar lebih mendukung dalam pelaksanaan tugas.*’

Berikut wawancara peneliti dengan kepala subbagian kepegawaian

dan tatalaksana:

Kendala internal dalam bekerja bisa disebabkan kurang kesadaran
untuk menambah wawasan, kurang keinginan untuk belajar. Jadi

* Wawancara bersama Staff Kepegawaian Dinas Syariat Islam Aceh pada tanggal 8
novemver 2021
7 wawancara bersama kepala bagian umum dan aset pada tanggal 5 november 2021
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untuk mengatasi kendala tersebut harus sering disosialisasikan,

adanya (penekanan dari atasan) seperti pembinaan, informasi-

informasi terbaru bahkan disaat ada peraturan baru harus langsung
diinformasikan kepada staff dan semua aparatur.**

Kemudian peneliti juga menanyakan kepada Staff terkait kendala

dalam bekerja, beliau menyatakan:

Kendala dalam bekerja biasa saat proses rekapan absen, ada yang

protes absen. Misalnya, ini kenapa saya telat padahal sudah lapor,

kenapa masih dipotong tunjangan kinerjanya, dan lain sebagainya.

Jadi disaat begitu ya langsung kita suruh buat dulu surat

pernyataanya, atau langsung diarahkan dulu kepada kepala kita

untuk dibina. Kendala lainnya komputer kurang memadai, jadi
saya harus bawa laptop sendiri, kalau tidak ya gak bisa bekerja.

Namun ada lingkungan kerja yang baik dapat mendukung

terlaksananya pekerjaan.

Adapun selain kendala eksternal juga terdapat kendala internal
dalam kantor Dinas Syariat Islam Aceh seperti tidak membaca grub disaat
adanya peraturan yang baru, tidak hadir ketika ada musyawarah atau
sosialisasi, sehingga kurang informasi. Kemudian berdasarkan observasi
peneliti kendala lain dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi adalah
masih ada aparatur yang enggan atau kurang kesiapan untuk melayani
masyarakat atau mahasiswa disaat butuh informasi mengenai kantor dinas.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut diatas adalah diusahakan
komputer/perangkat dimiliki masing-masing oleh setiap ASN untuk
mendukung pelaksanaan kerja. Kemudian adanya penekanan dari tiap-tiap

atasan langsung seperti adanya pembinaan khusus, informasi yang jelas

disaat ada tugas yang harus diselesaikan dan disaat ada peraturan baru.

*® Wawancara bersama Kepala Subbagian Kepegawaian Dinas Syariat Islam Aceh pada
tanggal 8 novemver 2021
* wawancara bersama Staff Kepegawaian Dinas Syaria Islam Aceh pada tanggal 7
november 2021
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Untuk staff diusahakan ada usaha untuk terus belajar, mendengarkan arahan
dari atasan, dan tidak sungkan membaca informasi di media group untuk
kelangsungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan baik dan tepat.
Sehingga menurut analisa peneliti hal yang paling penting adalah punya
kesadaran tinggi dalam menjalankan tugas, respon cepat dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat, dan ketegasan terhadap absensi.

4.1.3.  Akuntabilitas

Dalam implementasi/pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai
ASN tidak terlepas dari pertanggungjawaban masing-masing aparatur atas
kinerja yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut.
Pada Dinas Syariat Islam Aceh sudah di jalankan sistem manajemen kinerja
atau  disebut SIMANJA, tujuannya  adalah  sebagai  bentuk
pertanggungjawaban ASN terhadap pelaksanaan tupoksi, kemudian menilai
hasil kinerja, dan kedisiplinan aparatur. Dari data tersebut akan menentukan
berapa besar kinerja yang dicapai oleh masing-masing ASN dan
menentukan berapa hak/tunjangan kinerja yang berhak diperoleh dari
kewajiban yang telah dilaksanakan.

Akuntabilitas/pertanggungjawaban  aparatur  dalam  suatu
organisasi merupakan hal yang sangat penting, berdasarkan hasil
wawancara dengan informan pada Dinas Syariat Islam menjabat sebagai
Sekretaris pada Dinas Syariat Islam Aceh:

Pertanggungjawaban dalam bekerja langsung tersistem, karena kita

ada sistem manajemen kinerja yang biasa disebut “SIMANJA”.
Jadi Simanja inilah yang akan menentukan capaian kinerja mereka,



49

besar tunjangan yang berhak diterima, juga termasuk kedisiplinan
pegawai.

Kemudian saya kembali menanyakan kepada Staff bagaiaman
bentuk pertanggungjawabannya terhadap pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya, beliau mengatakan bahwa:

Kalau pertanggungjawaban seperti bapak sekeretaris bilang,
dimana SIMANJA (sistem manajemen kinerja) yaitu suatu sistem
yang digunakan sebagai penilaian hasil kerja selama sebulan,
tujuannya adalah untuk menilai hasil kinerja dan kedisiplinan
ASN. Penilaian tersebut untuk menentukan hak/tunjangan kinerja
ASN. Sehingga apabila ASN melanggar atau tidak sesuai aturan
yang telah disepakati langsung dipotong tunjangan prestasi kerja.
Penempatan ASN ditempatkan berdasarkan jenjang pendidikan,
tugas pokok dan fungsi dijalankan sesuai jabatan masing-masing
pegav&g?i. Sudah sangat mudah dan terarah dalam pelasanaan
tugas.

Kemudian wawancara peneliti dengan kepala bagian umum dan
aset, beliau mengatakan bahwa:

Pertanggungjawaban aparatur diakhir bulan atasan akan menilai
kinerjanya untuk mendukung pelayanan publik yang maksimal,
untuk lebih produktif dimasa yang akan datang, karena
menyangkut pelayanan publik. Jadi selalu ditingatkan kepada
ASN untuk bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi yang sudah
ada.”

Kemudian wawancara peneliti dengan staff bagian program dan

tata laksana mengenai pertanggungjawaban aparatur beliau menyatakan

bahwa: “Pertanggungjawaban ASN biasanya melalui SIMANJA, jadi

° Wawancara bersama Sekretaris/Eselon III pada Dinas Syariat Islam Aceh pada tanggal 12
November 2021

>! Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pada Dinas Syariat Islam menjabat
sebagai kepala subbagian kepegawaian dan tata laksana pada tanggal 08 November 2021

¥ Wawancara bersama kepala bagian umum dan aset pada tanggal 05 November 2021
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dengan begitulah terselenggara kegiatan dengan baik. Karena melalui

SIMANJA memang sudah tersistem.””’

Berikut contoh dari aplikasi Sistem Manajemen Kierja

(SIMANIJA):
Gambar 4.2
Sistem Manajemen Kinerja (SIMANJA)
c i hpro: ‘m::M , L I i L L EI:?E &
SIMANJA = EMKALIDAR 0
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| p

LoginBerhasi

Pegawai Atasan Langsung Atasan Banding
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DrEMKALIDAR SAg M.Hum Dr M. JAFAR SH, M.Hum dr TAQWALLAH M.Kes

91 49 1oo oo

2.2 A

Sumber Dlnas S}/arlat Islam Aceh 2021 75

Dari hasil wawancara diatas mengenai pertanggung jawaban
aparatur atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ASN pada Dinas
Syariat Islam Aceh sudah baik dan lebih terpercaya dengan adanya
penggunaan aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (SIMANJA), sehingga
dengan sistem tersebut semuanya jelas terkait pelaksanaan kerja, juga
termasuk kedisiplinan aparatur sehingga sudah kecil peluang untuk

manipulasi data dan sudah terciptanya transparansi serta akuntabilitas

33 Wawancara bersama Staff Kepegawaian dan Tata Laksana pada tanggal 05 November
2021.

> Dinas Syariat Islam Aceh, 2021.
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kerja. Setiap akhir bulan atasan akan menilai kinerja untuk menunjang
kelancaran aktivitas pelayanan publik, jadi pengelolaannya sudah tepat
dan adil, namun ada sebagian ASN yang masih lalai dalam menerima
informasi dari atasan, perlu ditingkatkan kesadaran dan pembinaan yang
lebih lanjut dari atasan langsung untuk mengurangi berbagai alasan yang
tidak patut.
4.2.  Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Syariat Islam Aceh

Kinerja merupakan suatu hasil yang dicapai oleh seseorang dari
pelaksanan tugas-tugas yang berhasil deselesaikan dengan ketentuan
tertentu. Dalam melakukan penilaian kinerja aparatur sipil negara
tentunya mengacu pada sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai.
Penilaian kinerja dilakukan oleh pejabat penilai yaitu atasan langsung
dalam suatu oranisasi.
4.2.1. Sasaran Kerja Pegawai

Sasaran kerja pegawai (SKP) sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Kinerja Aparatur
Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil, Sasaran Kerja Pegawai mengacu
kepada beberapa unsur yang akan dinilai, antara lain yaitu:
1. Kuantitas

Kuantitas kinerja ASN pada Dinas Syariat Islam Aceh sudah baik,
berdasarkan dari pertimbangan keberhasilan aparatur dalam memenuhi

hasil kerja yang ingin dicapai dalam jangka panjang oleh organisasi,
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berdasarkan pekerjaan yang dibebankan kepada setiap aparatur dan
berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Setiap pekerjaan yang diberikan oleh atasan sudah dijalankan oleh
aparatur sesuai berdasarkan uraian tugas serta instruksi dari atasan selama
masih dalam tugas kerja pegawai tersebut. Kemudian berdasarkan capaian
kinerja melalui pekerjaan yang diberikan sebagian besar aparatur sudah
mampu memenuhi hasil yang ingin dicapai dari tugas-tugas yang
dikerjakan.

Berikut wawancara peneliti dengan informan pada Dinas Syariat

Islam Aceh sebagai kepala bagian umum dan aset:

Dari setiap pekerjaan yang diberikan kepada aparatur sipil negara
sudah ada (memenuhi hasil kerja yang ingin dicapai), ada juga
yang terkendala dikarenakan sakit dan hal-hal lainnya. Mengenai
pekerjaan yang diberikan, tidak dibatasi/ tidak ada sanggahan oleh
Aparatur Sipil Negara selama masih dalam kerja mereka, hanya
terdapat satu atau dua aparatur saja mungkin yang protes.”

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Kepala Subbagian
kepegawaian dan tata laksana, beliau mengatakan: Terkait kuantitas kerja
ada rujukan SOTK yang dituangkan kedalam Analisis Jabatan (ANJAB)
dan Analisis Beban Kerja (ABK), sehingga jumlah pekerjaan sesuai
jabatan, waktu, dan target organisasi.”

Selanjutnya peneliti bertanya lebih lanjut kepada Sekretaris Dinas

Syariat Islam Aceh apakah pekerjaan atau tugas yang diberikan sudah

>> Wawancara bersama kepala bagian umum dan aset pada tanggal 05 November 2021
°® Wawancara bersama kepala subbagian kepegawaian dan tata laksana tanggal 08 November
2021
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mencapai target kinerja yang ingin dicapai serta apa kendalanya, beliau

menyatakan bahwa:
Setiap pemberian tugas sudah adanya target atau SKP, sehingga
sudah mencapai target, masing-masing jabatan ada tugas
diselesaikan untuk mencapai target organisasi, namun ada juga
sebagian aparatur yang masih belum memenuhi hasil kerja karena
ada alasan tertentu atau kendala yang menghambat capaian hasil
kerja, dan ini bisa kita bina karena jarang terjadi.”’

Berikut Standar Operasional Prosedur (SOP) jumlah pekerjaan
Aparatur Sipil Negara yang harus diselesaikan berdasarkan ukuran waktu
tertentu, besar beban kerja yang harus diselesaikan, dan hasil kerja yang
harus dicapai dari sejumlah uraian tugas yang ada. Standar Operasional
Prosedur di buat oleh setiap organisasi untuk mempermudah setiap ASN
dan organisasi dalam mencapai target organisasi, sehingga perencanaan
yang tertuang didalam SOP harus benar-benar di buat berdasarkan
pertimbangan dan perencanaan yang matang. Dengan adanya SOP
diharapkan setiap ASN lebih menjaga efektifitas waktu dalam
pelaksanaan tugas dan disesuaikan dengan SOP tersebut.

Berikut ini SOP Jumlah Beban Kerja dan Waktu yang telah

ditentukan untuk menyelesaikan tugas masing-masing pegawai pada

Dinas Syariat Islam Aceh:

>7 Wawancara bersama Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh tanggal 12 november 2021.
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No

Uraian Tugas

Satuan
Hasil

Waktu
Penyelesaian
(Menit)

Waktu
Kerja
Efektif
(M enit)

Beban Kerja

Pegawai
Yang
Dibutuhkan

Keteranga
n

Mempelajari tugas dan petunjuk kerja
yang diberikan atasan untuk
menghindari kesalahan dalam
pelaksanaan kegiatan.

Dokumen

300

Mempersiapkan bahan dan peralatan
sesuai dengan kebutuhan untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas.

Kegiatan

10

75000

470

0.062666667

Melakukan kegiatan pengumpulan
dan pengolahan data  Standar
Operasional Prosedur (SOP) Unit
Kerja, Analisis Jabatan (Anjab) dan
Analisis Beban Kerja (ABK)
berdasarkan hasil pengumpulan
untuk ditindaklanjuti.

Dokumen

24000

75000

0.96

Mempersiapkan bahan usulan
KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN,
SATYA LENCANA dan kartu ASKES
serta usulan mutasi jabatan
berdasarkan kelengkapan persyaratan
pengawai dalam rangka peningkatan
kesejahteraan pegawai.

Dokumen

300

75000

0.028

Menerima, mencatat dan mengarsip
surat masuk dan keluar ke dalam
buku agenda sesuai petunjuk untuk
kelancaran administrasi kepegawaian.

Dokumen

10

75000

470

0.062666667

Memroses permohonan cuti sesuai
dengan alasan/keterangan dari
pengawai agar dapat diketahui jumlah
pengawai yang mengambil cuti.

Dokumen

10

75000

150

0.02

Mempersiapkan bahan upacara hari-
hari besar nasional dan apel pagi
senin sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen

10

75000

20

0.002666667

mengetik surat tugas Diklat PIM,

Diklat Teknis,Bimtek, Sosialisasi/
Workshop sesuai ketentuan yang
berlaku.

Dokumen

10

75000

30

0.004

Mempersiapkan daftar kebutuhan dan
kerjasama pelatihan umum bagi
mahasiswa Praktek Kerja Lapangan
(PKL) sesuai ketentuan yang berlaku.

Data

10

75000

0.0008

10

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan
lainnya sesuai instruksi atasan agar
tugas terbagi habis; dan

Kegiatan

150

75000

20

0.04

11

Membuat laporan hasil pelaksanaan
tugas kepada atasan sebagai bahan
untuk penyusunan program
selanjutnya.

Kegiatan

150

75000

0.002

Jumlah

1.283

Pembulatan

HASIL KERJA

1)
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3)
4)
5)
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Sumber: Dinas Syariat Islam Aceh, 2021 8

Terpahaminya tugas dan petunjuk kerja
Tersedianya bahan dan kebutuhan kerja
Tersedianya SOP, Anjab dan ABK

Tersedianya KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN, SATYA LENCANA dan kartu ASKES serta usulan mutasi jabatan

Terarsipnya surat masuk dan surat keluar

Tersedianya surat cuti bagi pegawai

Tersedianya absebsi upacara hari besar nasional dan apel pagi

Tersedianya ST Diklat PIM Diklat Teknis,Bimtek, Sosialisasi/ Workshop

Tersedianya Administrasi PKL Mahasiswa

*¥ Data dari Dinas Syariat Islam Aceh, 2021.
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Jadi berdasarkan hasil wawancara, gambar diatas dan analisa yang
peneliti lakukan dapat dibuat kesimpulan bahwa Aparatur Sipil Negara
pada Dinas Syariat Islam ditinjau dari kuantitas kinerja sudah baik,
dimana ASN sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai beban
kerja masing-masing jabatan, serta ukuran waktu tertentu untuk mencapai
target atau hasil kerja yang ingin dicapai. Kecuali ada hambatan seperti
sakit, orang meninggal dan hal-hal lain yang tidak bisa di pungkiri yang
menjadi penghambat untuk mencapai hasil kerja yang telah ditentukan
dalam suatu harinya. Namun selain kendala tersebut tidak ada hambatan,
aparatur sama sekali tidak membatasi pekerjaan, hanya saja ada satu atau
dua aparatur yang mengkritik karena kurang memahami tugas
dikarenakan kurang informasi, namun dalam hal ini bisa dibina secara
lebih lanjut oleh atasannya langsung.

2. Kualitas

Kualitas kinerja dilihat berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang
dilaksankan oleh ASN apakah sudah mencapai tingkat kepuasan yang
diharapkan atau sebaliknya. Berdasarkan wawancara peneliti bersama
informan serta temuan dilapangan melalui observasi bahwa dalam proses
pelaksanaan kegiatan belum begitu maksimal artinya masih adanya hasil
yang mengecewakan, tidak sepenuhnya mendapat hasil yang memuaskan.
Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan pada Dinas Syariat
Islam Aceh:

Terkait kualitas pekerjaan dari pelaksanaan tugas oleh ASN saya
katakan tidak puas, karena kadang-kadang hari ini melaksanakan
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pekerjaan ini dengan hasil yang memuaskan, namun besok

pekerjaannya lain lagi dan belum tentu dapat dilaksanakan seperti

hasil kemarin.”

Selanjutnya wawancara peneliti dengan kepala subbagian
kepegawaian dan tata laksana: “Pelaksanaan sasaran kerja sudah bagus,
sudah sesuai kemampuan dan kompetensi masing-masing aparatur,
namun ada juga sekali duakali atau satu dua orang yang masih harus
diarahin dan diingatkan lagi dan lagi.”®

Dalam penilaian kinerja ASN pada Dinas Syariat Islam
berdasarkan hasil capaian kinerja yang didapatkan ditinjau salah satunya
dari sasaran kerja pegawai dan kedisiplinan. Berdasarkan wawancara
serta data dokumentasi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas
kerja aparatur sipil negara sudah dikategorikan baik dan rata-rata sudah
mencapai sasaran kinerja yang diinginkan, dan sudah mendapat nilai
dalam kategori baik.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terkait kepuasan hasil kerja
aparatur sipil negara masih butuh pembinaan dan motivasi karena belum
mendapatkan hasil yang begitu memuaskan dalam semua pelaksanaan
tugas, artinya masih ada watu dimana aparatur mengerjakan tugas dengan

hasil tidak maksimal, meskipun tidak semua aparatur demikian, namun

masih ada kedapatan seperti itu.

% Wawancara bersama kepala bagian umum dan aset pada tanggal 05 November 2021.
6 Wawancara bersama kepala subbagian kepegawaian dan tata laksana pada tanggal 08
November 2021.
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3. Waktu
Mengenai waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, waktu adalah
hal yang paling penting untuk dikelola dengan baik oleh setiap aparatur
sipil negara agar memenuhi target kerja berdasarkan waktu yang telah
ditentukan. Dimana setiap ASN sudah memiliki tugas masing-masing
serta tenggat waktu yang telah ditentukan.
Berikut hasil wawancara bersama sekretaris Dinas Syariat Islam
Aceh:
Kalau ditanya waktu, banyak waktu yang tidak cukup untuk
menyelesaikan tugas yang banyak, kadang-kandang belum habis
yang ini sudah ada pekerjaan lain yang harus segera diselesaikan,
biasanya waktu untuk menyelesaikan tugas sudah ditetapkan dalam
SOP, namun ada yang mampu ada yang tidak untuk menyelesaikan
tugas sesuai waktu yang telah ditentukan dan itu sudah lumrah,
bahkan ada yang lembur untuk menyelesaikan tugasnya. Dan kita
selalu mengingatkan kembali batas waktu penyelesaian peker;j aan.®!
Wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Program:
Dalam menyelesaikan program pada tahun 2020 semua program
yang besar dapat direalisasikan, hanya saja terdapat sub-sub dari
program besar tersebut ada beberapa yang tidak dapat terealisasi
karena waktu yang tidak memadai, banyak tugas-tugas yang lain
yang harus diselesaikan, ada penambahan tugas, sehingga waktunya
sangat limit.**
Wawancara peneliti dengan staff bagian Kepegawaian dan Tata

Laksana pada Dinas Syariat Islam Aceh:

Kalau waktu, sudah sesuai, misalnya satu tugas harus disiapkan
selama 3 hari, itu harus sudah selesai, bahkan atasan selalu

6! Wawancara bersama Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh pada tanggal 22 November
2021.

62 Wawancara bersama kepala bagian Perencanaan dan Program pada tanggal 22

November 2021.
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mengingatkan kami, jadi ada ketegasan dari atasan untuk waktu
penyelesaian tugasnya masing-masing. Biasanya waktu yang
diberikan tergantung tugas, ada yang per hari, minggu, dan bulan.®®
Selanjutnya bertanya lagi kepada kepala subbagian kepegawaian dan
tata laksana bagaimana ketepatan waktu ASN dalam menyelesaikan
tugas, beliau menyatakan bahwa:
Masalah ketepatan waktu ini yang selalu saya sosialisasikan, selalu
saya ingatkan berulangkali, karna kalau seorang saja terhambat
waktunya dalam pelaksanaan tugas, maka semua juga akan
terkendala, jadi selama ini aparatur sipil negara alhamdulillah sudah
mengerjakan tepat waktu, karena saya juga merepet nanti
mengingatkan lagi dan lagi, namun ada satu orang mungkin tidak
tepat waktu, itu akan saya panggil untuk dibina lebih lanjut.**

Jadi berdasarkan hasil wawancara dari Dinas mengenai ketepatan
waktu aparatur sipil negara dalam implementasi atau melaksanakan tugas
sudah baik, sudah adanya wuraian tugas masing-masing berdasarkan
Analisis Beban Kerja (ABK) serta waktu yang telah ditentukan, apabila
telat dalam menyelesaikan maka langsung berpengaruh terhadap kinerja,
namun dari data dan hasil wawancara penyelesaian tugas sudah mengikuti
intruksi atau SOP. Tetapi perlu diperhatikan kembali terkait implementasi
dari ASN yang kadang-kadang lalai dan berbalik dari SOP untuk terus
dibina dan dibimbing.

4.2.2. Perilaku Kerja

Dalam melakukan penilaian kinerja terhadap pegawai atau

aparatur sipil negara juga tidak terlepas mengenai bagaimana perilaku

2021.

63 Wawancara bersama Staff Kepegawaian dan Tata Laksana Pada Tanggal 08 November

64 Wawancara Bersama kepala Subbagian Kepegawaian dan Tata Laksana pada tanggal

08 November 2021.
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kerja pegawai sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah no 46
tahun 2011, berikut beberapa faktor penting yang terkait dengan perilaku
kerja yang akan dibahas oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian yang
telah peneliti lakukan adalah sebagai berikut:
1. Orientasi pelayanan

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan mengenai
orientasi pelayanan ASN pada Dinas Syariat Islam Aceh, terkait orientasi
pelayanan belum sepenuhnya aparatur sipil negara mampu memberikan
pelayanan sesuai dengan SOP, dimana ada beberapa aparatur yang tidak
mengerti tentang SOP bahkan ada yang berbalik dari SOP pada saat
memberikan pelayanan, meskipun sebagian aparatur sudah mampu
melaksanakan tugas sesuai SOP.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan staff pada Dinas Syariat
Islam Aceh:

Pelayanan yang diberikan oleh aparatur kalau kita bilang sudah

sesuai SOP, ada juga yang belum, karena itu tergantung

kepemimpinannya bagaimana, arahan dari pemimpin. Meskipun

tidak dikerjakan sesuai SOP, namun tetap diselesaikan sesuai

ketentuan waktu yang telah ditentukan.®

Kemudian berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala bagian
umum dan aset:

ASN pada Dinas Syariat Islam kalau ditanya apakah sudah mampu

memberikan pelayanan sesuai SOP, jawabannya adalah tidak,

tidak mampu memberikan pelayanan sesuai dengan SOP, saya

katakan tidak karena ada beberapa ASN yang masih belum begitu
mengerti dengan SOP pelayanan, apalagi ada ASN yang baru,

65 Wawancara bersama Staff pada Dinas Syariat Islam Pada Tanggal 08 November 2021.
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kemudian ada ASN yang memberikan pelayanan berbalik dari
SOP.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Dinas
Syariat Islam Aceh: “Tidak terlalu fokus dengan SOP, misalnya satu surat
masuk, bisa diselesaikan perhari, meskipun tidak sesuai SOP namun tetap
diselesaikan kapan yang dibutuhkan oleh masyarakat/penerima
layanan.”67

Dari hasil wawancara, observasi peneliti dan analisa dari peneliti
terkait pelayanan yang diberikan oleh aparatur pada Dinas Syariat Islam
belum begitu baik, karena pelayanan yang diberikan tidak mengikuti SOP
yang ada, pekerjaan yang diselesaikan tidak terlalu difokuskan
berdasarkan SOP yang ada. Akan tetapi tetap diselesaikan sesuai dengan
batas waktu yang ditentukan.

2. Integritas

Mengenai integritas kinerja peneliti menganalisa dari hasil
penelitian dan wawancara serta berdasarkan temuan peneliti dimana
integritas kinerja aparatur dilihat berdasarkan proses pelaksanaan kerja
pada Dinas Syariat Islam Aceh aparatur sudah melaksanakan pekerjaan
berdasarkan tugasnya dengan tepat, sesuai dengan nilai dan norma dalam
organisasi.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan sebagai Ketua

Baian Umum dan Aset pada Dinas Syariat Islam Aceh:

2021.

2021.

6 Wawancara Bersama Kepala Bagian Umum Dan Aset Pada Tanggal 05 November

67 Wawancara Bersama Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh pada tanggal 22 November
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Mengenai pelaksanaan pekerjaan sebagian aparatur sudah
melaksanakan tugas sesuai dengan aturan, masih pernah
melakukan pelanggaran, meskipun tidak semua aparatur
melanggar, namun tetap mmasih ada yang melanggar dan perlu
dibina, namun ada satu atau dua orang yang tidak menyalahi.
Kejujuran dalam bekerja juga tidak semua ASN jujur, mungkin
didepan kita sudah jujur namun disela-sela bekerja masih kucing-
kucingan sehingga bisa dikatakan kurang kalau masalah
kejujuran.®®

Selanjutnya wawancara peneliti dengan staff pada Dinas Syariat
Islam Aceh:

Kalau dalam bekerja selama ini enggak menyalahi aturan, karena
setiap pekerjaan sudah berdasarkan tupoksi masing-masing,
kemudian ada syarat tertentu juga jadi staff, dengan begitu minim
sekali pelanggaran. Karna terus dibimbing dan dibina oleh atasan,
sehingga kejujurannya terjaga baik, namun ada satu atau dua itu
sudah diluar kontrol.”

Wawancara peneliti dengan Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh:
Selama bekerja memang tidak boleh menyalahi aturan, ya kecuali
dibelakang kita dan tidak kasat mata, mungkin ada sebagian yang
menyalahi aturan dalam bekerja dan belum mampu bersikap jujur.”

Wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan

Program: “Ada aparatur yang bekerja sesuai aturan, patuh aturan, jujur.
Namun tidak dipungkiri, kadang-kadang ada juga yang melanggar dan
tidak jujur dalam bekerja. Meskipun dibarengi dengan berbagai alasan

. - 571
lagi nanti.”

6% Wawancara bersama kepala bagian umum dan aset pada tanggal 05 November 2021.

% Wawancara bersama staff pada Dinas Syariat Islam Aceh pada tanggal 08 November
2021.

7 Wawancara bersama sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh pada tanggal 22 November
2021.

"' Wawancara bersama kepala bagian Perencanaan dan Program pada tanggal 22

November 2021.
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Jadi mengenai integritas kerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas
Syariat Islam Aceh ditinjau dari norma dan kejujuran dalam bekerja
masih ada sebagian kecil aparatur yang menyalahi, ada yang tidak jujur,
meskipun tidak nampak secara kasat mata oleh atasan langsung, namun
hal tersebut masih dilakukan. Sehingga perlu pengawasan dan hukuman
yang lebih tepat untuk diberlakukan bagi aparatur yang menyalahi aturan
dalam bekerja, sehingga bisa menghasilkan integritas kinerja yang lebih
baik sehingga lebih memudahkan mencapai tujuan organisasi.

3. Komitmen

Kinerja dilihat berdasarkan komitmen aparatur dalam bekerja
berdasarkan kemampuan ASN dalam meletakkan kepentingan organisasi
diatas kepentingan pribadi dengan adanya manajemen waktu yang baik.
Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Umum dan Aset
sebagai berikut:

Kesadaran aparatur tinggi untuk bekerja, namun jika dalam

mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan

pribadi, lebih mementingkan kepentingan pribadi, saya melihat
jarang yang untuk organisasi, misalnya waktu luang untuk
organisasi itu jarang, sedangkan yang mementingkan kepentingan

5 o] 5 o 7
organisasi itu ada, namun hanya sebagiannya saja.’

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Staff pada Dinas Syariat
Islam Aceh:

Komitmen dalam bekerja aparatur bisa disebabkan oleh
keteladanan, bagaimana cara pemimpin mengayomi, membina,
kalau saya di kepegawaian memang harus dijaga banget tugas-
tugasnya, karena ibu ida selalu tepat dalam bekerja, selalu tegas,

7> Wawancara bersama kepala bagian umum dan aset pada tanggal 05 November 2021.
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dan membina setiap saat. Kalau ada yang lalai dan salah tidak
segan-segan untuk di tegur dan dibina langsung.”

Selanjutnya wawancara peneliti dengan staff pada Dinas Syariat

Islam Aceh:

Dalam melaksanakan tugas, kewajiban memang harus diutamakan,
jadi saya lebih mementingkan kepentingan organisasi dulu, karna
udah tanggungjawab disitu, selebihnya baru menyelesaikan
kepentingan pribadi, kalau memang tidak sempat biasanya minta
tolong sama suami, seperti jemput anak, dan lainnya.””

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Kepala Subbagian

Kepegawaian pada Dinas Syariat Islam Aceh:

Kalau dibilang komitmen bekerja, ya kita lihat tetap
menyelesaikan pekerjaannya dulu, sadar penuh terhadap tugas
masing-masing. Namun ya itulah kadang-kadang, saat ada
peraturan baru jadi ada rapat atau sosialisasi, tapi tidak hadir,
jadinya tidak tau informasi.”

Jadi berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa

komitmen aparatur sipil negara pada Dinas Syariat Islam Aceh masih
rendah, dimana kesadaran akan pekerjaan sudah bagus, namun masih
kurang disiplin dalam bekerja, masih banyak aparatur yang lebih
mementingkan kepentingan pribadi, bahkan jarang meluangkan waktu
untuk organisasi, disaat rapat organisasi hanya ada beberapa orang saja
untuk organisasi, selebihnya ada alasan pribadi, sehingga sebagian besar

aparatur sudah sangat bagus kesadara dalam bekerja, mengejar target

2021.

2021.

3 Wawancara bersama Staff pada Dinas Syariat Islam Aceh pada tanggal 08 November
™ Wawancara bersama Staff pada Dinas Syariat Islam Aceh pada tanggal 05 November

> Wawancara bersama kepala subbagian kepegawaian pada Dinas Syariat Islam Aceh

pada tanggal 08 November 2021.
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kerja untuk mencapai tujuan organisasi, namun masih juga mementingkan
kepentingan pribadi.
4. Kedisiplinan
Kedisiplinan aparatur sipil negara sangat penting terhadap capaian
kinerja yang diinginkan, terkait kedisplinan peneliti melihat bagaimana
tingkat kedisiplinan aparatur ditinjau dari waktu hadir dan waktu pulang,
jadi sebagaian besar ASN sangat menjaga kedisiplinan mengenai waktu
datang dan waktu pulang kantor karena menyangkut dengan tunjangan
kinerja, ada pemotongan apabila menyalahi jam kerja yang telah
ditentukan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bagian
Umum dan Aset Dinas Syariat Islam Aceh.
Mengenai kedisiplinan, ini yang sangat dijaga oleh ASN karena
ada potongan, inilah yang dicari oleh para ASN, karena mereka
tidak mau hilang pendapatan, karena kalau telat datang dipotong,
dan cepat pulang juga dipotong, artinya mereka jaga absensi.
Masalah masalah masuk ruangan enggak tau, tapi tetap jaga
absensi.”®
Selanjutnya wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bagian
Kepegawaian dan Tata Laksanan:
Kalau absensi sudah ada sistem ada e-absensi yang tersambung ke
SIMANJA, kalau kedisiplinan kurang bagus, biasanya atasan
langsung pun menilai kinerjanya kurang bagus, meskipun
demikian tetap juga ada satu atau dua orang yang beralasan lupa
absen dan lain sebagainya. Namun ada juga mungkin orang yang
tidak hadir karena keluarga meninggal, tapi dia tidak lapor, jadi
masuk ke TH, TH itu tidak hadir, jadi dipotong kehadirannya 5%,
Namun sekarang absen nya melalui aplikasi e-absensi, jadi saya

kurang suka, karena tidak kasat mata, lebih efektif menggunakan
finger print, untuk sementara selama.”’

7 Wawancara bersama kepala bagian umum dan aset pada tanggal 05 November 2021.
77 Wawancara bersama kepala subbagian kepegawaian dan tata laksana pada tanggal 08
November 2021.
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Aparatur Sipil Negara pada Dinas Syariat Islam dalam masa
pandemi covid-19 tidak menggunakan finger print sebagai mesin absensi
sebagai bentuk mematuhi protocol kesehatan untuk menghindari penyebaran
virus. Namun demikian, untuk mendukung jalannya absen secara aktif dan
tepat, ASN pada Dinas Syariat Islam menggunaan aplikasi khusus yaitu e-
absensi sebagai upaya untuk mendukung pelakasnaan tupoksi secara
disiplin.

Gambar 4.4
Finger Print

Sumber: Data dari Dinas Syariat Islam, 2021.

Selanjutnya  peneliti menanyakan kembali kepada staff
kepegawaian yang bertugas dibagian sistem absensi bagaimana proses
absensi ASN berlangsung serta apa saja kendalanya, beliau mengatakan:

Kadang-kadang ada yang komplen juga terkait rekapan absen,

karena kadang ada yang ada pelatihan, ada cuti, yang belum

terupdate jadi secara sistem muncul TH, yaitu Tidak Hadir. Jadi
nanti kita cek lagi di data hard copy nya, baru kita input ke sistem.
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Dan biasanya kalau dia telat ya memang tetap telat hadirnya.

Kemudian kalau yang mau konfirmasi akan datang ke saya dan

kita cek lagi data yang ada.”™

Berdasarkan wawancara dan analisa dari peneliti bahwa, mengenai
kedisiplinan, walaupun sudah ada absensi yang tersistem dan jika ada
yang melanggar langsung terpotong tunjangan, ditinjau dari kedisiplinan
pegawai pada Dinas Syariat Islam berdasarkan waktu hadir dan jam
pulang masih dikategorikan belum disiplin artinya masih ada yang telat
meskipun hanya beberapa menit, banyak aparatur belum dikategorikan
baik karena kurang bertanggungjawab terhadap kedisiplinan waktu masuk
kerja dan jam pulang yang telah ditentukan. Namun terkait aparatur yang
tidak masuk kantor tidak ada, meskipun ada yang tidak masuk pada
rekapan absen biasanya ada keterangan tugas dari dinas. Kedisiplinan
ditinjau dari waktu hadir dan pulang tersebut sangat mempengaruhi
kinerja yang dihasilkan aparatur. Sehingga perlu kesadaran yang lebih
dari aparatur dan juga ketegasan dari atasan agar dapat mengahsilkan
produktivitas kinerja.
5. Kerjasama

Mengenai kerjasama antara Aparatur pada Dinas Syariat Islam
Aceh sudah terjalin kerjasama dengan baik, baik antara atasan dan
bawahan, sesama staff, dan antar lembaga lainnya. Adanya lingkungan

krja yang baik dapat membantu menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan

78

Wawancara bersama Staff kepegawaian yang bertugas di bagian absensi pada tanggal 08
November 2021.
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fokus. Berikut hasil dari wawancara peneliti dengan informan sebagai
staff pada Dinas Syariat Islam Aceh:

Mengenai kerjasama Alhamdulillah tidak ada kesulitan sama

sekali, apalagi dalam pelaksanaan tugas yang saling berkaitan satu

sama lain, namun kadang-kadang ada permasalahan yang

menghambat proses administrasi karena terhambat di lembaga

lain, contohnya pengurusan SK pensiun.”

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Sekretaris Dinas Syariat
Islam Aceh: “Selama ini aparatur selalu kompak bersama tim, saling
berkomunikasi dengan baik, dan membangun kerjasama tim dalam
pelaksanaan tugas dengan tujuan sama-sama mencapai Visi misi
organisasi.”™

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Umum dan
Aset pada Dinas Syariat Islam Aceh:

Kalau masalah bekerjasama saya sendiri yang selalu membangun

suasana kerja supaya tidak tegang, saling berinteraksi, kita

bangun komunikasi dengan semua elemen, kemudian ada rapat

kadang-kadang seminggu sekali, dan antara bagian ini dengan

bagian lainnya juga selalu bekerjasama dengan baik selama ini,

jadi tidak ada kesulitan dlaam bekerja sama.®'

Berdasarkan hasil observasi peneliti dan wawancara diatas bahwa
dalam hal kerjasama pada Dinas Syariat Islam sudah baik, antara atasan
dan bawanan dan antar instansi pada Dinas Syariat Islam Aceh sudah

terjalin baik, selalu membangun komunikasi dengan baik untuk

membangun kerjasama tim yang kompak dan saling berkontribusi.

" Wawancara bersama staff pada Dinas Syariat Islam Aceh pada tanggal 08 November
2021.

%0 Wawancara bersama Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh pada tanggal 22 November
2021.

#1 Wawancara bersama kepala bagian umum dan aset pada Dinas Syariat Islam Aceh pada
tanggal 05 November 2021.
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Kemudian saling musyawarah dalam menyelesaikan pekerjaan bersama
atas nama instansi. Baik antar bagian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
juga sangat bagus dalam bekerjasama.

6. Kepemimpinan

Kepemimpinan yang baik dalam organisasi sangat mendukung
kualitas kinerja yang dihasilkan oleh aparatur sipil negara, dimana
pemimpin yang mampu mempengaruhi bawahan, menginspirasi,
memotivasi, dan membina dengan baik akan memudahkan mencapai
target organisasi. Dalam hal ini peneliti melihat bagaimana
kepemimpinan aparatur dalam membangun kerja sama dalam organisasi.
Karena setiap individu tentu tidak bisa hidup sendiri apalagi dalam hal
melaksanakan tugas oganisasi.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti temukan di lapangan
terlihat antara atasan dan bawahan sangat menjaga komunikasi dengan
baik, saling berdiskusi antara atasan dan bawahan dan juga sesama staff
sehingga atasan mudah mengayomi bawahan masing-masing agar selalu
bekerja dengan benar, ada sosialisasi/rapat kadang-kadang seminggu
sekali. Berikut hasil wawancara peneliti dnegan Kepala Bagian Umum
dan Aset:

Selama disini saya selalu membangun komunikasi dengan baik,

kadang-kadang sebulan sekali kami buat rapat, Tanya keluhan,

solusi, masukan, kemudian aling sapa, kemudian didalam satu
ruang tidak ada yang tidak saling menegur, biar suasana hidup,
agar tidak tegang, walaupun tugasnya tegang-tegang semua.

Sedangkan reward dan punishment, dulu kita pernah memberikan
penghargaan kepada pegawai berprestasi, kemudian hukuman bagi
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yang melanggar SOP, ya setidaknya mereka ditegur oleh
atasannya, itu adalah bagian dari pembinaan.®

Mengenai pemberian reward dan punishment, menurut informasi
bahwa dulu pernah diberikan reward khusus bagi ASN yang berprestasi,
namun hukuman bagi ASN yang melanggar SOP itu hanya ada teguran
oleh atasannya langsung. Sebagaimana wawancara peneliti dengan
informan pada Dinas Syariat Islam sebagai staff yang pernah
mendapatkan reward pada tahun 2015:

Mengenai reward internal dulu pernah ada, kebetulan saya yang
dapat reward pada tahun 2015 dek, tapi sekarang hanya ada
reward berupa tunjangan berprestasi, dan bagi pegawai yang
melanggar SOP akan ada pemotongan dari tunjangan tersebut,
bahkan pernah ada reward yang diberikan kepada dinas tapi
jarang. Sedangkan hukuman bagi yang melanggar hanya berupa
teguran dan pembinaan langsung dari atasan.

Kemudian wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bagian
Kepegawaian dan Tata Laksana:

Dulu sempat ada, sekitar tahun 2015 dulu ada pegawai berprestasi

yang mendapatkan reward, tapi sekarang tidak ada lagi, hanya ada

tunjangan kinerja saja. Jadi selaku kepala subbagian di

kepegawaian kita memang harus pro aktif, jadi saya selalu share

informasi-informasi kepada staff, selalu ingatin tugas yang harus
selesai tepat waktu.®

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa

kepemimpinan dalam membangun kerjasama tim sama pada Dinas

Syariat Islam sudah baik, aparatur sling bekerja sama dalam

%2 Wawancara bersama Kepala bagian umum dan aset pada Dinas Syariat Islam Aceh
pada tanggal 05 November 2021.

3 Wawancara bersama staff pada Dinas Syariat Islam Aceh pada tanggal 08 november
2021.

# Wawancara bersama kepala subbagian kepegawaian dan tata laksana pada tanggal 08
November 2021.
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menyelesaikan tugas organisasi, jika masyarakat membutuhkan
pelayanan, sedangkan aparatur yang bertugas sedang ada kegiatan diluar,
akan dihubungi dan didiskusikan, apabila bisa dibantu maka akan
diselsaikan oleh aparatur pada bagian yang sama misalnya sama-sama
bertugas pada bagian kepegawaian dan sebagainya. Namun masih kurang
pemberian reward internal dari Dinas kepada aparatur yang berprestasi

dan kurang ketegasan terhadap aparatur yang melanggar peraturan.



5.1.

BAB YV
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan analisa dari peneliti

mengenai penelitian yang berjudul Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara

Pada Dinas Syariat Islam Aceh dapat dibuat kesimpulan:

1.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur sipil negara pada Dinas
Syariat Islam Aceh sudah baik dalam pelaksanaannya, sudah ada
ANJAB (Analisis Jabatan) dan ABK (Analisis Beban Kerja) sehingga
penempatan aparatur sudah sesuai dengan skill dan jenjang
pendidikan, beban tugas kepada aparatur juga sudah sangat sesuai,
sudah dapat mempertanggunjawabkan hasil kerjanya kepada atasan.
Namun ada sejumlah orang yang masih perlu pembinaan agar dapat
memahami/melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik
dikarenakan kurang kemauan belajar untuk menambah wawasan, hal
ini juga dikarenakan anggaran yang tersedia tidak memadai untuk
dapat diberikan pelatihan kepada semua Aparatur Sipil Negara pada
Dinas Syariat Islam Aceh. Adapun kendala internal seperti kekurangan
komputer sebagai alat pendukung pelaksanaan tugas. Dimana
komputer yang tersedia hanya ada 39, masih belum cukup.

Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Syariat Islam Aceh secara
keseluruhan sudah baik, dilihat dan dinilai berdasarkan aspek sasaran
kerja pegawai dan perilaku kerja bahwa Aparatur Sipil Negara pada

Dinas Syariat Islam Aceh sudah mampu mencapai sasaran kerja sesuai

71
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dengan ketentuan dan memperoleh kinerja baik, meskipun ada aparatur
yang harus lembur bekerja (diluar jam kerja) agar dapat menyelesaikan
tugasnya. Rata-rata selama setahun ini ASN sudah mendapatkan nilai
prestasi kerja dengan kategori baik, dilihat berdasarkan pencapaiannya
yang dapat menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan sudah mampu
diselesaikan dan dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan dan
waktu tertentu. Adapun kekurangannya masih rendah komitmen kerja
ASN dimana masih terdapat sejumlah ASN pada Dinas Syariat Islam
Aceh yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan jarang untuk
organisasi, sehingga mengakibatkan kurang informasi-informasi dan
peraturan baru terkait tata cara melaksanakan pekerjaan, kemudian
masih kurang dalam kedisiplinan waktu bekerja dan tidak
memanfaatkan e-absensi dengan baik.
5.2. Saran
1. Seharusnya pelatihan untuk meningkatkan skill/sumber daya
aparatur lebih diprioritaskan, karena keberhasilan suatu organisasi
salah satunya tergantung kualitas sumber daya yang dimiliki.
Kemauan belajar ASN yang harus ditingkatkan untuk menunjang
prestasi kerja yang diharapkan. Selanjutnya pengadaan bantuan
teknis seperti komputer untuk membantu pelaksanaan kerja harus
diprioritaskan. Kemudian lebih mendalami standar operasional

prosedur agar lebih terarah dalam pelaksanaan tugas karena SOP
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merupakan dasar dari pelaksanaan tugas dari semua Aparatur Sipil
Negara.

Seharusnya kedisiplinan aparatur harus lebih ditegaskan, apabila
pandemic Covid 19 sudah berlalu secepatnya diberlakukan
kembali absen finger print, karena absen melalui aplikasi e-
absensi pada handphone sangat tidak efektif karena tidak kasat
mata, kemudian seharusnya diberlakukan lagi reward dan
punishment internal dari Dinas Syariat Islam Aceh yaitu seperti
pada tahun 2015 selain tunjangan sebagai suatu jalan untuk
meningkatkan komitmen kerja serta kedisiplinan ASN. Komitmen
dalam bekerja perlu lebih disosilisasikan lagi oleh setiap atasan
langsung sehingga lebih kompeten dalam bekerja dan tidak ada
lagi ASN yang lalai disaat ada rapat organisasi yang harus

diutamakan daripada kepentingan pribadi lainnya.
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Daftar Lampiran
Lampiran 1. Pedoman Wawancara
Pertanyaan Wawancara
Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi

a. Produktifitas
1. Apakah pernah diberikan pelatihan untuk meningkatkan skill
dalam bekerja?
2. Apakah semua ASN sudah melaksanakan tugas berdasarkan
tupoksi?
3. Apakah dengan adanya tupoksi yang terstruktur kinerja ASN
semakin berkualitas?
b. Responsivitas
1. Apa kendala dalam bekerja melaksanakan tupoksi?
2. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?
3. Apakah ada kendala dalam memberi pelayanan publik?
c. Akuntabilitas
1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban ASN dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsinya terhadap kebijakan dan aktivitas
pelayanan publik?

Kinerja Aparatur Sipil Negara

1. Sasaran Kerja Pegawai

1. Apakah pekerjaan yang diberikan kepada ASN sudah sesuai dan
memenubhi target kerja yang ingin dicapai?

2. Apakah ASN pernah memprotes dan membatasi pekerjaan yang
diberikan atsan?

3. Apakah hasil pelaksanaan kerja ASN sudah mencapai tingkat
kepuasan yang diharapkan

4. Apakah ASN sudah mampu menyelesaikan tugas berdasarkan

ketentuan waktu yang ditentukan?
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Berapa lama waktu penyelesaian tugas yang diberikan?

2. Perilaku Kerja Pegawai

1.

Apakah ASN Dinas Syariat Islam Aceh telah mampu memberikan
pelayanan sesuai dengan SOP pelayanan?
Apakah dalam melaksanakan pekerjaan pegawai tidak menyalahi

aturan dalam pelaksanaan tugas yang diberikan?

. Apakah pegawai telah mampu bersikap jujur dalam melaksanakan

pekerjaan?

Bagaimana tingkat kesadaran ASN akan pekerjaannya?

. Apakah semua ASN telah mampu meletakkan kepentingan

organisasi diatas kepentingan pribadi?

Bagaimana tingkat kedisiplinan pegawai ditinjau dari waktu hadir
bekerja dan waktu pulang yang telah ditentukan?

Apakah selama ini ada hambatan dalam bekerjasama bersama
rekan kerja, atasan dan bawahan, serta bersama instansi lain?
Apakah pimpinan telah mampu membangun kerjasama antara

sesame pegawai?

. Apakah pernah diberikan reward bagi ASN yang berprestasi dan

punishment bagi yang melanggar?
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SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 989/Un.0B/FISIF/Kp.07.6/04/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMEING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA

Tembusan

Py

Eali ot e

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

. @ Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munagasyah mahasiswa pada Fakultas (Imu Sosial dan

llmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang periu menunjuk pembimbing skripsi tersebut
yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;

b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk
diangkat sebagai pembimbing skripsi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Momor 74 Tahun 2012 tenteng Perubahan atas Peraturan Pemerintah Rl Nomor 23

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda

Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;

Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan,

Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. Rl;

10. Keputusan Menteri Keuangan Momor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-
Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan
Badan Layanan Umum;

11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian

Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

o cogisl

: Keputusan Seminar Propesal Skripsi Prodi llmu Administrasi Negara pada tanggal 25 Maret 2021

MEMUTUSKAN
: Menunjuk Saudara 1
1. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si. Sebagai pembimbing pertama
2. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si, Sebagai pembimbing kedua
Untuk membimbing skripsi
Nama : Wirdatul Fajria
NIM 170802145
Program Studi ;- limu Administrasi Negara
Judul : Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Syariat Islam Aceh

: Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda

Aceh Tahun 2020

: Surat Keputusan inl berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhimya Semester Genap Tahun Akademik

2021/2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya,
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

: Banda Aceh
16 April 2021

Reektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Ketua Program Studi limu Administrasi Negara

Pembimbing yang bersangkulan untuk dimakiumi dan déaksanakan,
Yang bersangkutan
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Lampiran 3. Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
J1. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email ; uvin@ar-raniy.ac.id

Nomor :B-2307/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/10/2021

Lampu :-
hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa
Kepada Yth,

Dinas Syariat Islam Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wh.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini
menjelaskan bahwa:

Nama/NIM : WIRDATUL FAJRIA / 170802145
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Administrasi Negara
sekarang Alamat :Lamggob, Kecamatan Syiah Kuala

Saudara yang namanya disebutkan diatas benar-benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang
Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul Analisis Kinerja
Aparatur Sipil Negara pada Dinas Syariat Islam Aceh

Demikian surat yang kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami
ucapkan terima kasih.
Banda Aceh, 18 Oktober 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,
i

Berlaku sampai : 28 Maret
2022 Muhammad Thalal, Lc., M.Si.,, M.Ed.



Lampiran 4. Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian

PEMERINTAH ACEH
DINAS SYARIAT ISLAM

Jin T.Nyak Arief No.221 Telepon 0651 - 7551313, Fax. 0651 - 7551312

BANDA ACEH (23114)

Nomor
Sifat

Lampiran
Hal

Banda Aceh, 09  Desember  2021M
05 Jumadil Awal 1443H

:050/2715 Yang Terhormat :
Biasa Dekan Fakultas llmu Sosial dan limu
Pemerintahan

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Penelitian llmiah Mahasiswa di-

Banda Aceh

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: B-2307/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/10/2021

tanggal 18 Oktober 2021 perihal tersebut diatas, maka Mahasiswa/i yang namanya
tersebut dibawah ini :

Nama : Wirdatul Fajria
NIM : 170802145
Jenjang : Strata | (S1)
Semester : IX (sembilan)

benar telah melaksanakan penelitian pada Dinas Svariat Islam Aceh dalam rangka
keperiuan penulisan Skripsi dengan judul “Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara
pada Dinas Syariat Islam Aceh”. Sebagai tindak lanjut dari judul Skripsi vang
secara khusus tentang SKPA tersebut, maka kami harapkan agar Mahasiswali
tersebut dapat menyerahkan | (satu) resume hasil Penelitian sebagai bahan
masukan buat kami.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAMJ/

. Dr. EMK. ALIDAR, 5. Ag. M. Hum
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19740626 199402 1 003
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Lampiran 5. SOP Dinas Syariat Islam Aceh

Nomor SOP 021/ KEPEG /XI/ 2015

Tanggal Pembuatan |10 NOVEMBER 2015

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan |11 NOVEMBER 2015

Disahkan oleh KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

PANCACTTA
PEMERINTAH ACEH
PROF. DR, SYAHRIZAL ABBAS, MA
DINAS SYARIAT ISLAM ACEH PEMBINA UTAMA NIP. 197010271994031003
SEKRETARIAT Nama SOP Legalisasi Surat Kepegawaian
SUB. BAGIAN KEPEGAWATAN DAN TATA LAKSANA
Dasar Hukum : Kualfkasi Pelaksana :

1. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana tebh diubah
dengan UU Nomor 43 Tahun 1999;

2. UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenakan Pangkat Pegawai Negeri Spi sebagaimana teih
diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002;

4. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas,
Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
sebagaimana telh dubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012.

5 Peraturan Gubemur Aceh No 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi
pemangku Jabatan struktural Di ingkungan Dinas-Dinas Provinsi Nanggroe Aceh Darussalm

M. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang administrasi kepegawaian

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pengelolaan Surat Keliar "1 ATK
Perngatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabla legalsasi surat kepegawaian tidak diaksanakan akan berimplkasi terhadap proses
penyelesaian adminitrasi kepegawaian

"1, Dokumen kepegavwain

PELAKSANA MUTUBAKU
RAERSEE il AL SEKRETARIS| IR KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 2l
PEMOHON | KEPEG& TL

1. Menyerahkan fotocopy surat yang akan . Surat yang akan diegalsasi 5  Menk [Suat yang akan
dlegalsi disertai dengan dokumen ashya dlegalsasi
kepada Kasubbag | [ —

2. Memerksa surat, memberkan stempel Surat yang akan diegalsasi 5  Ment [Surat yang akan
nama Sekretarts dan memberkan paraf ‘ diegalsasi
dan meneruskan kepada Sekretarts Dinas _‘

3. Menandatangani permohonan  legaliasi Surat yang akan diegalsasi 5  Ment |Surat yang sudah
surat dan  menyerahkan  kepada — dlegalsasi
Kasubbag kepegawaian untuk

4. Memeritahkan fungsional umum  untuk Surat yang sudah diegalsasi 5  Ment |Surat yang sudah
memberkan ~ stempel  dnas  dan . diegalsasi
menyerahkan kepada pegawai yang
bersangkutan diertai dokumen asi

5. Memberkan  stempel dinas  dan V| Surat yang sudah diegalsasi 5 Ment |Surat yang sudah
menyerahkan kepada pegawai yang . dlegalsasi
bersangkutan/pemohon
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Nomor SOP 007/ KEPEG /IX/ 2015
Tanggal Pembuatan |10 NOVEMBER 2015
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan |11 NOVEMBER 2015
Disahkan oleh KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH
PEMERINTAH ACEH
PROF. DR. SYAHRIZAL ABBAS, MA
DINAS SYARIAT ISLAM ACEH PEMBINA UTAMA /NIP.197010271994031003
SEKRETARIAT Nama SOP Pembuatan Laporan Kehadiran Pegawai
SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TATA LAKSANA

Dasar Hukum :

Kualfikasi Pelaksana :

1. UU Normor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana teih diubah dengan UU
Nomor 43 Tahun 1999;

2. UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemeritahan Aceh;

3. PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disipin Pegawai Negeri Spi sebagaimana telah diubah dengan PP
Nomor 53 Tahun 2010;

4. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis
Dagrah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana teh diubah dengan
Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012;

5. Keputusan Gubemur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 661.2/663/2006 Tentang Pelaksanaan
5(Lima) Hari Kerja Dalam Seminggu Bagi Pegawai Negeri Spi Dingkungan Pemeritah Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam.

6 Peraturan Gubernur Aceh No 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi pemangku
Jabatan struktural Di ingkungan Dinas-Dnas Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

1. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang rekaptulasi kehadiran pegawai dan penyusunan kporan)
kehadiran pegawai

Keterkaitan : Peralatan/Periengkapan :

1. SOP Data Base Kepegawaian 1. Komputer

2. SOP Membuat Surat/Naskah Dinas 2. ATK

3. SOP Pengriman Naskah Dinas/Surat 3. Buku Aturan Kepegawaian
4, SOP Pengelolaan Surat Keluar 4. Buku Agenda

5. SOP Pengusulan Kenakan Pangkat Pegawai Negeri Spi 5. Buku Ekspedsi

6. SOP Mutasi Kenakan Gaji Berkala 6. Print Out Absensi

7. SOP Pemberian Cuti Pegawai

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Apabla Pembuatan Laporan Kehadian Pegawai Tidak Diaksanakan Maka Akan Berimpikasi Terhadap | 1. Print Out Absensi

Kesejahteraan Pegawai

2. Rekaptulsi Kehadiran Pegawai
3. Bahan Laporan Penegakan Disilin Pegawai

PELAKSANA MUTU BAKU
(RAIANPROSEDUR SEKRETARIS LD 1) KADIS KELENGKAPAN WAKU OUTPUT i
KEPEG& TL

1. Menugaskan Kasubbag Kepegawaian dan Tata Disposisi Surat 10 Ment [Disposisi Surat

Laksana untuk mempersiapkan konsep Laporan !

Kehadran Pegawai 1
2. Memeritahkan JFU mengumpukan data untuk Disposisi Surat 5 Menk |DisposkiSurat

mengonsep laporan Kehadran Pegavai

Mengumpukan data  Kehadran Pegawai dan
menyerahkan kepada Kasubbag Kepegawaian dan |
Tata Laksana |

n

Rekaptubsi Kehadran Pegawai 30 Ment [Rekaptulasi Kehadran|
Pegavai

-~

Menyusun konsep Laporan Kehadran Pegawai dan ~
menyerahkan kepada Sekretark r

Konsep Laporan Kehadian Pegawai| 10 Ment [Konsep Laporan
Kehadiran Pegawai

5. Memerksa konsep Laporan Kehadiran Pegawai. Jka Konsep Laporan Kehadian Pegawai|{ 10 Ment |Konsep Laporan
setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada TIAK Kehadiran Pegawai
Kepab Dinas, jka fidak setuju SETUU SETUU
kepada Kasubbag Kepegavaian dan Tata Laksana |

6. juj i dan ‘ Laporan Kehadan Pegawai 10 Ment |Laporan  Kehadian|
kepada Sekretarks untuk ditindaklanjuti Pegavai

[

7. Menyerahkan Laporan Kehadran Pegawai kepada Laporan Kehadiran Pegawai 5 Menk |laporan  Kehadian
Kasubbag Kepegawaian dan Tata Laksana untuk - Pegawai
dkiim dan d

8. Memerintahkan  JFU  untuk  mengiim  dan z Laporan Kehadrran Pegawai 5  Menk |Laporan  Kehadian
mendokumentaskan  Laporan Kehadiran Pegawai .»T Pegavai

9. Mendokumentaskan ~ dan  mengkim  Laporan - Laporan Kehadian Pegawai 5  Ment [laporan  Kehadran
Kehadran Pegawai kepada BKPP Aceh Pegawai

&3



Nomor SOP 004/ KEPEG /1Y) 2015

Tanggal Pembuatan 10 NOVEMBER 2015

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 11 NOVEMBER 2015

Disahkan oleh KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

PEMERINTAH ACEH
PROF. DR. SYAHRIZAL ABBAS, MA
DINAS SYARIAT ISLAM ACEH PEMBINA UTAMA /NIP.197010271994031003
SEKRETARIAT Nama SOP Penilaian Capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku
SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TATA LAKSANA Kerja Pegawai Negeri Sipil
Dasar Hukum : Kualfikasi Pelaksana :

UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah dubah dengan UU | 1. Mengetahui aturan dan requissi tentang Peniaian Capaian Sasaran Kerja Pegawai dan Periaku Kerja Pegawai Negeri Sipi
Nomor 43 Tahun 1999;

UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenakan Pangkat Pegawai Negeri Spi sebagaimana tekh diubah
dengan PP Nomor 12 Tahun 2002;

PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disipin Pegawai Negeri Spi;

PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Peniaian Presta Kerja Pegawai Pegawai Negeri Sii;

Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2011 tentang Peniaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Spi;

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis
Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana tekh diubah dengan
Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012.

2. Mengetahui tugas dan fungsi pengadministrasi kepegawaian

o o

8 Peraturan Gubernur Aceh No 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi pemangku
Jabatan struktural Di Ingkungan Dinas-Dinas Provinsi Nanggroe Aceh Darussalm

Keterkatan : Peralatan/Perkengkapan :
1. SOP Data Base Kepegawaian 1. Komputer
2. SOP Pengusuian Kenakan Pangkat Pegawai Negeri Spi 2. ATK
3. SOP Pengiriman Naskah Dinas/Surat 3. Buku Aturan Kepegawaian
4. SOP Pengelolaan Surat Keluar 4. Buku Agenda
5. Buku Ekspedsi
6. Tata Naskah Dinas
7. Simpeg
Perngatan : Pencatatan dan Pendataan :

|Apabia Realsasi Sasaran Kerja Pegawai Tidak Sesuai Dengan Target Kontrak Kerja Yang Tekh Disepakati | 1. Draft SKP
Bersama Antara Pegawai dan Pejabat Peniai Maka Akan Berimpikasi Terhadap Pengembangan Kark Pegawal |5 Buku Catatan Peniaan Perkoku Kerja PNS

3. Draft Peniaian Prestasi Kerja PNS

PELAKSANA MUTU BAKU
URATAN PROSEDUR KASUBBAG | NS PEIABAT |  ATASAN ) — —— KET
KEPEG& TL YANGDINILAT | PENILAI _[PEJABAT PENILAT

1, Memeritahkan JFU untuk menyiapkan Formuir . Disposisi Surat 5 Ment [Surat Yang Teih Di
Peniaian Capaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Spi Disposisi

2. Menyipkan Formulr Penigian Capaian Sasaran Formui Sasaran Kerja Pegawal 15 Ment [Formur  Sasaran
Kerja Pegawai Negeri Spi serta menyampakan i " (SKP) dan Formulr Peniaian Kerja Pegawai (SKP)
Kepada Pejabat Peniai untuk memberkan peniaian | Kinerja Pegawai dan Formuir Peniaian|
terhadap Sasaran Kerja Pegawai yang telh | Knerja Pegawai

3. Menyerahkan kembai Draft Hasi Peniaian Capaian ! Draft Penigian Sasaran Keja| 5  Ment [Draft Peniaian|
Sasaran Kerja Pegawei Negeri Spi kepada . Pegawai (SKP) Sasaran Kerjal
Kasubbag jan dan Tata Laksana Pegawai (SKP)

4, Memerintahkan JFU untuk mengetik Draft Hasi Draft Penioian Sasaran Keja| 5  Ment [Draft Peniaian
Peniaian Capaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Spi .‘7 Pegawai (SKP) Sasaran Kerja

pegavii (SKP)

5. Mengetk Draft Hasi Peniaian Capaian Sasaran Kerja Dreft Penigign Sasaran Kerja| 60  Ment |Penigian  Sasaran
Pegawai Negeri Spi dan menyerahkan kembal Pegawai (SKP) Kerja Pegawai (SKP)
kepada Kasubbag Kepegawaian dan Tata Laksana 44.
untuk di koreksi

6. Mengoreksi Draft Hasi Peniaian Capain Sasaran Penigian  Sasaran  Keja| 20 Ment [Penigian  Sasaran
Kerja Pegawai Negeri Spi. Jka benar menyerahkan Pegawai (SKP) Kerja Pegawai (SKP)
kepada PNS yang diiai, Pejabat Penfai dan Atasan ‘7
Pejabat Peniai untuk dtandatangani. Jka sash S
dkembalkan kepada JFU untuk diperbaki

7. Menandatangani Formulr Peniaian Capaian Sasaran BENA Sasaran Kerja Pegawai yang| 5  Ment |Sasaran Kerja]
Kerja Pegawai Negeri Spi, dan foto R i dtandatangani Pegavai yang
copy Formulr Penigian Capaian Sasaran Kerja !i
Pegawai Negeri Spi yang telah dtandatangani ke |
Sub. Bagan Kepegawaian dan Tata Laksana ‘

8. Mendokumentaskan Formuir Peniaian ~ Capaian Sasaran Kerja Pegawai yang| 10  Menit [Sasaran Kerja
Sasaran  Kerja Pegawai Negeri Spi serta dtandatangani Pegavai yang
mengrimnya ke BKPP Aceh



Nomor SOP 001/ KEPEG /IX/ 2015
Tanggal Pembuatan |10 NOVEMBER 2015

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan |11 NOVEMBER 2015

Disahkan oleh KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH
=
PANCACTA
PEMERINTAH ACEH
PROF. DR. SYAHRIZAL ABBAS, MA
DINAS SYARIAT ISLAM ACEH PEMBINA UTAMA /NIP.197010271994031003
SEKRETARIAT Nama SOP Pemberian Cuti Pegawai

SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TATA LAKSANA

Dasar Hukum :

Kualfikasi Pelaksana :

UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana teleh diubah dengan UU Nomor
43 Tahun 1999;

UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
PP Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti;
Surat Edaran BAKN Nomor 01/SE/1977 tentang Cuti;

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organiasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis
Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun
Aceh Nomor 15 Tahun 2012,

6 Peraturan Gubernur Aceh No 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi pemangku Jabatan
struktural Di ingkungan Dinas-Dinas Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

R

1. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang Cuti Pegawai

Keterkaian : Peralatan/Periengkapan :
1. SOP Data Base Kepegavaian 1. Komputer
2. SOP Absensi Pegawai 2. ATK

3. SOP Pengiriman Naskah Dinas/Surat.
4. SOP Pengelolaan Surat Keluar

3. Buku Aturan Kepegawaian

4. Buku Penjagaan Cuti Pegawai

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
|Apabia Pelaksanaan Cuti Pegawai Tidak Berjalan Dengan Bak Maka Hak setiap Pegawai Yang Dberkan 1. Kartu Kendaf Cuti
Berdasar Aturan Akan Hiang dan Kemudn Berimpikasi Terhadap Kinerja. 2. Surat Cuti
PELAKSANA MUTUBAKU
SREANPROSAR pevoHoN | Kapis | sekeeTaRas | FASEEAC | gy KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
KEPEG& TL
1. Mengajukan surat  permohonan  cuti Surat Permohonan Cuti 5  Ment [Surat Permohonan
kepada Kepala Dinas ! Cuti
2. Membaca, menelaah dan mendisposisi v Disposisi Surat Permohonan Cuti 5 Ment |Disposi Surat]
surat permohonan cuti kepada Sekretaris ->> ‘ Permohonan Cuti
3. Memeritahkan Kasubbag Kepegawaian Disposisi Surat Permohonan Cuti 5 Ment [Disposki Surat|
dan Tata Laksana untuk mempersiapkan == Permohonan Cuti
surat i cuti pegawai
4. Menugaskan JFU untuk mengetk surat \ Disposii Surat Permohonan Cuti 5 Ment |Disposisi Surat]
iz cuti pegawai .—“ Permohonan Cuti
Il
5. Mengetk surat in cuti pegawai dan y Disposisi Surat Permohonan Cuti 15 Ment [Surat Permohonan
dsampakan kepada  Kasubbag —«. Cuti
Kepegawaian dan Tata Laksana
6. Memerksa surat zn cuti jka sudah Surat Izin Cuti 10 Ment (Surat Izin Cuti
benar memaraf dan menyerahkan BENAR [ |
kepada Sekretars untuk diparaf, jka SALA
sakh kepada JFU H
7. Memerksa surat zn cuti pegawai, jka Surat Izin Cuti 10 Menk (Surat Izin Cuti
sudah benar memberi paraf dan
menyerahkan ke Kepal Dinas untuk BENAR
dtandatangan, jka sakh dkembalkan ke [ SALAH
Kasubbag  Kepegawein dan Tata
8. Menandatangani surat zin cuti pegawai Surat Izin Cuti 5 Ment |Surat Izin Cuti
dan menyerahkan ke Sekretarts .
9. Menugaskan Kasubbag Kepegawaian dan L Surat Izin Cuti 5 Mentt |Surat Izin Cuti
Tata Laksana untuk mendstribuskan ’—
surat zn cuti kepada pegawai yang
10. Menugaskan JFU untuk mendistrbuskan Surat Izin Cuti 5 Ment |Surat Izin Cuti
surat zn cuti kepada pegawai yang '—‘
11 Mencatat pemberian cuti pegawai ke Surat Izin Cuti 15 Ment |Surat Izin Cuti
dalam buku ekspedsi  dan
mendokumentaskan  cuti  pegawai,
mengrimnya ke BKPP Aceh serta
menyerahkan  kepada pegawai yang
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Nomor SOP 015/ KEPEG /XI/ 2015

Tanggal Pembuatan |10 NOVEMBER 2015

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan |11 NOVEMBER 2015

Disahkan oleh KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

=
PANCACTIA
PEMERINTAH ACEH
PROF. DR. SYAHRIZAL ABBAS, MA
DINAS SYARIAT ISLAM ACEH PEMBINA UTAMA /NIP.197010271994031003
SEKRETARIAT Nama SOP Usulan Izin Belajar/Tugas Belajar
SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TATA LAKSANA
Dasar Hukum : Kualfkasi Pelaksana :

UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana teleh dubah dengan UU 1. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang i belajar dan tugas belajar

Nomor 43 Tahun 1999;

UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

PP Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Beljar;

PP Nomor 07 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Spi sebagamana tebh diubah

dengan PP Nomor 34 Tahun 2014;

. SE Menpan Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Beljar Pegawai
Negeri Spi;

. SE BKN Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian;

. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis
Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah dubah dengan
Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012

B

< =

8 Peraturan Gubernur Aceh No 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi pemangku
Jabatan struktural Di ngkungan Dinas-Dinas Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Keterkatan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Data Base Kepegawaian 1. Komputer
2. SOP Membuat Surat/Naskah Dinas 2. ATK
3. SOP Pengiiman Naskah Dinas/Surat 3. Buku Aturan Kepegawaian
4. SOP Pengelolaan Surat Keluar 4. Buku Agenda

5. Buku Ekspedisi
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

|Apabia Pemberian Izin Belajar/Tugas Belajar Tidak Diproses Maka Akan Berimplkasi Terhadap Ketertban 1. Surat Permohonan Izin Beljar/Tugas Belajar
|Admistrsi Kepegavian. 2. Bahan Laporan Pengadministrasi Kepegawaian

PELAKSANA MUTUBAKU
(RAANPROSEDLR NS KADIS ::::‘: 1) KELENGKAPAN WAKTY ouTPUT Lsj

1. Mengajukan surat permohonan Izn: Surat Permohonan In| 5 Menit [Surat  Permohonan|
Beljar/Tugas Bekjar kepada Kepala Belajar/Tugas Belajar 1zn  Bebjar/Tugas|
Dinas Bekajar

2. Membaca, menelaah dan mendisposisi Disposksi Surat Permohonan Izin| 5 Ment |Disposisi Surat]
surat permohonan 1zin Belajar/Tugas Belajar/Tugas Belajar Permohonan  Izi|
Belajar kepada Sekretaris Belajar/Tugas Belajar

3. Memerntahkan Kasubbag Disposti Surat Permohonan Izin| 5 Ment |Disposisi Surat]
Kepegawaian dan Tata Laksana untuk Belajar/Tugas Belajar Permohonan  Izi|
mempersiapkan  konsep  usulan Belajar/Tugas Belajar
permohonan zin belajar/tugas belajar \

4. Menugaskan JFU untuk menyiapkan . Konsep Surat Permohonan Izm| 10  Menit [Konsep Surat|
konsep usulan  permohonan  zn ] Belajar/Tugas Belajar Permohonan  Izi|
belajar/tugas belajar Belajar/Tugas Belajar

5. Menyiapkan konsep usulan Konsep Surat Keputusan Izn| 15  Ment [Konsep Surat]
permohonan i bekjar/tugas belajar 7«. Belajar/Tugas Belajar Keputusan Iz
dan dsampakan kepada Kasubbag Belajar/Tugas Belajar
Kepegawaian dan Tata Laksana |

6. Memerksa konsep usulan i Konsep Surat Keputusan Izin| 5 Ment [Konsep Surat]
permohonan zin belajar/tugas belajar, Belajar/Tugas Belajar Keputusan Izn|
jka sudah benar memaraf dan BENAR| Belajar/Tugas Belajar
menyerahkan kepada Sekretaris untuk @
diparaf, jka sah dkembalkan kepada

7. Memerksa konsep usulan Konsep Surat Keputusan Izin| 5 Menit [Konsep Surat|
permohonan izin bekajar/tugas bekjar, \ Bekajar/Tugas Beljar Keputusan Iz
jka sudah benar memberi paraf dan BENAR Belajar/Tugas Belajar
menyerahkan ke Kepala Dnas untuk SALAH
ditandatanganj, jka saiah dkembalkan
ke Kasubbag Kepegawaian dan Tata

8. Membaca dan menelti konsep usuian Surat Keputusan Izin Beljar/Tugas| 5 Ment |Surat Keputusan Iz
permohonan i belajar/tugas belajar Belajar Belajar/Tugas Belajar
dan  kelngkapan  persyaratan
administrasi, kemudian .
menandatangani  konsep  usulan
permohonan i belajar/tugas belajar
dan mengembalkan kepada Kasubbag
Kepegawaian dan Tata Laksana untuk
dtindaknjuti

9. Menerima berkas dari Kepala Dinas, - Surat Keputusan Izin Beljar/Tugas| 5 Ment |Surat Keputusan Iz
menyerahkan kembali ke JFU dan Belajar Belajar/Tugas Belajar
memerintahkan JFU untuk
menindakianjuti berkas yang sudah
disetujui

10. Mengirimkan usulan permohonan i Surat Keputusan Izin Beljar/Tugas| 5 Mentt [Surat Keputusan Izin
belajar/tugas beljar PNS yang telah \ Belgjar Belajar/Tugas Belajar
detujui dan dtandatangani oleh
Kepala Dias kepada BKPP Aceh
untuk ditindaklanjuti




Nomor SOP 016/ KEPEG /XI/ 2015
Tanggal Pembuatan |10 NOVEMBER 2015

Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan |11 NOVEMBER 2015

Disahkan oleh KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH
PANCACTA
PEMERINTAH ACEH
PROF. DR. SYAHRIZAL ABBAS, MA
DINAS SYARIAT ISLAM ACEH PEMBINA UTAMA /NIP. 197010271994031003
SEKRETARIAT Nama SOP Usulan Peninjauan Masa Kerja

SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TATA LAKSANA

Dasar Hukum :

Kualfkasi Pelaksana :

1. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU
Nomor 43 Tahun 1999;

2. UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. PP Nomor 07 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Spi sebagaimana telah dubah
dengan PP Nomor 34 Tahun 2014;

4. PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenakan Pangkat Pegawai Negeri Spi sebagaimana telh duubah
dengan PP Nomor 12 Tahun 2002;

5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis
Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana teiah diubah dengan
Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012.

6 Peraturan Gubernur Aceh No 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi pemangku
Jabatan struktural Di ingkungan Dinas-Dinas Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

1. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Spi

Keterkaitan : Perakatan/Perlengkapan :
1. SOP Data Base Kepegawaian 1. Komputer
2. SOP Membuat Surat/Naskah Dinas 2. ATK
3. SOP Pengiriman Naskah Dinas/Surat 3. Buku Aturan Kepegawaian
4. SOP Pengelolaan Surat Keluar 4. Buku Agenda

5. Buku Ekspedsi
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

/Apabla Peninjauan Masa Kerja PNS Tidak Diproses Maka Akan Bermplkasi Terhadap Kesejahteraan
Pegawai.

1. Bahan Laporan Pengadministrasi Kepegawaian

PELAKSANA| MUTUBAKU
(RAIANPROSEDUR PNS KADIS L Pl KELENGKAPAN WAKTU OuTPUT
KEPEG & TL

1. Mengajukan surat permohonan usulan Surat  Permohonan  Usulan| 5 Ment [Surat  Permohonan|
Peninjauan Masa Kerja kepada Kepala Peninjauan Masa Kerja Peninjauan Masa
Dinas Kerja

2. Membaca, menelaah dan mendisposki Dispossi  Surat  Permohonan| 5 Ment | Disposisi Surat]
surat usukn Peninjauan Masa Kerja Peninjauan Masa Kerja Permohonan
kepada Sekretaris Peninjauan Masa

3. Memerintahkan Kasubbag Disposisi ~ Surat  Permohoman| 5 Ment  Disposisi Surat]
Kepegawaian dan Tata Laksana untuk Peninjauan Masa Kerja Permohonan
mempersapkan  berkas  usulan Peninjauan Masa
Peninjauan Masa Kerja PNS Kerja

4. Menugaskan JFU untuk menyipkan Konsep ~ Surat ~ Permohoman| 10  Ment |Konsep Surat]
berkas usuln Peninjauan Masa Kerja w Peninjauan Masa Kerja Permohonan
PNS ‘ Peninjauan Masa

5. Menypkan berkas usuln Peninjauan Konsep Surat Penijauan Masa| 45  Ment [Konsep Surat]
Masa Kerja PNS dan dsampakan Kerja dan berkas usulan Peninjauan Masa
kepada Kasubbag Kepegawaian dan Kerja dan berkas|
Tata Laksana usulan

6. Memerksa berkas usuln Peninjauan Berkas Usuln Peninjauan Masa| 15  Ment |Berkas Usulan|
Masa Kerja PNS, jka sudah benar Kerja Peninjauan Masa
memaraf dan menyerahkan kepada BENAR Kerja
Sekretars untuk dparaf, jka salh SAAH
dkembalkan kepada JFU /

7. Memerksa berkas usulan Peninjauan Berkas Usuln Peninjauan Masa| 15  Ment |Berkas Usulan|
Masa Kerja PNS, jka sudah benar Kerja Peninjauan Masa
memberi paraf dan menyerahkan ke BENAR Kerja
Kepala Dinas untuk dtandatangani, SALAH
jka salah dikembalkan ke Kasubbag
Kepegawaian dan Tata Laksana

8. Membaca dan menelti berkas usulan Berkas Usuln Peninjauan Masa| 15  Ment |Berkas Usulan|
Peninjauan ~ Masa ~ Kerja  PNS, Kerja Peninjauan  Masa
kemudan menandatangani  berkas Kerja
usuian Peninjauan Masa Kerja PNS .
dan mengembalkan kepada Kasubbag
Kepegawaian dan Tata Laksana untuk
dtindaklanjuti

9. Menerima berkas dari Kepala Dinas, Berkas Usuln Peninjauan Masa| 5 Menit [Berkas Usulan|
menyerahkan kembal ke JFU dan \ Kerja Peninjauan Masal
memerntakan U untuk .»7 Keria
menindakinjuti berkas yang sudah
dietujui

10. Mengrimkan usulan Peninjauan Masa Berkas Usuln Penijauan Masa| 5 Menit [Berkas Usulan|
Kerja PNS yang teh disetujui dan - Kerja Peninjauan Masal
dtandatangani oeh Kepal Dinas Kerja
kepada  BKPP  Aceh  untuk




| NAMA JABATAN
2 KODE JABATAN
§ UNITKERJA

a. JPTMadya

b. JPT Pratama

¢. Administrator

d. Pengawas

¢. Jabatan Fungsional

4 TKHTISAR JABATAN

5 KUALIFTKASI JABATAN
a. PENDIDIKAN FORMAL

b. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
a. Penjenjangan
. Teknis

¢. PENGALAMAN KERJA

INFORMASI JABATAN
Form Anjab Pelaksana

+ Pengadministrasi Kepegawaian

* Kepela Dinas Syariat Islam Aceh
+ Sekretaris
+ Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana

+ Melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian di bidang kepegawaian

sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas pokok Sub Bagian
Kepegawaian dan Tata Laksana.

{SLTA/ DI DI

a. Manajemen Perkantoran

. Administrasi Perkantoran

¢. Tata Perkantoran

d. bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan

: a. Manajemen Kinerja

b. Manajemen Kepegawaian

¢. Anjab dan ABK

d. Manajemen Informasi Kepegawaian
¢. Administras Perkantoran
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6 TUGAS POKOK

89

No

Uraian Tugas

Satuan
Hasil

Waktu
Penyelesaian
(Menit)

Waktu
Kerja
Efektif
(Menit)

Beban Kerja

Pegawai
Yang
Dibutuhkan

Mempelajari tugas dan petunjuk kerja
yang  diberikan  atasan  untuk
menghindari kesalahan dalam
pelaksanaan kegiatan.

Dokumen

15

300

0.1

Mempersiapkan bahan dan peralatan
sesuai dengan kebutuhan untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas.

Kegiatan

10

75000

470

0.062666667

Melakukan kegiatan pengumpulan
dan  pengolahan data Standar
Operasional Prosedur (SOP) Unit
Kerja, Analisis Jabatan (Anjab) dan
Analisis Beban Kerja (ABK)
berdasarkan  hasil pengumpulan
untuk ditindaklanjuti.

Dokumen

24000

75000

0.96

Mempersiapkan bahan usulan
KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN,
SATYA LENCANA dan kartu ASKES
serta  usulan  mutasi  jabatan
berdasarkan kelengkapan persyaratan
pengawai dalam rangka peningkatan
kesejahteraan pegawai.

Dokumen

300

75000

0.028

Menerima, mencatat dan mengarsip
surat masuk dan keluar ke dalam
buku agenda sesuai petunjuk untuk
kelancaran administrasi kepegawaian.

Dokumen

10

75000

470

0.062666667

Memroses permohonan cuti sesuai
dengan alasan/keterangan dari
pengawai agar dapat diketahui jumlah
pengawai yang mengambil cuti.

Dokumen

10

75000

150

0.02

Mempersiapkan bahan upacara hari-
hari besar nasional dan apel pagi
senin sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen

10

75000

20

0.002666667

mengetik surat tugas Diklat PIM,

Diklat Teknis,Bimtek, Sosialisasi/
Workshop sesuai ketentuan yang
berlaku.

Dokumen

10

75000

30

0.004

Mempersiapkan daftar kebutuhan dan
kerjasama pelatihan umum bagi
mahasiswa Praktek Kerja Lapangan
(PKL) sesuai ketentuan yang berlaku.

Data

10

75000

0.0008

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan
lainnya sesuai instruksi atasan agar
tugas terbagi habis; dan

Kegiatan

150

75000

20

0.04

Membuat laporan hasil pelaksanaan
tugas kepada atasan sebagai bahan
untuk penyusunan program

selanjutnya.

Kegiatan

150

75000

0.002

Jumlah

1.283

Pembulatan

7 HASIL KERJA

Terpahaminya tugas dan petunjuk kerja
Tersedianya bahan dan kebutuhan kerja
Tersedianya SOP, Anjab dan ABK

Tersedianya KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN, SATYA LENCANA dan kartu ASKES serta usulan mutasi jabatan
Terarsipnya surat masuk dan surat keluar

Tersedianya surat cuti bagi pegawai

Tersedianya absebsi upacara hari besar nasional dan apel pagi

Tersedianya ST Diklat PIM Diklat Teknis,Bimtek, Sosialisasi/ Workshop

Tersedianya Administrasi PKL Mahasiswa
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SOP Analisis Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur

1 NAMA JABATAN
2 KODE JABATAN
3 UNITKERJA

a. JPT Madya

b. JPT Pratama

¢. Administrator

d. Pengawas

¢. Jabatan Fungsional

4 TKHTISAR JABATAN

5 KUALIFIKASI JABATAN
a. PENDIDIKAN FORMAL

b, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
a. Penjenjangan
b. Teknis

¢. PENGALAMAN KERJA

INFORMASI JABATAN
Form Anjab Pelaksana

* Analis Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur

 Kepala Dinas Syariat Islam Acch
¢ Sekretaris
+ Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana

: Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan konsep, metode dan

prosedur operasional di hidang manajemen kepegawaian meliputi penyusunan,
pemeriksaan penelaahan, analisis, pengendalian dan pengelolaan
herkas/kelengkapan serta identifikasi dan analisis keabsahan data terkait dengan
formasi/ pengadaan, mutasi kepegawaian melalui sistem manajemen kepegawaian
dan mengklasifikasikan objek kerja serta mengkaji dan menyusun objek kerja
sesuai dengan prosedure dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas
berjalan lancar.

* $-1 (Strata-Satu)/ D-4 Diploma-Empat)

a. Manajemen

b. Ekonomi

¢. Administrasi

d. Psikologi

¢. bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan

: . Mangjemen Kinerja

b. Manajemen Kepegawaian

¢. Anjab dan ABK

d. Manajemen Informasi Kepegawaian
¢. Administrasi Perkantoran



6 TUGAS POKOK
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No

Uraian Tugas

Satuan
Hasil

Waktu
Penyelesaian
(Menit)

Waktu
Kerja
Efektif
(Menit)

Pegawai
Yang
Dibutuhkan

Keteranga

Beban Kerj
eban Kerja n

Mempelajari tugas dan petunjuk kerja
yang  diberikan atasan  untuk
menghindari kesalahan dalam
pelaksanaan kegiatan.

Dokumen

15

300

Mempersiapkan bahan dan peralatan
sesuai dengan kebutuhan untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas.

Kegiatan

15

75000

470 0.094

Mengumpulkan,mengklasifikasikan,
menganalisa dan mengentry data
dalam Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian untuk mendapatkan
data kepegawaian yang akurat.

Data

45

75000

1044 0.6264

Mempersiapkan bahan dan Daftar
Urut Kepangkatan (DUK) secara
berkala untuk mendapatkan data
yang akurat.

Dokumen

60

75000

12 0.0096

Menyusun berkas pengajuan
kenaikan pangkat sesuai ketentun
yang berlaku.

Dokumen

120

75000

25 0.04

Menyusun berkas pengajuan
kenaikan  gaji  berkala  sesuai
ketentuan yang berlaku.

Dokumen

600

75000

41 0.328

menyusun berkas pengajuan Pensiun
sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen

300

75000

1 0.004

Menyusun daftar kebutuhan Diklat
PIM, Dilat Teknis, Tugas Belajar dan
Izin belajar sesuai ketentuan yang

berlaku.

Dokumen

10

75000

4 0.000533333

Menyiapkan daftar kebutuhan CPNS
dan PPPK sesuai ketentuan yang
berlaku.

Data

300

75000

1 0.004

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan
lainnya sesuai instruksi atasan agar
tugas terbagi habis; dan

Kegiatan

150

75000

20 0.04

Membuat laporan hasil pelaksanaan
tugas kepada atasan sebagai bahan
untuk penyusunan program
selanjutnya.

Kegiatan

150

75000

1 0.002

Jumlah 1.249

Pembulatan

7 HASIL KERJA

1)
2)
3)

Terpahaminya tugas dan petunjuk kerja

Tersedianya bahan dan kebutuhan kerja
Terkumpulnya data kepegawaian yang akurat

DUK (Daftar Urut Kepangkatan)

Tersusunnya berkas kenaikan pangkat

Tersusunnya berkas pengajuan kenaikan gaji berkala

Tersusunnya berkas pengajuan Pensiun

Tersusunnya daftar kebutuhan Diklat PIM, Dilat Teknis, Tugas Belajar dan Izin belajar
Tersedianya daftar kebutuhan CPNS dan PPPK
10) Terlaksananya tugas tugas kedinasan lainnya

11) Tersedianya Laporan.
8 BAHAN KERJA
No Bahan Kerja Penggunaan Dalam Tugas
a. |Alat Perlengkapan Kantor Fasilitasi Berkerja
b. |ATK Peralatan bekerja
9 PERANGKAT KERJA
No Perangkat Kerja Penggunaan Dalam Tugas
a. |SOP Dasar Pelaksanaan Pekerjaan
b. |Peraturan Perundang-Undangan yang terkait Dasar Pelaksanaan Pekerjaan
c. |Data dan Informasi Bahan Pelaksanaan Tugas
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10 TANGGUNG JAWAB :
No Uraian
a. |Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas.
b. |Penggunaan perlengkapan kenderaan dinas secara efektif dan efisien
11 WEWENANG :
No Uraian
a. |[Memberi saran kepada atasan.
b. |Menjaga dan memelihara dokumen kedinasan.
12 KORELASI JABATAN
Pola Hubungan Nama Jabatan Sifat Hubungan (dalam hal)
a. Internal 1 Kepala Subbagian Kepegawaian dan Tata Laksana  |Struktural dan Konsultatif
13 KONDISI LINGKUNGAN KERJA :
No Aspek Faktor
a. |Tempat Kerja Didalam Ruangan
b. [Suhu Normal dengan perubahan
c. |Udara Normal dengan perubahan
d. |[Keadaan Ruangan Cukup
e. |Letak Didalam Gedung
f. |Penerangan Terang
g. [Suara Tenang
h. |Keadaan tempat Kerja Nyaman
i. |Getaran -
14 RISIKO BAHAYA H
No Nama Resiko Penyebab
1 Tidak ada
Dst
15 SYARAT JABATAN H

a. Keterampilan Kerja

1) Dapat mengoperasikan komputer dengan baik.

b. Bakat Kerja

1) G : Inteligensia

2) V : Bakat Verbal

3) Q : Ketelitian

c. Temperamen Kerja

) o :Kemarnpuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki pencapaian
dengan tepat menurut perangkat ba-tas, toleransi atau standar-standar tertentu.

2) M : Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan peraturan,
pembuatan pertimbangan, atau pembuatan peraturan berdasarkan Kkriteria yang
diukur atau yang dapat diuji.

3) |P. : Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari
hanya penerimaan danpembuatan instruksi.

d. Minat Kerja
1) Realistis : Aktivitas yang memerlukan manipulasi eksplisit, teratur atau sistematik terhadap

obyek/alat/benda/mesin.

2) Investigasi

Aktivitas yang memerlukan penyelidikan observasional, simbolik dan sistematik
terhadap fenomena dan kegiatan ilmiah.

3) Sosial

: Aktivitas yang bersifat sosial atau memerlukan keterampilan berkomunikasi dengan

orang lain.

e. Upaya Fisik

1) Duduk : Berada dalam suatu tempat dalam posisi duduk biasa.

2) Berjalan : Bergerak dengan jalan kaki.

3) Melihat : Usaha mengetahui dengan menggunakan mata.

4) Mendengar : Menggunakan telinga untuk mengetahui adanya suara.

5) Berbicara : Menyatakan atau bertukar pikiran secara lisan agar dapat dipahami.

f. Kondisi Fisik
Jenis Kelamin
Umur

Tinggi Badan
Berat Badan
Postur Badan
Penampilan

g. Fungsi Pekerjaan
1) Hubungan dengan data

2) Hubungan dengan orang

3) Hubungan dengan benda

16 Pretasi Kerja yang diharapkan
17 Kelas Jabatan

Laki-Laki/Perempuan

: Rapi

D2
D3
D4
D5

:Menganalisis Data.
:Menyusun Data.
:Menghitung Data.
:Menyalin Data.

o7 :
08 :

Melayani orang.
Menerima instruksi.

Sangat Baik
7




SOP Pengadaan Manajemen Kepegawaian

1 NAMA JABATAN
2 KODE JABATAN
3 UNIT KERJA

. JPT Madya

. JPT Pratama

. Administrator

. Pengawas

. Jabatan Fungsional

o o0 o ®

4 IKHTISAR JABATAN

5 KUALIFIKASI JABATAN
a. PENDIDIKAN FORMAL

b. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
a. Penjenjangan
b. Teknis

c. PENGALAMAN KERJA

INFORMASI JABATAN
Form Anjab Pelaksana

: Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

: Kepala Dinas Syariat Islam Aceh
: Sekretaris
: Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana

: Melakukan kegiatan pengelolaan bahan dan penyusunan laporan di bidang sistem

informasi manajemen kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku untuk
kelancaran tugas pokok Sub bagian Kepegawaian dan tata laksana.

D-3 (Diploma-Tiga)

a. Manajemen

b. Administrasi

c. Psikologi

d. Teknik Informatika

e. Manajemen Teknik Informatika

f. bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan

: a. Manajemen Kinerja

b. Manajemen Kepegawaian

c. Anjab dan ABK

d. Manajemen Informasi Kepegawaian
e. Administrasi Perkantoran
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6 TUGAS POKOK

No

Uraian Tugas

Satuan
Hasil

Waktu
Penyelesaian
(Menit)

Waktu
Kerja
Efektif
(Menit)

Beban Kerja

Pegawai
Yang
Dibutuhkan

Keteranga

Mempelajari tugas dan petunjuk kerja
yang  diberikan  atasan  untuk
menghindari kesalahan dalam
pelaksanaan kegiatan.

Dokumen

300

0.066666667

Mempersiapkan bahan dan peralatan
sesuai dengan kebutuhan untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas.

Kegiatan

75000

470

0.062666667

Menginput surat izin, sakit, cuti, surat
perintah tugas sesuai peraturan yang
berlaku untuk meningkatkan
kesejahteraan pegawai.

Dokumen

75000

2500

0.5

Melakukan penginputan rekapitulasi
absensi eletrik, Absen apel senin dan
realisasi perjalanan dinas aparatur|
sesuai ketentuan dan kebutuhan
dalam rangka peningkatan
kesejahteraan pegawai.

Data

75000

1284

0.2568

Memeriksa  kelengkapan  bahan
usulan ~ pembayaran  tunjangan
Prestasi Kerja untuk ditindaklanjuti
oleh pejabat yang berwenang.

Dokumen

60

75000

88

0.0704

Menyiapkan —administrasi  absensi
pegawai sebagai bahan usulan
pembayaran TPK, wuang makan
pegawai, uang meugang & Hari rayal
Islam sesuai dengan ketentuan dan
kebutuhan dalam rangka
penyelesaian  pemberian  hak-hak
kepegawaian.

Dokumen

20

75000

1284

0.3424

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan
lainnya sesuai instruksi atasan agar
tugas terbagi habis; dan

Kegiatan

150

75000

20

Membuat laporan hasil pelaksanaan
tugas kepada atasan sebagai bahan
untuk penyusunan program

selanjutnya.

Kegiatan

150

75000

0.002

Jumlah

1.341

Pembulatan

7 HASIL KERJA

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Terpahaminya tugas dan petunjuk kerja

Tersedianya bahan dan kebutuhan kerja
Tersedianya data Pegawai Cuti, Sakit, Izin dan Surat Perintah Tugas

Tersedianya Dokumen Absensi

Tersedianya bahan usulan Pembayaran TPK
Tersedianya bahan usulan Pembayaran TPK, uang makan pegawai, uang meugang dan Hari Raya Islam
Terlaksananya tugas tugas kedinasan lainnya

Tersedianya Laporan.

8 BAHAN KERJA

No Bahan Kerja Penggunaan Dalam Tugas
a. |Alat Perlengkapan Kantor Fasilitasi Berkerja
b. [ATK Peralatan bekerja

9 PERANGKAT KERJA
No Perangkat Kerja Penggunaan Dalam Tugas
a. [SOP Dasar Pelaksanaan Pekerjaan
b. |Peraturan Perundang-Undangan yang terkait Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

C.

Data dan Informasi

Bahan Pelaksanaan Tugas
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10 TANGGUNG JAWAB

95

Noj

Uraian

Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas.

i

Penggunaan perlengkapan kenderaan dinas secara efektif dan efisien

11 WEWENANG

Uraian

®

Memberi saran kepada atasan.

o

Menjaga dan memelihara dokumen kedinasan.

12 KORELASI JABATAN

Pola Hubungan|

Nama Jabatan

Sifat Hubungan (dalam hal)

a. Internal

1 Kepala Subbagian Kepegawaian dan Tata Laksana

13 KONDISI LINGKUNGAN KERJA

Noj Aspek Faktor
a. |Tempat Kerja Didalam Ruangan
b. [Suhu Normal dengan perubahan
c. |[Udara Normal dengan perubahan
d. [Keadaan Ruangan Cukup
e. |[Letak Didalam Gedung
f. |Penerangan Terang
g. [Suara Tenang
h.|Keadaan tempat Kerja Nyaman
i. |Getaran -
14 RISIKO BAHAYA
No| Nama Resiko Penyebab
1 Tidak ada

Dst

15 SYARAT JABATAN
a. Keterampilan Kerja

1) Dapat mengoperasikan komputer dengan baik.

b. Bakat Kerja
1) G
2) vV
3) Q

c. Temperamen Kerja

: Inteligensia
: Bakat Verbal
: Ketelitian

1) T

Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkat ba-tas, toleransi atau standar-

2) M

Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan peraturan,
pembuatan pertimbangan, atau pembuatan peraturan berdasarkan kriteria
yang diukur atau yang dapat diuji.

3) P

Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain
lebih dari hanya penerimaan danpembuatan instruksi.

d. Minat Kerja

1) Realistis

: Aktivitas yang memerlukan manipulasi eksplisit, teratur atau sistematik

terhadap obyek/alat/benda/mesin.

2) Investigasi

: Aktivitas yang memerlukan penyelidikan observasional, simbolik dan

sistematik terhadap fenomena dan kegiatan ilmiah.

3) Sosial

: Aktivitas

yang bersifat sosial atau memerlukan keterampilan
berkomunikasi dengan orang lain.

e. Upaya Fisik

1) Duduk : Berada dalam suatu tempat dalam posisi duduk biasa.
2) Berjalan : Bergerak dengan jalan kaki.

3) Melihat : Usaha mengetahui dengan menggunakan mata.

4) Mendengar : Menggunakan telinga untuk mengetahui adanya suara.

5) Berbicara

: Menyatakan atau bertukar pikiran secara lisan agar dapat dipahami.

™

Kondisi Fisik

1) Jenis Kelamin
2) Umur

3) Tinggi Badan
4) Berat Badan
5) Postur Badan
6) Penampilan

g. Fungsi Pekerjaan
1) Hubungan dengan data

2) Hubungan dengan orang

3) Hubungan dengan benda

16 Pretasi Kerja yang diharapkan
17 Kelas Jabatan

Laki-Laki/Perempuan

: Rapi

D2 :Menganalisis Data.

D3 :Menyusun Data.
D4 :Menghitung Data.
DS :Menyalin Data.

hs

O7 : Melayani orang.

08 : Menerima instruksi.

: Sangat Baik
: 6



SOP Pengadministrasian Data Peruandang-undangan

1 NAMA JABATAN
2 KODE JABATAN
3 UNIT KERJA

a. JPT Madya

b. JPT Pratama

¢. Administrator

d. Pengawas

e. Jabatan Fungsional

4 IKHTISAR JABATAN

5 KUALIFIKASI JABATAN
a. PENDIDIKAN FORMAL

b. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
a. Penjenjangan
b. Teknis

c. PENGALAMAN KERJA

INFORMASI JABATAN
Form Anjab Pelaksana

* Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan

: Kepala Dinas Syariat Islam Aceh
: Sekretaris
: Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana

: Melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian di bidang kepegawaian

sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas pokok Sub Bagian
Kepegawaian dan Tata Laksana.

* SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga)

a. Manajemen Perkantoran

b. Administrasi Perkantoran

¢. Tata Perkantoran

d. bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan

: a. Manajemen Kinerja

b. Manajemen Kepegawaian

¢. Anjab dan ABK

d. Manajemen Informasi Kepegawaian
e. Administrasi Perkantoran
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6 TUGAS POKOK

97

No

Uraian Tugas

Satuan
Hasil

Waktu
Penyelesaian
(Menit)

Waktu
Kerja
Efektif
(Menit)

Beban Kerja

Pegawai
Yang
Dibutuhkan

Keteranga
n

Mempelajari tugas dan petunjuk kerjal
yang  diberikan atasan  untuk
menghindari kesalahan dalam
pelaksanaan kegiatan.

Dokumen

300

Mempersiapkan bahan dan peralatan
sesuai dengan kebutuhan untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas.

Kegiatan

75000

470

0.094

Menghimpun data dan informasi,
produk  hukum sesuai dengan
kebutuhan, jenis dan Klasifikasinya
untuk menjadi bahan masukan dalam
pelaksanaan evaluasi di Kepe.

Dokumen

1500

75000

0.24

Menyajikan informasi dan
mendokumentasi hukum dengan
mengkompilasikan peraturan-
peraturan perundang-undangan di
bidang syariat Islam sesuai
kebutuhan untuk memberikan
pelayanan informasi hukum kepada
pihak yang berkepentingan.

Dokumen

1500

75000

0.2

Menghimpun menyajikan data
peraturan perundang-undangan
sesuai dengan kebutuhan, jenis dan
klasifikasinya untuk menjadi bahan
masukan dalam pelaksanaan evaluasi
di bidang syariat Islam.

Dokumen

1200

75000

0.16

Menyajikan data peraturan
perundang-undangan sesuai dengan
kebutuhan, jenis dan klasifikasinya
untuk memberikan pelayanan
informasi hukum kepada pihak yang
berkepentingan

Dokumen

1200

75000

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan
lainnya sesuai instruksi atasan agar
tugas terbagi habis; dan

Kegiatan

300

75000

20

0.08

Membuat laporan hasil pelaksanaan
tugas kepada atasan sebagai bahan
untuk penyusunan program
selanjutnya.

Kegiatan

300

75000

0.004

Jumlah

1.038

Pembulatan

7 HASIL KERJA :

1)

Terpahaminya tugas dan petunjuk kerja

2) Tersedianya bahan dan kebutuhan kerja
3) Terhimpunnya data dan informasi, produk hukum
4) Tersajikanya informasi dan mendokumentasi hukum dengan mengkompilasikan peraturan-peraturan perundang-
undangan di bidang syariat Islam
5) Terhimpunnya data peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan, jenis dan klasifikasinya
6) Tersajikannya data peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan
7) Terlaksananya tugas tugas kedinasan lainnya
8) Tersedianya Laporan.
BAHAN KERJA :
No Bahan Kerja Penggunaan Dalam Tugas
a. |Alat Perlengkapan Kantor Fasilitasi Berkerja
b. [ATK Peralatan bekerja

PERANGKAT KERJA :

No Perangkat Kerja Penggunaan Dalam Tugas
a. [SOP Dasar Pelaksanaan Pekerjaan
b. [Peraturan Perundang-Undangan yang terkait Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

c.

Data dan Informasi

Bahan Pelaksanaan Tugas

TANGGUNG JAWAB :

No

Uraian

a.

Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas.

b.

Penggunaan perlengkapan kenderaan dinas secara efektif dan efisien




11 WEWENANG

98

No

Uraian

a.

Memberi saran kepada atasan.

b.

Menjaga dan memelihara dokumen kedinasan.

KORELASI JABATAN

Pola Hubungan

Nama Jabatan

Sifat Hubungan (dalam hal)

a. Internal

1 Kepala Subbagian Kepegawaian dan Tata Laksana

13 KONDISI LINGKUNGAN KERJA
No Aspek Faktor
a. |Tempat Kerja Didalam Ruangan
b. |Suhu Normal dengan perubahan
c. |Udara Normal dengan perubahan
d. |Keadaan Ruangan Cukup
e. |Letak Didalam Gedung
f. |Penerangan Terang
g. |Suara Tenang
h. |Keadaan tempat Kerja Nyaman
i. |Getaran -
14 RISIKO BAHAYA
No Nama Resiko Penyebab
1 Tidak ada
Dst
15 SYARAT JABATAN
a. Keterampilan Kerja

1) Dapat mengoperasikan komputer dengan baik.

Bakat Kerja

1) G : Inteligensia

2) V : Bakat Verbal

3) Q : Ketelitian

Temperamen Kerja

) o d Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki pencapaian
dengan tepat menurut perangkat ba-tas, toleransi atau standar-standar tertentu.

2) M : Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan peraturan,
pembuatan pertimbangan, atau pembuatan peraturan berdasarkan Kkriteria yang
diukur atau yang dapat diuji.

3) P : Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari
hanya penerimaan danpembuatan instruksi.

Minat Kerja

1) Realistis : Aktivitas yang memerlukan manipulasi eksplisit, teratur atau sistematik terhadap
obyek/alat/benda/mesin.

2) Investigasi : Aktivitas yang memerlukan penyelidikan observasional, simbolik dan sistematik
terhadap fenomena dan kegiatan ilmiah.

3) Sosial : Aktivitas yang bersifat sosial atau memerlukan keterampilan berkomunikasi dengan

orang lain.

Upaya Fisik

1) Duduk : Berada dalam suatu tempat dalam posisi duduk biasa.

2) Berjalan : Bergerak dengan jalan kaki.

3) Melihat : Usaha mengetahui dengan menggunakan mata.

4) Mendengar : Menggunakan telinga untuk mengetahui adanya suara.

5) Berbicara : Menyatakan atau bertukar pikiran secara lisan agar dapat dipahami.

Kondisi Fisik

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Jenis Kelamin
Umur

Tinggi Badan
Berat Badan
Postur Badan
Penampilan

Fungsi Pekerjaan

1)

2)

3)

Hubungan dengan data

Hubungan dengan orang

Hubungan dengan benda

16 Pretasi Kerja yang diharapkan
17 Kelas Jabatan

D2

0o7:
08:

: Laki-Laki/Perempuan

: Rapi

:Menganalisis Data.
:Menyusun Data.
:Menghitung Data.
:Menyalin Data.

D3
D4
D5

Melayani orang.
Menerima instruksi.

: Sangat Baik
:5



SOP Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

1 NAMA JABATAN
2 KODE JABATAN
3 UNITKERJA

a. JPT Madya
b. JPT Pratama
¢. Administrator
d. Pengawas

¢. Jabatan Fungsional

4 TKHTISAR JABATAN

5 KUALIFIKASI JABATAN
a. PENDIDIKAN FORMAL

b. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
a. Penjenjangan
b. Teknis

c. PENGALAMAN KERJA

INFORMASI JABATAN
Form Anjab Pelaksana

*/tulis nama jabatan pelaksana)

: Kadis/Kabag/Karo
 Kahag/Kabid
: Kepala Sub Bagian /Kepala Seksi

Dst...

+|Diisi jika ada

| Memahami bidang tugas dan pekerjaannya

t|tulis kualifikasi pendidikan dan jurusan

: Diklat disesuaikan dengan kebutuhan jabatan pelaksana

Dst...
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6 TUGAS POKOK

100

Satuan Waktu v]’(:k:l Pegawai
No Uraian Tugas Penyelesaian 1 A Beban Kerja Yang Keterangan
Hasil Efektif
(Menit) . Dibutuhkan
(Menit)
Mempelajari tugas dan petunjuk kerja
yang  diberikan atasan  untuk
! menghindari kesalahan dalam Dokumen 75000
pelaksanaan kegiatan.
Mempersiapkan bahan dan peralatan
sesuai dengan kebutuhan untuk .
2 mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan 75000
tugas.
3 Kegiatan 75000
4 ... Kegiatan 75000
5 | Kegiatan 75000
6 |..... Kegiatan 75000
7 Kegiatan 75000
o (diisi sesuai dengan tugas s T 75000
pelaksana)
Melaksanakan tugas-tugas kedinasan
9 |lainnya sesuai instruksi atasan agar| Kegiatan 75000
tugas terbagi habis; dan
Membuat laporan hasil pelaksanaan
10 tugas kepada atasan sebagai bahan Kegiatan 75000
untuk penyusunan program
selanjutnya.
Jumlah
Pembulatan

7 HASIL KERJA

1)
2)
3)

15) | Dst....(disesuaikan dengan uraian tugas diatas)

8 BAHAN KERJA s
No Bahan Kerja Penggunaan Dalam Tugas
a. |Alat Perlengkapan Kantor Fasilitasi Berkerja
b. |ATK Peralatan bekerja
9 PERANGKAT KERJA
No Perangkat Kerja Penggunaan Dalam Tugas
a. |SOP Dasar Pelaksanaan Pekerjaan
b. |Peraturan Perundang-Undangan yang terkait Dasar Pelaksanaan Pekerjaan
c. |Data dan Informasi Bahan Pelaksanaan Tugas
10 TANGGUNG JAWAB
No Uraian
a. |Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas.
b. |Penggunaan perlengkapan kenderaan dinas secara efektif dan efisien




11 WEWENANG

101

No Uraian
a. [Memberi saran kepada atasan.
b. [Menjaga dan memelihara dokumen kedinasan.

12 KORELASI JABATAN

Pola Hubungan

Nama Jabatan

Sifat Hubungan (dalam hal)

a. Internal

13 KONDISI LINGKUNGAN KERJA

No Aspek Faktor
a. |Tempat Kerja Didalam Ruangan

b. |Suhu Normal dengan perubahan

c. |Udara Normal dengan perubahan

d. |Keadaan Ruangan Cukup

e. |Letak Didalam Gedung
f. |Penerangan Terang

g. |Suara Tenang

h. |Keadaan tempat Kerja Nyaman

i. |Getaran °

14 RISIKO BAHAYA

No Nama Resiko Penyebab
1 Tidak ada

Dst

15 SYARAT JABATAN

a.

Keterampilan Kerja

1) Dapat mengoperasikan komputer dengan baik.

Bakat Kerja
1) G
2) V
3) Q

Temperamen Kerja

: Inteligensia
: Bakat Verbal
: Ketelitian

i :Kemajnpuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki pencapaian
dengan tepat menurut perangkat ba-tas, toleransi atau standar-standar tertentu.

2) M : Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan peraturan,
pembuatan pertimbangan, atau pembuatan peraturan berdasarkan kriteria yang
diukur atau yang dapat diuji.

3) P : Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari
hanya penerimaan danpembuatan instruksi.

Minat Kerja

1) Realistis : Aktivitas yang memerlukan manipulasi eksplisit, teratur atau sistematik terhadap

obyek/alat/benda/mesin.

2) Investigasi

: Aktivitas yang memerlukan penyelidikan observasional, simbolik dan sistematik

terhadap fenomena dan kegiatan ilmiah.

3) Sosial

: Aktivitas yang bersifat sosial atau memerlukan keterampilan berkomunikasi

dengan orang lain.

Upaya Fisik

1) Duduk : Berada dalam suatu tempat dalam posisi duduk biasa.
2) Berjalan : Bergerak dengan jalan kaki.

3) Melihat : Usaha mengetahui dengan menggunakan mata.

4) Mendengar : Menggunakan telinga untuk mengetahui adanya suara.

5) Berbicara

: Menyatakan atau bertukar pikiran secara lisan agar dapat dipahami.

Kondisi Fisik

1) Jenis Kelamin
2) Umur

3) Tinggi Badan
4) Berat Badan
5) Postur Badan
6) Penampilan

Fungsi Pekerjaan
1) Hubungan dengan data

2) Hubungan dengan orang

3) Hubungan dengan benda

16 Pretasi Kerja yang diharapkan
17 Kelas Jabatan

: Laki-Laki/Perempuan

: Rapi

D2 :Menganalisis Data.

D3 :Menyusun Data.
D4 :Menghitung Data.
D5 :Menyalin Data.

O7 : Melayani orang.

08 : Menerima instruksi.

: Sangat Baik
H TP (Pedomani Keputusan Gub No. 821/1282/2020) ttg Kelas Jabatan




SOP Pengelolaan Surat Masuk

Nomor SOP 001/ UMUM / XI/ 2015

Tanggal Pembuatan |10 NOVEMBER 2015

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan |11 NOVEMBER 2015

Disahkan oleh KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

PANCACTTA
PEMERINTAH ACEH
PROF. DR, SYAHRIZAL ABBAS, MA
DINAS SYARIAT ISLAM ACEH PEMBINA UTANA /NIP. 19701027 1994031 003
SEKRETARIAT Nama SOP Pengelolaan Surat Masuk
SUB. BAGIAN UMUM
Dasar Hukum : Kualfkasi Pebksana :

1. UU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pemeriitahan Aceh;
2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearspan;

Pemerhtah Daereh;

Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012.

3, Pemnendagri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lgkungan Pemerntzh
4. Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearspan di Lingkungan Kementeran Dalam Negeridan

5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Sustnan Organisasi dan Tata Kera Dinas, Lembaga Telnis
Darah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalm sebagaimana teah dubah dengan

"1, Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang PengeloBan Suat Mastk

Keterkatan : Peraltan/Peringkapan :
1. SOP Membuat Srat/Naskh Dias "1, Komputer

"2 WK

"3, Bl Atran Tata Neskeh Dis
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
[Apabla Peksanaan Pengebisan Srat Masuk Tidak Berian Dengan Bak Mla Bermplkasi Tethadap Knera | 1. Buku Kend Surat Mastk
D, ). Bk Bpeds

'3, Lembar Disposi

PELAKSANA MUTUBAKU
URATANPROSEDUR KEPALA | KABID/
bil) DS | SERETARSS KELENGKAPAN WAKTU QUTPUT
1. Meneria surat mask, meamprkan kembar dsposk), mencatat di Surat Mastk, ATK, Lembar Dsposk| 5 Ment (Surat Masuk, ATK,
buku agenda surat mastk, mengkasikaskan menurut jenss surat Buku Agenda Lembar Dispos,
kemudan meneruskan kepada Kepaa Dnas untuk membei | Buku Agenda

dispossisesuai dengan s surat masuk

2. Membaca, menelaah surat, memberkan dsposki dan dkembalkan Surat Masuk, ATK, Lembar Disposs| 5 Ment (Surat Masuk, ATK,
kepada JFU untuk dicatat sesuai disposis dari Kepala Dinas i Lembar Disposki

3., Meneruskan surat masuk yang tegh di disposki Kepala Dinas Surat Masuk, ATK, Lembar Diposs| 5 Ment (Surat Masuk, ATK,
kepada Kepala Bidang/Selcetars . ‘ Lembar Disposki

4, Menindakemjuti sesuai dispossi Kepala Dnas dan menyerahkan Surat Mastk, ATK, Lembar Disposk| 10 Ment (Surat Masuk, ATK,
suret kepada JFU untuk di dokumentaskan/darsiken  secara Lembar Disposksi
sentralsasi i bagan arsp

5. Mendstrbuskan dan mendokumentaskan/mengarsi surat masuk Surat Mastk, ATK, Lembar Disposk| 10 Ment (Surat Masuk, ATK,

Lembar Disposksi
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SOP Pengelolaan Surat Keluar

Nomor SOP 001 / UMUM / X1/ 2015

Tanggal Pembuatan (10 NOVEMBER 2015

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan (11 NOVEMBER 2015

Disahkan oleh KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

PANCACITA
PEMERINTAH ACEH
PROF. DR, SYAHRIZAL ABBAS, MA
DINAS SYARIAT ISLAM ACEH PEMBINA UTAVIA /NIP. 19701027 19%4031 003
SEKRETARIAT Nama SOP Pengelolaan Surat Keluar
SUB. BAGIAN UMUM
Dasar Hukum : Kualfkasi Pelaksana :

1. UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemeriitahan Aceh;
2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Permendagri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah

4. I;errﬁer.\dagri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerntah Dagrah;

5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis
Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telh diubah dengan
Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012.

1. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang Pengelolzan Surat Keluar

Keterkatan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pengelolaan Surat Masuk 1. Komputer

2. ATK

3. Buku Aturan Tata Naskah Dinas
Perngatan : Pencatatan dan Pendataan :

|Apabla Pelksanaan Pengeblaan Surat Keluar Tidak Berjalan Dengan Bak Maka Berimplkasi Terhadap Kinerja.
Dhnas.

1. Buku Kendal Surat Keluar
2. Buku Ekspedsi

PELAKSANA MUTUBAKU
URATANPROSEDLR KEPALA | KABDD/ |KASLBBAG/| TR T T KET
DINS KASI
1. Mengarahkan ~ Kepala  Bidang/Sekretars  untuk . Disposisi Surat. 5 Ment |DisposkiSurat
menyipkan/memproses surat kekiar
2. Menugaskan Kasubbag/Kasi untuk menyiapkan konsep - Disposisi Surat. 5 Ment |DisposkiSurat
surat keluar ]
3. Menugaskan JFU untuk mengeti konsep surat keliar Disposisi Surat. 5 Ment |DisposkiSurat
=
4. Mengetk konsep surat keliar dan mengajukan ke Draft Surat Keliar 15 Ment |Draft Surat Keliar
Kasubbag/Kasi *~.
5. Memerksa konsep surat, jka benar memberi paraf o Draft Surat Keluar 5 Ment |Draft Surat Keluar
dan mengajukan ke Kepal Bidang/Sekretars, jka 1 —
sakh Ke JFU untuk dperbaiki ol
6. Memerksa konsep surat keliar, jka benar memberi — | Draft Surat Keluar 5 Ment |Draft Surat Keliar
paref dan mengajukan kepada Kepaia Dinas, jka salh ‘—
dhembakn ke i r s
7. Membaca dan mengoreksi konsep surat, jka setuju Surat Keluar yang dtandatangani 5 Ment [Suat Keliar yang|
menandatangani surat keluar dan menyerahkan
kembai kepada JFU untuk dproses kebh lnjut, jka -
tidak setuju dierahkan kembai kepada Kepala SALH BENR
Bidang/Sekretaris untuk dperbaki
8. Menerima surat dari Kepala Dinas dan memberi nomor v Surat Keluar yang dtandatangani 10 Ment (Suat Kelar yang|
seta menggandakan untuk  diiim  dan  di - dtandatangani
9. Mengirim surat keluar sesuai aamat yang dtuju Surat Keluar yang dtandatangani 10 Ment (Suat Kelar yang|
. dtandatangani
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Nomor SOP

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan

001/ UMUM /X1 2015
10 NOVEMBER 2015

11 NOVEMBER 2015

Disahkan oleh KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH
PEMERINTAH ACEH
PROF. DR, SYAHRIZAL ABBAS, MA
DINAS SYARIAT ISLAM ACEH PEMBINA UTAMA /NIP, 19701027 1964031 003
SEKRETARIAT Nama SOP Pengiriman Naskah Dinas/Surat
SUB, BAGIAN UMUM
Dasar Hukum : Kualfkasi Peksana :

1. UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemeritahan Acefy;
2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearspan;
3. Permendagri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemeritah

4 I;enﬁeﬁdagﬁ Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan i Lngkungan Kementerian Datm Negeri dan
Pemerintah Dagreh;

5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dines, Lembaga Teknis
Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussabm sebagamana telh dubah dengan
Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012,

1. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang Pengriman Naskah Dinas/Suret

Keterkatan : Peralatan/Perkngkapan :
1. SOP Pengeloaan Surat Keliar 1. Komputer
2 ATK
3, Buku Aturan Tata Naskah Dnas
Perngatan : Pencatatan dan Pendataan :
IAnabla Pefaksanaan Pengiman Naskah Dinas/Surat Tidak Berjalin Dengan Bak Maka Berimplkesi Terhadap | 1. Buku Kendal Pengriman Surat
Kierja Dinas. 2. Bk Epeds
PELAKSANA MUTU BAKU
IRARKPRISEE i - b1 KELENGKAPAN WAKTU ouuT il
BAGIANUMUM
1. Memerntafkan JFU unfuk mengiim Surat sesuai Surat Keiar 5 | Menk [Surat Kekiar
(dengan abmat yang dituju
2. Mengambi atau menerima naskah dnasfsurat yang Surat Keluar 3 Ment [Surat Kelar
akan dkiim sesuai dengan alamat yang dituju
3, Mencernati Naskah Divas/Surat, jka sudah benar Surat Keiar 5 Ment [Surat Kebiar

akan dbave untuk ddstrbuskan, jka betm akan
dperbaki

4. Mengambi dan membawa buku ekspedsi pengiiman
naskah dnasjsurat untuk dpergunakan sebagai tanda
terima

Surat Kekser, Agenda, ATK

5 Ment (Suret Keler,
IAgenda, ATK

5. Mendbtrbuskan naskah dias/surat sesuai abmat

Surat Kekir, Agenda, ATK

5 Ment [Surat Keluar,

(3§ o R | -J

st dan memitaken tanda terina naskeh IAgenda, ATK
dnassrat

6. Mengembakan buku ekspedsi surat keliar sebagai Agenda 5 Ment [Agenda
tanda pengiiman seksai
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SOP Pelayanan Tamu Kedinasan

Nomor SOP 001/ UMUM / X1/ 2015
Tanggal Pembuatan {10 NOVEMBER 2015

Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan |11 NOVEMBER 2015

Disahkan oleh KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH
PANCACTTA
PEMERINTAH ACEH
PROF. DR. SYAHRIZAL ABBAS, MA
DINAS SYARIAT ISLAM ACEH PEMBINA UTAMA /NIP. 19701027 1994031 003
SEKRETARIAT Nama SOP Pelayanan Tamu Kedinasan
SUB. BAGIAN UMUM
Dasar Hukum : Kualfkasi Peksana :

1.UU Nomor 11 Tahun 200 tentang Pemerintahan Aceh;
2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearspan;
3, Permendagri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Neskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah

4, I;errﬁeﬁdagn Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearspan di Lingkungan Kementeran Dalam Negeridan
Pemerintah Dagrah;

5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susuman Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis
Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Sebagamana tebh dubah dengan
Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012.

1. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang Peayanan Tamu Kednasan

Keterkatan : Peralatan/Perngkapan :
1. SOP Pelayanan Pimpian 1. Komputer
2 ATK
3, Buku Aturan Tata Naskah Dinas
Perngatan : Pencatatan dan Pendataan :
IApabia Pefayanan Tamu Kednasan Tidak Berjakn Dengan Baik Maka Bermpiksi Terhadap Knerja Dinas. 1, Buku Tamu
PELAKSANA MUTUBAKU
URATANPROSEDUR n KA:;:AG N WAKU U KET
1. Meneria tamu, menyapa dan menanyakan keperliannya. Jka keperkiannya Buku Tamu 5 Ment [Buku Tamu
g mencari informas}, bahan dan data dierahkan kepada Kasubag Umum
2. Menemui tamu dan mempersiahkan duduk teriebih dahul diuang tunggu, Buku Tamu 5 Ment [Buku Tamu
mengsi buku tamu, meminta identias atau surat tugas .
3. Memperjelss muatan nfomas}, bahan dan data yang dperlikan. Jka infomas} Data 5 Ment |Data
bahan dan data tersedi dseleetaratan maka aken dberkan, jka fomas}
bahan dan data ada pada bagen ki maka tamu aken derefikan ke Bidang r
4. Memberkan dan menyerzhkan secara sopan identias atau surat tugas setekh Surat Tugas 5 Ment |Surat Tugas
selesai bertemu
5. Menyimpan kembal buku tamu dan merapkan ruang tunggu - Buku Tamu 5 Ment [Buku Tamu
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SOP Pelayanan Pertemuan Internal

Nomor SOP 001 / UMUM / XI / 2015

Tanggal Pembuatan |10 NOVEMBER 2015

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan |11 NOVEMBER 2015

Disahkan oleh KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

PANCACTA
PEMERINTAH ACEH
PROF. DR, SYAHRIZAL ABBAS, MA
DINAS SYARIAT ISLAM ACEH PEMBINA UTAMA /NIP. 19701027 1994031 003
SEKRETARIAT Nama SOP Pelayanan Akomodasi Pertemuan Internal
SUB. BAGIAN UMUM
Dasar Hukum : Kuaifkasi Peaksana :

1. UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemeritahan Aceh;
2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3, Permendagri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerittah

4 i;emieridagn' Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearspan di Lingkungan Kementerian Dalm Negeri dan
Pemeritah Daerah;

5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis
Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagamana telh dubah dengan
Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012.

1. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang rapat kerja dnas

Keterkatan : Peralatan/Perkengkapan :
1. SOP Rapat Kerja 1. Komputer
2. ATK
3. Buku Aturan Tata Naskah Dinas
Perngatan : Pencatatan dan Pendataan :
IApabia Pelyanan Akomodasi Pertemuan Intemal Tidak Berjalan Dengan Bak Maka Bermplkasi Terhadap | 1. Agenda Kerja
Knerja Dinas.
PELAKSANA MUTUBAKU
(RAIANP lﬂust::l J JU | SEKRETARIS KELENGKAPAN WAKTU QuTPUT 5
1. Membuat konsep acara rapat/pertemuan melputi undangan, daftar Konsep Acara Rapat/Pertemuan 30 Ment |Konsep Acara
hadr, susunan acara, jumih peserta, pembicara/narasumber, . Rapat/Pertemuan
materi, notuls, moderator, waktu dan petugas ceaning
2. Memeritahkan JFU untuk mempersipkan peralitan ruang Disposksi 5 Ment [Disposki
rapat/pertemuan .‘*
|
3. Mengawasi Petugas ceaning menyiapkan, menata ruang rapat yang Agenda Kerja 15 Ment [Agenda Kerja
sesuai kapaskas jumih peserta serta fasikas kinnya .
4. Mebporkan kepada Kasubbag Umum  kesipan  acara Agenda Kerja 15 Ment [Agenda Kerja
rapat/pertemuan —
5, Memerksa kesiapan acara rapat dan melaporkan kepada Sekretaris . Agenda Kerja 15 Ment |Agenda Kerja
|
6. Memberkan peniaian atas poran pelaksanaan rapat. Jka Bporan Agenda Kerja 15 Ment [Agenda Kerja
dpandang cukup agar diaksanakan sesuai ketentuan yang teh
dtetapkan
7. Menyampakan kepada JFU untuk menjalankan tugas sesuai Agenda Kerja 5 Ment [Agenda Kerja
rencana yang teh di susun .»7
8. Menjalankan tugas sesuai dengan rencana yang telah di susun . Agenda Kerja 1 Hari |Agenda Kerja
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SOP Perancang Kebijakan

1 NAMA JABATAN
2 KODE JABATAN
3 UNIT KERJA

a. JPT Madya
b. JPT Pratama
¢. Administrator
d. Pengawas

e. Jabatan Fungsional

4 TKHTISAR JABATAN

5 KUALIFIKASI JABATAN
a. PENDIDIKAN FORMAL

b. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
a. Penjenjangan
b. Teknis

¢. PENGALAMAN KERJA

INFORMASI JABATAN
Form Anjab Pelaksana

* Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

: Kepala Dinas Syariat Islam Aceh
: Sekretaris
: Kepala Sub Bagian Umum

: Melakukan Kegiatan Pengkajian, Pemeriksaan dan Penyusunan Perancangan

dibidang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan petunjuk dan
ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok Sub Bagian
Umum.

+ §-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat]

a. Manajemen

b. Administrasi

¢. Pemerintahan

d. Bidang lain yang relevan

: a. Pengadaan Barang dan Jasa

b. Pengelolaan Barang
¢. Pengurus Barang
d. Perencanaan Kebutuhan Barang

107



6 TUGAS POKOK
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Sat Waktu “}I{aktu Pegawai
No Uraian Tugas 2 u?n Penyelesaian elja‘ Beban Kerja Yang Keterangan
Hasil (Menit) Efektif Dibutuhkan
(Menit)
Mempelajari tugas dan petunjuk kerja
yang  diberikan  atasan  untuk
! menghindari kesalahan dalam Dokumen 15 300 2 0.1
pelaksanaan kegiatan.
Mempersiapkan bahan dan peralatan
2 sesuai dengan kebutuhan untuk Kegiatan 15 75000 470 0.094
mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas.
Menyiapkan  Bahan  Administrasi
3 |Pengadaan Barang/Jasa dalam| Kegiatan 1500 75000 30 0.6
rangka tertib administrasi.
Melakukan Koordinasi dengan
lemb d t instansi terkait
4 |lembaga dang e [ o 120 75000 60 0.096
sesuai bidang tugasnya dalam rangka
kelancaran pengadaan Barang/Jasa.
Menerima dan Mencatat Administrasi
5 |Pengadaan Barang/Jasa guna tertib| Dokumen 120 75000 30 0.048
administrasi
Menghimpun Dokumentasi
Administrasi Pengadaan Barang/Jasa
6 [untuk dapat diarsipkan dan dapat| Dokumen 120 75000 30 0.048
digunakan sewaktu waktu sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Melaksanakan tugas-tugas kedinasan
7 |lainnya sesuai instruksi atasan agar| Kegiatan 300 75000 20 0.08
tugas terbagi habis; dan
Membuat laporan hasil pelaksanaan
t kepada at: bagai bah:
g |(18as kepada aiasan Sebagal bARAn| ‘po oo, 300 75000 6 0.024
untuk penyusunan program
selanjutnya.
Jumlah 1.090
Pembulatan
7 HASIL KERJA :
1) Terpahaminya tugas dan petunjuk kerja
2) Tersedianya bahan dan kebutuhan kerja
3) Tersedianya bahan administrasi pengadaan barang dan jasa
4) Terkoordinasinya dengan lembaga dan/ atau instansi terkait
5) Terarsipnya administrasi Pengadaaan Barang dan Jasa
6) Terhimpunnya dokumentasi Pengadaan Barang dan Jasa
7) Terlaksananya tugas tugas kedinasan lainnya
8) Tersedianya Laporan.
BAHAN KERJA
No Bahan Kerja Penggunaan Dalam Tugas
a. |Alat Perlengkapan Kantor Fasilitasi Berkerja
b. |ATK Peralatan bekerja
PERANGKAT KERJA
No Perangkat Kerja Penggunaan Dalam Tugas
a. |SOP Dasar Pelaksanaan Pekerjaan
b. |Peraturan Perundang-Undangan yang terkait Dasar Pelaksanaan Pekerjaan
c. |Data dan Informasi Bahan Pelaksanaan Tugas
TANGGUNG JAWAB
No Uraian
a. |Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas.
b. |Penggunaan perlengkapan kenderaan dinas secara efektif dan efisien
WEWENANG
No Uraian
a. |Memberi saran kepada atasan.
b. |Menjaga dan memelihara dokumen kedinasan.




12 KORELASI JABATAN
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Pola Hubungan

Nama Jabatan

Sifat Hubungan (dalam hal)

a. Internal

b. Ekternal

1 Seluruh Kepala Subbagian/Seksi dalam Dinas
Syariat Islam yang terkait dengna Pekerjaan
Pengadaan Barang dan Jasa

1. Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa

13 KONDISI LINGKUNGAN KERJA

No Aspek Faktor
a. |Tempat Kerja Didalam Ruangan

b. [Suhu Normal dengan perubahan

c. |Udara Normal dengan perubahan

d. |Keadaan Ruangan Cukup

e. |Letak Didalam Gedung

f. |Penerangan Terang

g. |Suara Tenang

h. |Keadaan tempat Kerja Nyaman

i. |Getaran -

14 RISIKO BAHAYA

No Nama Resiko Penyebab

1 Tidak ada
Dst

15 SYARAT JABATAN

a.

Keterampilan Kerja

1) Dapat mengoperasikan komputer dengan baik.

Bakat Kerja
1l
2) V
3) Q

Temperamen Kerja

: Inteligensia
: Bakat Verbal
: Ketelitian

) a¢ U Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki pencapaian
dengan tepat menurut perangkat ba-tas, toleransi atau standar-standar tertentu.

2) M : Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan peraturan,
pembuatan pertimbangan, atau pembuatan peraturan berdasarkan kriteria yang
diukur atau yang dapat diuji.

3) P : Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari
hanya penerimaan danpembuatan instruksi.

Minat Kerja

1) Realistis : Aktivitas yang memerlukan manipulasi eksplisit, teratur atau sistematik terhadap

obyek/alat/benda/mesin.

2) Investigasi

: Aktivitas yang memerlukan penyelidikan observasional, simbolik dan sistematik

terhadap fenomena dan kegiatan ilmiah.

3) Sosial : Aktivitas yang bersifat sosial atau memerlukan keterampilan berkomunikasi
dengan orang lain.

Upaya Fisik

1) Duduk : Berada dalam suatu tempat dalam posisi duduk biasa.

2) Berjalan : Bergerak dengan jalan kaki.

3) Melihat : Usaha mengetahui dengan menggunakan mata.

4) Mendengar

: Menggunakan telinga untuk mengetahui adanya suara.

5) Berbicara

: Menyatakan atau bertukar pikiran secara lisan agar dapat dipahami.

Kondisi Fisik

1) Jenis Kelamin
2) Umur

3) Tinggi Badan
4) Berat Badan
5) Postur Badan
6) Penampilan

Fungsi Pekerjaan
1) Hubungan dengan data

2) Hubungan dengan orang

3) Hubungan dengan benda

16 Pretasi Kerja yang diharapkan
17 Kelas Jabatan

: Laki-Laki/Perempuan

: Rapi

D2 :Menganalisis Data.

D3 :Menyusun Data.
D4 :Menghitung Data.
D5 :Menyalin Data.

O7 : Melayani orang.

08 : Menerima instruksi.

: Sangat Baik
17




SOP Pengelolaan Administrasi Pemerintahan

1 NAMA JABATAN

2 KODE JABATAN
3 UNIT KERJA

o op

e.

4 IKHTISAR JABATAN

5 KUALIFIKASI JABATAN

a.

b.

ch

JPT Madya
JPT Pratama
Administrator
Pengawas

Jabatan Fungsional

PENDIDIKAN FORMAL

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
a. Penjenjangan
b. Teknis

PENGALAMAN KERJA

6 TUGAS POKOK

INFORMASI JABATAN

: Pengelola Administrasi Pemerintahan

: Kepala Dinas Syariat Islam Aceh
: Sekretaris
: Kepala Sub Bagian Umum
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Form Anjab Pelaksana

: Melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan bidang administrasi

pemerintahan sesuai dengan petunjuk untuk mendukung kelancaran tugas

pokok Sub Bagian Umum.

: D-3 (Diploma-Tiga)

a. Manajemen

b. Ekonomi

c. Administrasi

d. Kebijakan Publik

f. Bidang lain yang relevan

: a. Adminstrasi Perkantoran

b. Manajemen Database
c. Statistik

No

Uraian Tugas

Waktu
Kerja
Efektif
(Menit)

Waktu
Penyelesaian
(Menit)

Satuan
Hasil

Beban Kerja

Pegawai
Yang
Dibutuhkan

Keterangan

Mempelajari tugas dan petunjuk kerja
yang diberikan atasan untuk
menghindari kesalahan dalam
pelaksanaan kegiatan.

Dokumen 300

Mempersiapkan bahan dan peralatan
sesuai dengan kebutuhan untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas.

Kegiatan 75000

470

0.094

Mempersiapkan data dan peralatan
publikasi kegiatan SKPA sebagai
bahan kliping koran untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas.

Dokumen 45 75000

470

0.282

Melakukan pemilahan-pemilahan
pengumpulan data kegiatan
perbidang sesuai dengan petunjuk
untuk mendapatkan data yang akurat

Dokumen 120 75000

72

0.1152

Melaksanakan pengelolaan data
dengan cara mengklarifikasi,
mentabulasi dan mengkapitulasi data’
berdasarkan hasil pengumpulan
untuk ditindaklanjuti.

Dokumen 45 75000

705

0.423

Menyampaikan hasil olahan data
kepada atasan untuk dapat
dipergunakan oleh pihak-pihak yang
membutuhkan.

Dokumen 30 75000

0.0024

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan
lainnya sesuai instruksi atasan agar
tugas terbagi habis; dan

Kegiatan 300 75000

20

0.08

Membuat laporan hasil pelaksanaan
tugas kepada atasan sebagai bahan
untuk penyusunan program
selanjutnya.

Kegiatan 300 75000

0.004

Jumlah

1.101

Pembulatan

7 HASIL KERJA :
Terpahaminya tugas dan petunjuk kerja
Tersedianya bahan dan kebutuhan kerja
Tersedianyadata dan peralatan publikasi kegiatan SKPA

Terpilahnya data kegiatan per bidang
Terkelolanya data
Tersampaikannya hasil olahan data

Terlaksananya tugas tugas kedinasan lainnya

Tersedianya Laporan.
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DINAS SYARIAT ISLAM ACEH
KEADAAN: 0 MEI 2021
. Nl Prilaku -
No  Nama Pegawal NP - o SKp :T;fnhlegrﬁasl(umitmen Disiplin KerjasamaKepemimpinan
1 Drs. RIDWAN 196610002001121001  Kepala UPTD Penqelola Mesjd Raya Baiurahman 8334 B667 0143 go7 B750 8542 |
| pada Dinas Syariat slam Aceh
2 HASBL SH. 10GS0A02006041003  Kepala SeksiBimbingen den Pengawesen Pelksanaan 8800 9611 8341 84dd 9333 g5 6389
Hokum Syariat pada Dinas Syaria stam Aceh
J SAMSULBARRI SE.  197004162008011001 Verficalor Keuangan pada Dinas SyerIsbm Aceh 8497 8500 0381 daad B38BT 0
4 HAMOAN| SAg. MH.  19700TOB2010011005  Kepala Seks Pembinaan dan Peryulban Syarilsm 8002 8030 9244 %06 902 28 918
pada Dinas Syarial lslam Aceh
§ RUBIAH, 54 18T006052007012004  Peayusun Bahan Pembinezr Masid padaDings Syarial 8570 6867 8095 €335 280 B1g7 0
Isiam Aceh
i ABDULRAZAK, 5. Ag. WA, 19710TO2002121003  Hepala Sk Kerjasama Avler LembagaPenegak 8630 855 8071 8308 6081 B3TE  a028
; Hukm pada Dinas Syariat lslam Aceh
| 7 ELMULIANT $Sos.  197105254891422001 Penyusun Baban Perbinaan Uet paca Dines Syl 6711 9222 M2 M7 8198 B5.42 0
Islam Acgh
§ JULINAS g, 19710703199603204  Mepala Seksi Perbadatan Keagamaan padaDinas 8744 8667 82682 8050 8250 8375 308
Syariatslam Aceh
8 MULYADL S Ag MM, 197112162006041002 Kepala Bidang Peribadatan, Syia lslam dan 0798 BBS7 8555 W00 BTS2 90 9
Pengembangan Sarana Keagamaan pada Dinas
SyarialIslem Aceh
10 SAIFANNUR, S Ag, ML 197209102005041001 Kepala Sub Bagian Teta Usahapace Onas Syarial 8774 8667 4905 G433 8833 8833 83
Islam Aceh
1 MURIBUTHIBR! S.Ag,  19T21H22006041003  Selvetas Dinas Syeratsem Acch pack Divas Syacial 8663 8167 688 914 &1 00 By
| {5lam Acen
Kl HUSHI M. Ag TG00 Kepda Bdeng Bratiium Sparal mdzn ek 0745 903 M40 %M W g5 9
| RazsiManusia pada Dinas Syaratliam Aceh
13 SUFLNARDEW, SAg.  197309130006042002  Hepela Seks Pempuluhan Agama empadaDinas 904 9167 8505 6500 g5 868 8500
Syariat siam Aceh
14 [r ENKALIDAR SAg,  10740626199402100 KepalaDinasSyariatIslamﬁahpadaﬂinasSyariaﬂ 6265 Q2 919 9B T W IR
N Hum, Islam Aceh
15 Or. FIRIBIN SULAMAN  187504182001121001 Kepala Bidang Penyuiuhan Agama lsmdan Tenaga 8768 8657 8333 #4q7 83 50 B.17
ISAIL, LC., MA Dalfpada Dinas SyariatIslam Aceh
| 16 FAHRIZAL 197505022008011001  Ajuden pada Dinas Syariat slam Aceh 878 B30 M&T MM B8 sam 0




Nilai Priak
Mo NamaRegewl e fabatin 80 Ot e tasHomitmen Dispin KerasamaKepemimpinan
Pelayanan
17 MUSLIM ABADI, A Md, 197505232008011001 Pengelola Barang Miik Negara pada Dinas Syariat 8673 B389  BAST @361 G271 8417 0
Islam Aceh
18 KHAIRUL MISKA, ST 197608022009011007 Analis Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 86,48 85 91 2 Bl 83 0
Kerja pada Dinas Tenaga Kesja dan Mobillas Penduduk
Aceh
18 MUKHTAR, 8 Ag. 197608032006041002 Kepala Seksi Pengembangan Sarana keagamaanpada 6703 8667 8000 8000  80.00 B0.00 8133
Dinas Syariat Islam Acgh
20 INAYATSYAH ARRASYIDI 197 1001 F i pada Dinas Syariat Islam Aceh  B6.82  60.00 7786 06 TER 7T 0
21 MULYADI, SE 197702282008011001 Pengelola Keuangan pada Dinas Syarial lsiam Aceh 8574 8500 8357 B389 8375 8417 0
22 MASYKUR, SAg. 197704252007011002 Pengelola Program dan Kegiatan pada Sekretarial 8567 8% o 8 8 a 0
Daerah Aceh
23 RAHMI, SE. 197 12007 P Pembinaan Musabagah Dinas = 86.94 85 85 8% B354 8447 0
Syariat kslam Aceh
24 ABDUL MUID, SE. 197710102007011004 Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Syanal lslam 8915 9222 8833 547 8479 8542 8333
Aceh
25 MUHAMMAD SAYUTI, SE. 197803232008011001 Bendahara pada Dinas Syarial islam Acef 8759  B5.00 8420 8500 8333 8458 0
26 ABDUL RANI, 5.508), MA. 1978071, Kepala Seksi Lefibaga Keagamaan 8632 90.00 8476 | 8500 8354 8500 417
pada Dinas Syarial lsiam Aceh
21 RAUSWATUN HUSNA, §. 197901222002122008 Kepala Seksi Syiar Islam pada Dinas Syariat Islam 8805 8667 9048 84N 8458 8417 LAl
. Aceh
28 T MARDHATILLAH, SHI, Kepala i Pelatih Dinat BA31 | 9222 8881 B4 | BASB 458 8611
MH Syarial Isiam Aosh
28 MUSLIM, SE. 197907022008011001 Pengolah Daftar Gaj pata Dinas Syarial [siam Acsh 8640 BS00  B405 8500 8396  B4SE 0
30 MULIYANI, SE. 187907062008012001 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada 87.18 | 8389  B167 8333 6250 g2 0
Dinas Syariat Islam Aceh
31 FAUZI 187908282008011001 Pengadministasi Umum pada Dinas Syariat stam Aceh 8623 8278 8180 8250 8104 B2.92 0
32 MUSLIADI, 5. Sos.|, MA.  188002042006041007 Kepala Seksi Penyelenggaraan Pengembengan 8343 B556 | 8405 8472 8458 G456 8556
Kelembagaan Al-Qur'an pada Dinas Syariat Islam Aceh
33 AHMIAT DARLIS, SE, MM 1002 Penyusun R dan Anggaran pada Dinas 86.79 85 8 85 8 85 [
‘Syariat Islam Aceh
4 5Y0) |, ST. Pengotah Data Laporan Realisasl Anggaran pada 88,00 90 B5 85 86 85 0
Badan Kesatuan Bangsa dan Polfik Acehy
35 SUBHAN MEIDY 1020 i padaDi 8736 68380 8286 8250 8167 833 [}
Aoeh
| 3% II\AULHAG‘ SE 1121004 Merifiator K Dinas Syariat lslam Aceh BS77 8500 | BI3D 8333 8242 47 0
NP Jabatay oo Ories s
No ‘Nama Pegavai jabatan ntasi
P il Pelayanan D
a 3 1002 Kepala Sub Baglan Tata Usaha pada Dinas Syariat 67.38 83 B2 82 82 84 2]
SEMSI. Islam Acah
30 MALEK RIDWAN, S.S0s. 19820402201103100¢  Kepala Sub Bagian Umum pads Dinas. Syaldliskm | 8783 | BGET 8478 8444 8250  B5OD 8250
Aceh
39 M.RiZAL, SE. 198305212010011009 Pengelola Administrasi Pemerintahan pada Dinas 8722 6389 8310 | 8333 8204 8250 0
| Syarlat Islam Aosh
40 SITIMARYAM, S.IP. 188308172014062010 Pengella Bahan Pustaka pada Dinas Syariat Islam 8635 8187 8024 8167 B0 D42 0
Thin |
I ABDILLAH, 121002 Perancang Kebijskan Pengadaan Barang/Jasa pada 8576 | 8500 6262 | 6361 8260 8250 0
SH. Dinas Syariat Istam Aceh
42 CUT NUR RAUIDAH F ian pada Dinas Syariat 8340 | 8333 BXI0 8583 8AM3 B85 1]
Istam Aceh
43 ELLY WANI, SE, 1886041 Anals Info urmber Daya M §007 8867 8762  B417  BT.OB 8542 [
Aparatur pada Dinas Syarial Iam Aceh
Hak Cipta © 2021 Badan Kepegawsian Acsh g e rand e go -
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Lampiran 7. Dokumentasi Saat Penelitian

Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh

T

Ketua Sub Bagian Umum dan Aset
Dinas Syariat Islam Aceh



. : |
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program
Dinas Syariat Islam Aceh

Kepala Sub Bagian Kepegawaian
Dinas Syariat Islam Aceh
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Wawancara bersama Staff Pada Dinas Syariat Islam Aceh

Wawancara bersama Staff Pada Dinas Syariat Islam Aceh
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Wawancara bersama Staff Dinas Syariat Islam Aceh
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